
 
 

 

 
 
 

 
 

BUPATI NGANJUK 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK 
NOMOR 3 TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NGANJUK, 

 

Menimbang :  bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk 
Tahun 2025-2029;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4); 

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6987);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);  



- 3 - 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 
Nomor 19); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008  
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 459);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 
2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Timur Nomor 123);  

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 
127); 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 
34); 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 
dan 

BUPATI NGANJUK 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 
2025 – 2029. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk 
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk 
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, 
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses 
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah 
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.  

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 
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7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 
Daerah. 

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. 

13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian 
(outcome) program Perangkat Daerah. 

14. Hasil (oııtcome) adalah kondisi yang diharapkan dari 
berfungsinya suatu output/keluaran. 

15. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa 
barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan 
sumber daya. 

16. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif 
berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan 
diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, 
fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam 
menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai 
tujuan/sasaran RPJMD. 

17. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan 
penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka 
mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. 

18. Program Prioritas adalah program strategis yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen 
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang 
diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. 

19. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari 
kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan 
kondisi ideal yang seharusnya tersedia. 

20. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan daerah karena dampaknya dapat 
mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak 
langsung secara signifıkan di masa datang. 

21. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan 
dampak). 

22. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan 
dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang 
telah direncanakan. 

23. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan 
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi 
dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator 
tujuan/sasaran yang terseleksi. 

24. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan 
pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
mencakup indikator makro pembangunan dan indikator 
kinerja kunci. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 
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BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

 
Pasal 2 

 
(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 

Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, 
strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan 
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan 
lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD 
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045, rencana tata ruang 
wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional. 

(2) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan 
Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi 
seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam 
mewujudkan pembangunan Daerah yang 
berkesinambungan. 

 
Pasal 3 

 
(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

menjadi pedoman dalam penyusunan: 
a. RKPD; 
b. Renstra Perangkat Daerah; 
c. Renja Perangkat Daerah; dan 
d. perencanaan penganggaran. 

(2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan 
pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara 
perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur 
dan Daerah serta dengan kabupaten yang berbatasan. 

 
BAB III 

SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN 
 

Pasal 4 
 

(1) Sistematika RPJMD, meliputi:  
BAB I PENDAHULUAN; 
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH; 
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH; 
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan 
BAB V PENUTUP. 

(2) Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

 
BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 5 
 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan RPJMD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB V 
PERUBAHAN RPJMD 

 
Pasal 6 

 
(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan 
tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan 
ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; 
dan 

c. terjadi perubahan yang mendasar. 
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, 
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, 
gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional. 

(3) Tahapan penyusunan perubahan RPJMD memedomani 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN  
 

Pasal 7 
 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2023 Nomor 9); 

b. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk 
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2024 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah 
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 18); 

c. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2024 Nomor 20);  

d. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk 
Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2025 Nomor 23); 

e. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 
Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2025 Nomor 26); 

f. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/350/K/411.013/ 
2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, 

 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya 
RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat 
diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi 
pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum 
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 
2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil 
Bupati terpilih. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah 
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 9 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk. 

 
 
 

 
Ditetapkan di Nganjuk 

pada tanggal 20 Agustus 2025 
 

BUPATI NGANJUK, 

 
ttd. 

 
MARHAEN DJUMADI 

Diundangkan di Nganjuk 

pada tanggal 20 Agustus 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN NGANJUK, 
 

ttd. 
 

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si. 

Pembina Utama Madya             
NIP. 19661227 198602 1 001 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 3 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 

 
 

SUTRISNO, S.H., M.Si. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19680501 199202 1 001 

 
NOMOR  REGISTER  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN NGANJUK NOMOR 
168-3/2025 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK 
NOMOR 3 TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029 

 
 
 

I. UMUM 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah 
Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui 

penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah dalam 
menyelenggarakan Pembangunan Daerah juga harus mendukung pencapaian 

target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang 
dimiliki Daerah. 

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagai bagian integral 
dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep Pembangunan Daerah 

dimaksud, Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan 
kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, 
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik, dan daya saing Daerah dalam ikatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang 

sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah dan 
Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), selanjutnya 
dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan Daerah (RKPD 

dan Renja Perangkat Daerah). 
RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran 

visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam strategi 
pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah 
kebijakan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2025-2045, rencana tata ruang wilayah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 

Mengingat perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian 

integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan 
RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini 

mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan 
dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan 
visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga merupakan 

bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta 
Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik 

Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden 
Republik Indonesia. 
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Penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dilakukan 

dengan menjamin kesinambungan Pembangunan Daerah terutama dalam 
rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung 

menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, 
pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
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LAMPIRAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK 

NOMOR 3 TAHUN 2025 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem perencanaan pembangunan daerah memiliki peran 

krusial dalam menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan 

nasional. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, yang menegaskan bahwa pembangunan daerah harus selaras 

dengan kebijakan nasional. Perencanaan pembangunan daerah 

merupakan suatu proses strategis yang melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, 

serta sektor swasta. Proses ini mencakup penyusunan kebijakan, 

perumusan strategi, serta pelaksanaan program yang terarah untuk 

mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

Sebagai bagian dari upaya sistematis dan terencana, 

perencanaan pembangunan daerah harus disusun dengan 

mempertimbangkan karakteristik, potensi, serta tantangan yang 

dihadapi oleh setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-

langkah strategis, taktis, dan praktis yang dapat mengoptimalkan 

sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, seperti 

ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Dengan pendekatan 

yang holistik dan berbasis data, perencanaan pembangunan daerah 

dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan 

pembangunan yang inklusif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu 

menjawab dinamika kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. 
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Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun 

dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis untuk 

memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara terarah, 

sistematis, dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk 

menyusun tiga dokumen perencanaan utama, yaitu Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang mencakup 

periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) untuk periode 5 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan atau berlaku selama 1 tahun. 

Ketiga dokumen perencanaan ini memiliki keterkaitan yang erat 

dan berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan di tingkat daerah. RPJPD berperan mewujudkan visi 

jangka panjang yang menggambarkan arah pembangunan daerah 

dalam dua dekade ke depan, sementara RPJMD merupakan turunan 

dari RPJPD yang lebih terperinci dalam bentuk program dan kebijakan 

untuk jangka menengah. Selanjutnya, RKPD menjadi panduan 

operasional yang merinci prioritas pembangunan setiap tahunnya, 

sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Dengan adanya dokumen-dokumen perencanaan 

tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program 

pembangunan yang dijalankan selaras dengan tujuan pembangunan 

nasional dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan 

masyarakat secara efektif. 

Sebagai hasil dari proses pemilihan kepala daerah serentak di 

seluruh Indonesia pada tahun 2024, telah terpilih kepala daerah 

Kabupaten Nganjuk secara sah yaitu Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, 

A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T. 

yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil 

Bupati Nganjuk Tahun 2025-2030. Visi, misi dan program kepala 
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daerah/wakil kepala daerah selanjutnya akan dijabarkan ke dalam 

dokumen rencana pembangunan lima tahun melalui penyusunan 

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.    

Proses penyusunan dokumen RPJMD telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan 

bahwa terdapat 6 (enam) tahapan penyusunan RPJMD, yaitu: (1) 

persiapan penyusunan RPJMD, (2) penyusunan Rancangan Awal 

RPJMD, (3) penyusunan Rancangan RPJMD, (4) pelaksanaan 

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD, (5) 

perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan (6) penetapan Peraturan 

Daerah tentang RPJMD. Pada tahap persiapan penyusunan RPJMD, 

telah dilakukan beberapa aktivitas, mencakup penyusunan rancangan 

keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, 

orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun 

RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan 

daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), 

hingga telah tersusun rancangan teknokratik RPJMD. Dokumen ini 

menjadi pedoman bagi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah 

untuk menyusun rancangan visi, misi dan program bakal calon 

pimpinan daerah yang akan disampaikan dalam proses pemilihan 

kepala daerah/wakil kepala daerah.  Setelah kepala daerah/wakil 

kepala daerah terpilih dilantik, maka rancangan teknokratik RPJMD 

disempurnakan menjadi rancangan awal RPJMD hingga nantinya 

ditetapkankan menjadi RPJMD, paling lambat 6 bulan setelah kepala 

daerah/wakil kepala daerah dilantik. 

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 masuk dalam periode 
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lima tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 dengan visi 

Kabupaten Nganjuk Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Visi dan misi 

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam 

menentukan tujuan dan sasaran sehingga arah pembangunan daerah 

ke depan dapat disusun secara berkesinambungan. Sebagai dokumen 

perencanaan strategis, RPJMD juga harus selaras dengan RPJPD, 

RPJMN, serta RTRW, agar pembangunan daerah dapat berjalan secara 

efektif dan terintegrasi dengan kebijakan nasional serta aspek tata 

ruang dan lingkungan hidup.  

RPJMD memiliki keterkaitan sistemik dengan dokumen Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah. Setelah rumusan visi dan misi dan program kepala 

daerah dimanifestasikan ke dalam dokumen RPJMD, maka rumusan 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan tersebut akan menjadi 

dasar dalam penentuan target Program Pembangunan Daerah beserta 

kebutuhan pendanannya. Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis 

(Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017. 

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2025-2029, RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra 

Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target 

dalam Renstra Perangkat Daerah, demikian pula target RKPD 

diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat 

Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan 

dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka 

panjang, jangka menengah maupun target pembangunan tahunan. 
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

2286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4868); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6868); 

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman 

penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6133); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6634); 
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19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan 

Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-

Mojokerto-Surabaya- Situbondo-Lamongan, Kawasan Bromo-

Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 225); 

21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 

Nomor 19); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008  tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

927); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

 

 

8



 
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 459); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96); 
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31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-

2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 123); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Nganjuk Nomor 23);  

35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 27); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34). 

 

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

Keterkaitan antar dokumen perencanaan di tingkat daerah 

memainkan peran yang sangat krusial dalam menciptakan sinergi 

antara kebijakan pembangunan di level lokal, provinsi, dan nasional. 
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Hubungan yang terjalin ini memastikan bahwa setiap rencana 

pembangunan saling mendukung dan menguatkan, sehingga strategi 

yang diambil dapat mencerminkan tujuan bersama dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Integrasi tersebut 

diwujudkan melalui penerapan pendekatan perencanaan yang bersifat 

tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan ini 

menekankan pada analisis mendalam terhadap tema-tema 

pembangunan, pemahaman menyeluruh atas keseluruhan konteks, 

serta koordinasi antar sektor yang erat dengan mempertimbangkan 

aspek tata ruang secara strategis. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) bagi Kabupaten/Kota wajib diselaraskan dengan berbagai 

dokumen perencanaan lain. Hal ini mencakup penyesuaian dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang 

menjadi acuan di tingkat nasional, serta RPJMD Provinsi yang 

merefleksikan kebijakan pembangunan di level provinsi.  

Melalui pendekatan THIS dan penyesuaian dokumen-dokumen 

perencanaan tersebut, setiap tingkat pemerintahan dapat menyusun 

kebijakan pembangunan yang tidak hanya koheren, tetapi juga adaptif 

terhadap dinamika dan tantangan yang ada. Keselarasan ini 

memungkinkan adanya harmonisasi dalam implementasi program 

pembangunan, mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, serta 

memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu menjawab 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan 

berkelanjutan. Telaah ini memiliki beberapa tujuan strategis, di 

antaranya: 

1. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan 

pembangunan agar terjadi sinergi dalam aspek waktu, ruang, 

serta fungsi pemerintahan. 
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2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 

pembangunan, sehingga kebijakan yang disusun dapat 

diimplementasikan secara efektif dan akuntabel. 

3. Memastikan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya 

dan potensi daerah, baik dalam konteks pembangunan ekonomi, 

sosial, maupun lingkungan, guna mewujudkan pembangunan 

yang berkelanjutan. 

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain 

 

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Inmendagri No. 2 Tahun 2025, diolah 

Mengacu pada gambar di atas, hubungan RPJMD Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2025-2029 dengan berbagai dokumen perencanaan 

pembangunan lainnya menjadi aspek fundamental dalam memastikan 

keberhasilan pembangunan daerah yang terarah, inklusif, dan berdaya 

saing, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat 

secara luas. Keterkaitan antar dokumen tersebut sebagaimana 

diuraikan di bawah ini. 

1. Sebagai bagian dari pembangunan nasional dan Provinsi Jawa 

Timur, maka RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 harus 

juga mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 

2029. Isu strategis, visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD 

Kabupaten Nganjuk harus selaras dan/atau mengacu pada isu 
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strategis, visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMN dan 

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029; 

2. RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 merupakan 

penjabaran dari sasaran pokok RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 

2025 – 2045 pada tahap I atau periode 5 (lima) tahun pertama. 

Gambaran umum, permasalahan dan isu strategis RPJMD harus 

mengacu dan selaras dengan RPJPD Kabupaten Nganjuk, 

khususnya di tahap I. Pun demikian dengan sasaran visi, misi, 

arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD tahap I, menjadi 

acuan perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi hingga arah 

kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029.  

3. RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 juga harus 

mengacu dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 – 2041, khususnya indikasi 

program 5 (lima) tahap II; 

4. RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 diselaraskan 

dengan rekomendasi Isu Strategis KLHS – RPJMD sebagai 

komitmen pembangunan berkelanjutan. 

5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan salah satu 

dokumen perencanaan yang juga harus dipedomani dalam 

penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 terutama 

berkaitan pada penyelesaian permasalahan utama daerah dengan 

menghasilkan rekomendasi berbasis bukti. 

6. RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 akan menjadi 

acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029; 

7. RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 akan menjadi acuan 

dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 

2025, RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 hingga tahun 2030; 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan 

RKPD Kabupaten Nganjuk akan menjadi acuan dalam menyusun 

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berkenaan. 
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9. RKPD Kabupaten Nganjuk akan menjadi acuan dalam 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara hingga ditetapkannya Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

1.4.1 Maksud 

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk adalah merumuskan 

dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan 2025-2029 yang 

akan menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam 

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Dokumen ini 

dirancang agar kebijakan pembangunan daerah dapat terarah, terukur, 

serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, 

sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat 

secara efektif. 

1.4.2 Tujuan 

Sedangkan penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 

memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1. Menganalisis data mengenai gambaran umum kondisi daerah, 

pengelolaan keuangan daerah, serta identifikasi permasalahan 

dan isu strategis yang harus diatasi pada periode 2025-2029. 

Analisis ini penting agar dokumen perencanaan yang dihasilkan 

lebih komprehensif dan mampu menjadi dasar dalam 

pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. 

2. Menjabarkan visi, misi, serta program prioritas Bupati dan Wakil 

Bupati Nganjuk ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan, serta program pembangunan daerah. Selain itu, 

dokumen ini juga akan menetapkan indikator kinerja 

pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah 

ditetapkan dalam periode lima tahun tersebut. 
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3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dengan 

adanya dokumen RPJMD ini, setiap perangkat daerah dapat 

menyusun rencana kerja yang selaras dengan arah kebijakan 

pembangunan daerah, sehingga terjadi sinergi dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai sektor 

pemerintahan. 

Dengan demikian RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 

memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses pembangunan 

daerah berjalan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, 

akuntabilitas, serta keberlanjutan. Dokumen ini juga menjadi 

instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Nganjuk secara menyeluruh. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun secara sistematis 

untuk memberikan arah yang jelas dalam penyusunan kebijakan 

pembangunan daerah. Sistematika dokumen ini terdiri dari beberapa 

bab yang mencakup aspek perencanaan, evaluasi kondisi daerah, 

strategi pembangunan, hingga program perangkat daerah. Sesuai 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, berikut adalah 

sistematika RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029: 

Bab I PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang 

Menyajikan latar belakang penyusunan RPJMD 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 berupa 

gambaran kondisi yang mendasari disusunnya 

RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan 

definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD 

serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi 

kepala daerah/wakil kepala daerah 
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 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Menyajikan dasar hukum yang relevan dan 

signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-

2029, serta disusun sesuai dengan kaidah 

penyusunan produk hukum 

 1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Menyajikan hubungan antara RPJMD Tahun 2025-

2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, 

RTRW, KLHS, RIPJPID, Perencanaan Sektoral) dan 

disertai dengan gambar keterkaitannya 

 1.4. Maksud dan Tujuan 

Menyajikan maksud dan tujuan penyusunan 

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 

 1.5. Sistematika Penulisan 

Menyajikan sistematika penulisan yang berisi 

uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam 

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 

     

Bab II GAMBARAN UMUM DAERAH 

 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 

  2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 

  2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

  2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 

  2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 

 2.2. Gambaran Keuangan Daerah 

Menyajikan penjelasan tentang realisasi APBD 

Tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah 

tahun anggaran 2026-2030. 

 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis 

  2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 

  2.3.2. Isu Strategis Daerah 

     

Bab III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 

 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

  3.1.1. Visi dan Misi 

  3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-

2029 

 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas 

Pembangunan Daerah 

  3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam 

Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD 
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Tahun 2025-2029 

  3.2.2. Program-Program Prioritas Daerah 

Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Tahun 2025-2029 

  3.2.3. Penyelarasan RPJMN Tahun 2025-2029, 

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-

2029 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2025-2029 

Bab IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

 4.1. Program Perangkat Daerah 

 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

 4.3. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah 

     

Bab V PENUTUP 

 

dengan sistematika ini RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 

diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, 

strategis, serta mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan 

daerah secara efektif dan berkelanjutan. 
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BAB Ⅱ  

GAMBARAN UMUM DAERAH 

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 

A.  Posisi dan Peran Strategis Daerah 

1. Luas dan Batas Wilayah 

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang 

terletak di bagian barat wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan letak 

astronomis pada koordinat 111° 5´- 112° 13´ Bujur Timur dan 7° 

20´ – 7°50´ Lintang Selatan. Kabupaten Nganjuk memiliki wilayah 

daratan seluas 128.822 Ha dan secara administrasi memiliki 

batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro 

Sebelah Selatan: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung 

Sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun 

Sebelah Timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri  

Secara administrasi wilayah perencanaan terdiri atas seluruh 

wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Nganjuk, yang terdiri 

dari 20 Kecamatan, dan 284 Kelurahan/Desa. Wilayah kecamatan 

paling luas adalah Kecamatan Rejoso dengan luas wilayah 

16.303,97 Ha atau sebesar 12,65% dari luas wilayah kabupaten. 

Sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Nganjuk 

dan Kecamatan Kertosono dengan luas wilayah 2.348,67 Ha dan 

2.479,44 Ha. Luas wilayah tiap kecamatan dan gambaran wilayah 

administrasi Kabupaten Nganjuk. 
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Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk 

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Nganjuk per kecamatan 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Nganjuk Per 

Kecamatan 

No Kecamatan 

Jumlah 

Desa/ 

Kelurahan 

Luasan (Ha) 
Prosentase 

(%) 

1 Kecamatan Sawahan 9 11.138,19 8,56 

2 Kecamatan Ngetos 9 7.840,74 6,22 

3 Kecamatan Berbek 19 5.748,45 4,30 

4 Kecamatan Loceret 22 6.865,27 5,31 

5 Kecamatan Pace 18 5.104,62 4,03 

6 Kecamatan Tanjung Anom 16 7.553,79 6,01 

7 Kecamatan Prambon 14 4.494,18 3,42 

8 Kecamatan Ngronggot 13 5.294,03 4,13 

9 Kecamatan Kertosono 14 2.479,44 1,93 

10 Kecamatan Patianrowo 11 3.513,80 2,74 

11 Kecamatan Baron 11 4.004,52 2,87 

12 Kecamatan Gondang 17 11.418,18 8,75 

13 Kecamatan Sukomoro 12 3.752,74 2,90 

14 Kecamatan Nganjuk 15 2.348,67 1,90 

15 Kecamatan Bagor 21 5.434,51 4,18 

16 Kecamatan Wilangan 6 5.143,54 4,05 
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No Kecamatan 

Jumlah 

Desa/ 

Kelurahan 

Luasan (Ha) 
Prosentase 

(%) 

17 Kecamatan Rejoso 24 15.682,30 12,65 

18 Kecamatan Ngluyu 6 8.977,29 6,66 

19 Kecamatan Lengkong 16 7.199,36 5,89 

20 Kecamatan Jatikalen 11 4.828,39 3,51 

Jumlah 284 128.822,00 100,00 

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Nganjuk 
Tahun 2021-2041 

Kabupaten Nganjuk memiliki posisi strategis sebagai simpul 

konektivitas regional di Jawa Timur bagian barat, karena dilalui 

jaringan jalan tol Trans-Jawa, jalur arteri nasional, serta rel kereta 

api lintas barat–timur. Hal ini menjadikan Nganjuk sebagai 

gateway pergerakan barang dan manusia antara Madiun–Solo di 

sisi barat dengan Kediri–Jombang–Surabaya di sisi timur, 

sekaligus menghubungkan akses ke Bojonegoro di utara serta 

Tulungagung dan Ponorogo di selatan. Keberadaan Nganjuk juga 

semakin penting sebagai hinterland Bandara Dhoho Kediri, 

sehingga berfungsi sebagai pusat logistik, warehousing, dan park 

dan ride bagi mobilitas penumpang maupun kargo lintas kabupaten. 

Dalam bidang ekonomi, Nganjuk dikenal sebagai salah satu 

lumbung pangan dan hortikultura utama di Jawa Timur, 

khususnya padi dan bawang merah. Produksi dalam skala besar 

ini berperan penting dalam menjamin pasokan pangan bagi 

kabupaten sekitar seperti Jombang, Kediri, dan Madiun, sekaligus 

menopang rantai pasok agroindustri hingga Bojonegoro dan 

Tulungagung. Keunggulan tersebut menjadikan Nganjuk 

berkontribusi pada stabilisasi harga dan penyediaan stok pangan 

regional, terutama untuk komoditas strategis yang rentan 

terhadap fluktuasi musiman. Potensi pengembangan agroindustri, 

cold chain, serta pusat distribusi berbasis hortikultura 

menjadikan Nganjuk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru 

yang memberi nilai tambah lintas kabupaten. 
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Dari perspektif lingkungan dan tata air, Kabupaten Nganjuk 

memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan air dan 

mengurangi risiko bencana. Keberadaan bendungan, jaringan 

irigasi, dan daerah aliran sungai di wilayah pegunungan Wilis–

Liman berfungsi tidak hanya untuk mendukung produktivitas 

pertanian di Nganjuk, tetapi juga untuk memasok kebutuhan air 

bagi sebagian wilayah Kediri dan Jombang. Selain itu, fungsi tata 

air ini berkontribusi pada pengendalian banjir dan kekeringan 

yang berdampak ke wilayah sekitarnya, sekaligus menyimpan 

potensi pengembangan energi mikrohidro dan ekowisata berbasis 

waduk. 

Dalam konteks industri dan jasa, posisi geografis yang 

strategis dan biaya lahan yang relatif lebih kompetitif menjadikan 

Nganjuk ideal sebagai pusat distribution center dan cross-docking 

yang melayani Kediri, Jombang, Madiun, hingga Bojonegoro. 

Sektor UMKM, industri kemasan, dan pengolahan hasil pertanian 

berkembang pesat dan mampu menciptakan integrasi ekonomi 

dengan pasar di kabupaten tetangga. Di samping itu, Nganjuk juga 

berperan sebagai pusat layanan menengah untuk kesehatan, 

pendidikan vokasi, dan jasa keuangan yang melengkapi layanan 

sekunder di wilayah sekitar. 

Di bidang pariwisata, Nganjuk berfungsi sebagai pintu 

gerbang menuju destinasi wisata pegunungan Wilis–Liman 

bersama Kediri, Madiun, dan Ponorogo, serta menjadi jalur 

penghubung menuju wisata pantai selatan di Tulungagung. 

Potensi wisata agribisnis, desa wisata, serta event budaya agraris 

di Nganjuk mampu menjadi magnet wisata yang memperpanjang 

length of stay wisatawan di kawasan ini. Sementara itu, pada 

aspek sosial-ekonomi, Nganjuk juga berperan sebagai commuter 

belt regional, di mana biaya hidup dan perumahan yang lebih 

terjangkau menjadikan wilayah ini sebagai lokasi domisili pekerja 

yang beraktivitas di Kediri, Jombang, dan Madiun. 
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Secara keseluruhan, Kabupaten Nganjuk dapat diposisikan 

sebagai hub logistik, agroindustri, dan tata air yang menyatukan 

arus barang, jasa, dan manusia antarwilayah Jombang, Kediri, 

Madiun, Tulungagung, Ponorogo, dan Bojonegoro. Peran strategis 

ini, apabila diperkuat dengan pengembangan konektivitas 

multimoda, klaster agro bernilai tambah, serta pengelolaan air 

lintas daerah, akan menghasilkan dampak pertumbuhan ekonomi 

yang lebih merata dan berkelanjutan bagi subkawasan Jawa 

Timur bagian barat. 

2. Topografi 

Topografi wilayah menjadi salah satu pertimbangan untuk 

melihat kesesuaian penggunaan lahan. Berdasarkan data dari 

Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dikompilasikan dengan 

citra spot 7 path/row, RTRW Kabupaten Nganjuk tahun 2021-

2041 menunjukkan wilayah Kabupaten Nganjuk merupakan 

daratan yang memiliki kontur datar, bergelombang dan berbukit. 

Klasifikasi ketinggian di Kabupaten Nganjuk terdiri atas 37-50 

mdpl, 50-100 mdpl, 100-150mdpl, 150-250 mdpl, 250-350 mdpl, 

350-450 mdpl, 450-600 mdpl, 600-750 mdpl, 750-950 mdpl, 950-

1.150 mdpl, 1.150-1.400 mdpl, 1.400-1.650 mdpl, 1.650-2.000 

mdpl dan >2.000 mdpl. Kabupaten Nganjuk didominasi oleh jenis 

klasifikasi ketinggian 50-100 mdpl sebesar 37 % atau seluas 

47.977,58 Ha. Kondisi luasan topografi tersebut tersebar ke 

seluruh wilayah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Kondisi wilayah yang berada di ketinggian 25 – 100 meter di 

atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 798,670 

Km2 atau 62% dari seluruh luas wilayah. Wilayah kecamatan 

yang berada pada ketinggian ini sebanyak 15 kecamatan, 

yaitu: Kecamatan Wilangan, Bagor, Nganjuk, Sukomoro, 

Rejoso, Gondang, Loceret, Pace, Tanjunganom, Prambon, 

Ngronggot, Kertosono, Patianrowo, Lengkong, dan Kecamatan 

Jatikalen. 
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b. Kondisi wilayah yang berada di ketinggian 100 – 1.000 meter di 

atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 437,99 

Km2 atau 34,05% dari seluruh luas wilayah. Wilayah 

kecamatan yang berada pada ketinggian ini sebanyak 11 

kecamatan, yaitu: Kecamatan Ngluyu, Lengkong, Gondang, 

Rejoso, Wilangan, Bagor, Berbek, Ngetos, Pace, sawahan, dan 

Kecamatan Loceret. Adapun wilayah Kecamatan Rejoso, 

Ngluyu, Gondang, Jatikalen berada di bagian utara Kabupaten 

Nganjuk merupakan daerah pegunungan (Pegunungan 

Kendeng) dengan ketinggian 60-897 mdpl, yang merupakan 

daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau, 

bahan galian kapur, hutan produksi, dan hutan lindung. 

Sedangkan wilayah Kecamatan Ngetos, Sawahan, Berbek, 

Loceret, Pace, dan Wilangan berada di sebelah selatan dan 

Barat wilayah Kabupaten Nganjuk berada di lereng Gunung 

Wilis potensial untuk tanaman perkebunan, hortikultura, 

hutan produksi dan hutan lindung. 

c. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas 

permukaan air laut dengan luas wilayah 631,23 Km2 atau 

4,89% dari luas wilayah terdiri atas 2 wilayah kecamatan saja, 

yaitu: Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Ngetos. Wilayah ini 

berada di bagian Selatan Kabupaten Nganjuk merupakan 

daerah pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000 

sampai dengan 2.563 mdpl, potensial untuk hutan produksi 

dan hutan lindung. Terdapat enam kecamatan yang memiliki 

dua jenis topografi yaitu berada pada ketinggian 25 – 100 

meter dpl dan 100 – 1.000 meter dpl. Keenam kecamatan 

tersebut yaitu: Kecamatan Lengkong, Rejoso, Wilangan, Bagor, 

Pace, dan Loceret.  

1) Selain dikelompokkan dari kondisi konturnya, wilayah 

Kabupaten Nganjuk juga terbagi menurut kelerengannya. 
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Menurut kelerengannya wilayah ini dikelompokkan menjadi 

empat bagian, yaitu: 

2) Wilayah dengan kelerengan antara 0% – 2%, luasnya 

meliputi 52,95% dari luas wilayah Kabupaten Nganjuk 

yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Wilayah ini cukup 

baik untuk kegiatan budidaya berupa pertanian maupun 

untuk kegiatan permukiman. 

3) Wilayah dengan kelerengan 2% – 15%, luasnya meliputi 

29,86% dari seluruh luas wilayah kabupaten dan tersebar 

di seluruh wilayah kecamatan. Wilayah ini cukup sesuai 

untuk kegiatan pertanian dan permukiman. 

4) Wilayah dengan kelerengan 15% – 40%, luasnya meliputi 

10,50% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di 

Kecamatan Ngetos, Sawahan, Berbek, Loceret, Wilangan, 

Rejoso, Gondang, Ngluyu dan Lengkong. Wilayah ini sesuai 

untuk kegiatan pertanian tanaman tahunan/tanaman 

keras. 

5) Wilayah dengan kelerengan > 40%, luasnya meliputi sekitar 

6,68% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di 

Kecamatan Sawahan, Ngetos, Wilangan dan Ngluyu. 

Merupakan wilayah yang seharusnya dihutankan karena 

merupakan kawasan penyangga tanah, air dan menjaga 

keseimbangan ekosistem. 
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Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Nganjuk 
 

No Kecamatan 

Klasifikasi (Ha) Total 

37-50 
mdpl 

50-100 
mdpl 

100-150 
mdpl 

150-250 
mdpl 

250-350 
mdpl 

350-450 
mdpl 

450-600 
mdpl 

600-750 
mdpl 

750-950 
mdpl 

950-
1150 
mdpl 

1150-
1400 
mdpl 

1400-
1650 
mdpl 

1650-
2000 
mdpl 

>2000 
mdpl  

1 Bagor 
 

4.508,33 825,67 55,97 
          

 5.434,51  

2 Baron 3.698,56 
             

 4.004,52  

3 Berbek 
 

2.595,70 1.119,49 1.288,95 514,39 29,73 
        

 5.748,45  

4 Gondang 2.552,33 6.401,94 1.603,41 610,14 109,32 
         

 11.418,18  

5 Jatikalen 2.213,91 2.609,93 4,55 
           

 4.828,39  

6 Kertosono 2.492,97 
             

 2.479,44  

7 Lengkong 1.782,47 2.479,35 2.148,88 788,66 
          

 7.199,36  

8 Loceret 
 

2.923,52 492,82 746,55 745,70 684,74 611,55 366,74 219,23 50,10 2,87 
   

 6.865,27  

9 Nganjuk 
 

2.445,23 
            

 2.348,67  

10 Ngetos 
 

36,22 507,15 1.136,64 711,25 640,80 876,76 745,30 708,52 656,60 761,31 611,03 493,40 127,33  7.840,74  

11 Ngluyu 
 

105,28 1.396,90 6.321,72 757,06 
         

 8.977,29  

12 Ngronggot 3.585,11 1.732,20 
            

 5.294,03  

13 Pace 319,84 3.725,93 586,13 411,31 157,75 
         

 5.104,62  

14 Patianrowo 3.513,80 
             

 3.513,80  

15 Prambon 
 

4.410,32 
            

 4.494,18  

16 Rejoso 0,54 9.272,67 2.503,46 2.489,46 1.567,47 268,14 166,86 35,36 
      

 15.682,30  

17 Sawahan 
   

24,89 647,97 1.506,99 1.928,38 1.315,00 1.423,43 1.236,73 1.171,01 703,54 629,62 442,01  11.138,19  

18 Sukomoro 2.128,16 1.611,79 
            

 3.752,74  

19 Tanjunganom 6.372,73 1.368,08 
            

 7.553,79  

20 Wilangan 
 

1.829,73 1.307,57 1.295,64 741,06 50,12 
        

 5.143,54  

Jumlah 28.734,48 47.977,58 12.514,30 15.180,44 5.951,98 3.180,53 3.583,56 2.462,40 2.351,19 1.943,43 1.935,19 1.314,57 1.123,02 569,34 128.822,00 

Sumber : Perda No. 2 tahun 2021 tentang RTRW Kab. Nganjuk tahun 2021-2041 
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Selain dikelompokkan dari kondisi konturnya, wilayah 

Kabupaten Nganjuk juga terbagi menurut kelerengannya. 

Klasifikasi kelerengan lahan di Kabupaten Nganjuk terdiri atas 0-

8%, 8-15%, 15-25%, 25-40% dan >40% untuk lebih jelasnya lihat  

tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Luas Kelerengan Per Kecamatan Kabupaten Nganjuk 

No Kecamatan 
Klasifikasi Kelerengan (Ha) Total 

0-8% 8-15 % 15-25 % 25-40 % >40 % 
 

1 Kecamatan Bagor 5.389,97 
    

 5.434,51  

2 Kecamatan Baron 3.698,56 
    

 4.004,52  

3 Kecamatan Berbek 4.978,58 551,69 18,00 
  

 5.748,45  

4 Kecamatan Gondang 10.362,55 653,61 211,38 49,60 
 

 11.418,18  

5 Kecamatan Jatikalen 4.738,52 89,86 
   

4.828,39 

6 Kecamatan Kertosono 2.492,97 
    

 2.479,44  

7 Kecamatan Lengkong 6,041,15 1.059,52 98,69 
  

7.199,36  

8 Kecamatan Loceret 3.436,43 1.617,83 1.252,45 442,11 95,01  6.865,27  

9 Kecamatan Nganjuk 2.445,23 
    

 2.348,67  

10 Kecamatan Ngetos 1.231,61 2.062,30 1.898,75 1.660,99 1.158,65  7.840,74  

11 Kecamatan Ngluyu 4.855,15 2.154,82 1.413,85 157,15 
 

 8.977,29  

12 Kecamatan Ngronggot 5.317,31 
    

 5.294,03  

13 Kecamatan Pace 4.497,93 560,74 128,41 13,88 
 

 5.104,62  

14 Kecamatan Patianrowo 3.513,80 
    

 3.513,80  

15 Kecamatan Prambon 4.410,32 
    

 4.494,18  

16 Kecamatan Rejoso 12.710,29 2.699,12 837,91 56,65 
 

 15.682,30  

17 Kecamatan Sawahan 1.076,56 2.607,57 3.239,79 2.146,03 1.959,62  11.138,19  

18 Kecamatan Sukomoro 3.739,95 
    

 3.752,74  

19 
Kecamatan 
Tanjunganom 

7.740,81 
    

 7.553,79  

20 Kecamatan Wilangan 4.626,02 570,19 27,91 
  

 5.143,54  

Jumlah 97.320,52 14.634,65 9.127,14 4.526,41 3.213,28 128.822,00 

Sumber : Materi teknis peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang 

RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 

Berdasarkan tabel diatas kelerengan lahan di Kabupaten 

Nganjuk didominasi oleh klasifikasi kelerengan 0-8% sebesar 76 % 

atau seluas 97.320,52 Ha dari luas wilayah kabupaten, untuk 

lebih jelasnya lihat gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Prosentase Kelerengan Lahan di Kabupaten Nganjuk 

3. Geologi dan Jenis Tanah 

Kondisi geologi daerah dapat menggambarkan potensi sumber 

daya alam, serta beberapa kemungkinan bencana yang mungkin 

timbul. Wilayah Kabupaten Nganjuk termasuk dalam Zona Solo 

dengan Sub Zona Ngawi. Zona ini ditempati oleh gunung api yang 

berumur kwarter dengan puncak seperti Wilis, Lawu, dll. 

Diantaranya terdapat dataran seperti dataran Madiun, Kediri, 

Jember, yang umumnya tersusun oleh endapan lahar dan batuan 

gunung api. Dataran tersebut merupakan cekungan air tanah 

produktif yang didominasi oleh endapan alluvium vulkanik.  

Batuan di sebagian wilayah Kabupaten Nganjuk umumnya 

terdiri dari endapan alluvium, sedangkan sebagian lainnya terdiri 

dari batuan berumur pliosen sampai pleistosen. Wilayah Kabupaten 

Nganjuk berdasarkan ciri-ciri fisik dan batuan penyusunnya 

secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: 

a. Perbukitan Kendeng 

Di daerah ini tersusun oleh batuan sedimen pasir sampai 

lempung liat setebal 40 – 80 meter dengan sisipan tipis pasir. 

b. Gunung api Wilis 

Pada daerah ini terdapat batu pasir tufa yang mengandung 

sisipan pasir atau breksi. Batuan di daerah ini berupa lapisan 

batuan yang berasal dari rombakan material letusan gunung 

76% 

11% 

7% 

3% 3% 

0-8 %

8-15 %

15-25 %

25-40 %

>40 %
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api, breksi, lahar dan batu pasir bersifat andesit. Pada daerah 

ini tanahnya terdiri dari bahan-bahan asal pegunungan 

dengan ketebalan 80 – 110 meter berupa pasir tufa berbutir 

halus sisipan kasar atau kerikil dengan sisipan lempung 

tufaan atau pasir lempung di dalamnya. 

c. Dataran Rendah 

Di daerah ini bagian atas setebal 30 – 70 meter terdiri dari 

lempung abu-abu hitam dengan pasiran coklat yang 

dipisahkan oleh lapisan tipis pasiran sebagai pengandung air. 

Bagian bawah berupa lapisan batu pasir tufaan atau lempung 

tufaan dengan sisipan pasir atau kerikil. 

Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi tiga bagian menurut jenis 

tanah, yaitu tanah sawah (35%), tanah kering (27%) dan tanah 

hutan (38%). Sebagian besar kecamatan berada pada dataran 

rendah dengan ketinggian antara 46 sampai dengan 95 meter di 

atas permukaan laut. Sedangkan 4 (empat) kecamatan yang 

berada pada daerah pegunungan terletak pada ketinggian 150 

sampai dengan 750 meter di atas permukaan laut. Daerah 

tertinggi yaitu desa Ngliman di Kecamatan Sawahan. 

Bila di lihat dari tipe sebaran tanah yang ada, maka wilayah 

Kabupaten Nganjuk terbagi ke dalam 3 asal jenis tanah 

berdasarkan pembentukannya, yaitu berasal dari Jenis tanah 

yang pembentukannya berasal dari material gunung berapi seperti 

tanah andosol, latosol, grumosol dan regosol tersebar hampir di 

seluruh kecamatan-kecamatan, jenis tanah yang berasal dari 

endapan aliran sungai yang sering disebut dengan tanah aluvial di 

dataran rendah dan tanah yang berasal dari pelapukan bebatuan 

besar dengan jenis tanah litosol. Wilayah yang memiliki jenis 

tanah tersebut adalah Rejoso dan Ngluyu. Sebaran jenis tanah ini 

pada tabel berikut: 
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Tabel 2.4 Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk 

Kecamatan Jenis Tanah 

Sawahan Andosol, Latosol 

Ngetos Andosol, Latosol 

Berbek Latosol, Gromosol 

Loceret Andosol, Latosol, Gromosol, Aluvial 

Pace Latosol, Gromosol, Aluvial 

Tanjunganom Gromosol, Aluvial 

Prambon Aluvial 

Ngronggot Aluvial 

Kertosono Aluvial 

Patianrowo Aluvial, Regosol 

Baron Aluvial 

Gondang Aluvial, Regosol 

Sukomoro Aluvial, Regosol 

Nganjuk Gromosol, Aluvial, Regosol 

Bagor Gromosol, Regosol 

Wilangan Latosol, Gromosol, Regosol 

Rejoso Latosol, Regosol, Litosol 

Ngluyu Latosol, Regosol, Litosol 

Lengkong Regosol 

Jatikalen Aluvial, Regosol 

Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2023 

Adapun  susunan geologi secara umum di Kabupaten Nganjuk 

terdiri atas kalibeng, batuan gunung api ijen tua, edapan sungai, 

formasi alluvial, formasi batu gamping terumbu, formasi gitung, 

formasi kabuh, formasi kerek, formasi lidah, formasi notopuro, 

formasi sonde, formasi tambakromo, morfonit ngebel dan morfoset 

arkalang. Kabupaten Nganjuk didominasi oleh formasi alluvial 

sebesar 55% atau seluas  69.749,81Ha, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 2.5 
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Tabel 2.5 Luas Kecamatan Menurut Klasifikasi Geologi Di Kabupaten Nganjuk 

No Kecamatan 

Formasi  (Ha) Total 

Anggota 

Klitik, 
Formasi 
Kalibeng 

Batuan 

Gunung 
Api Ijen 

Tua 

Endapan 
Sungai 

Formasi 
Aluvial 

Formasi 

Batu 
Gamping 
Terumbu 

Formasi 
Gintung 

Formasi 
Kabuh 

Formasi 
Kalibeng 

Formasi 
Kerek 

Formasi 
Lidah 

Formasi 
Notopuro 

Formasi 
Sonde 

Formasi 
Tambakromo 

Morfonit 
Ngebel 

Morfoset 
Arkalangan  

1 Bagor 
   

3.365,49 
      

152,69 
   

1871,79  5.434,51  

2 Baron 
   

3.269,04 178,71 
     

250,81 
    

 4.004,52  

3 Berbek 
   

2.012,13 
          

3536,14  5.748,45  

4 Gondang 51,72 
  

5.133,2 1,38 
 

2104,24 112,21 
 

15,45 831,51 148,06 2879,37 
  

 11.418,18  

5 Jatikalen 
   

1.502,47 
  

784,01 117,42 
 

470,48 
 

49.93 1.904,08 
  

4.828,39  

6 Kertosono 
   

2492,97 
           

 2.479,44  

7 Lengkong 
   

1.231,69 
  

2.298,10 2.018,01 112,14 292,98 98,41 166,24 981,80 
  

 7.199,36  

8 Loceret 
   

6189,44 
 

654,39 
         

 6.865,27  

9 Nganjuk 
   

2445,23 
           

 2.348,67  

10 Ngetos 
  

197,54 3829,62 
 

3718,29 
        

266,85  7.840,74  

11 Ngluyu 805,37 
     

6,16 6348,31 85,42 24,94 
 

328,49 982,27 
  

 8.977,29  

12 Ngronggot 
   

5317,31 
           

 5.294,03  

13 Pace 
   

5200,96 
           

 5.104,62  

14 Patianrowo 
   

2.652,29 
      

861,51 
    

 3.513,80  

15 Prambon 
   

4410,32 
           

 4.494,18  

16 Rejoso 279,1 432 
 

5704,63 
  

3711,55 0,24 
  

585,99 539,29 5051,16 
  

 15.682,30  

17 Sawahan 
  

4598,36 2728,68 
 

1201,23 
        

2501,3  11.138,19  

18 Sukomoro 
   

3739,95 
           

 3.752,74  

19 Tanjunganom 
   

7678,33 
      

62,49 
    

 7.553,79  

20  Wilangan 
   

775,3 
      

412,13 
  

42,67 3994,04  5.143,54  

Jumlah 1.136,20 432,00 4.795,91 69.749,81 180,09 5.573,91 8.828,64 8.615,81 200,01 804,74 3.254,74 1.232,91 11.804,46 42,67 12.170,11 128.822,00 

Sumber : Materi Teknis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 
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Secara garis besar jenis tanah di Kabupaten Nganjuk sebagian 

besar tergolong pada tanah subur dan hanya beberapa kecamatan 

yang mempunyai tanah yang tidak subur yaitu di Kecamatan 

Ngluyu dimana daerahnya berbukitan dan tanahnya berkapur. 

klasifikasi jenis tanah yang ada di Kabupaten Nganjuk terdiri atas  

jenis tanah endoquerts endoaquaepts, hapludands dystrudepts, 

haplusterts usthortents dan haplustolls haplustepts untuk lebih 

jelasnya mengenai besaran dan  lokasi  persebarannya  dapat  

dilihat pada tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Nganjuk 

No Kecamatan 

Klasifikasi (Ha) Total 

Endoaquerts 
Endoaquepts 

Hapludands 
Dystrudepts 

Haplusterts 
Usthortents 

Haplustolls 
Haplustepts  

1 Kecamatan Bagor 3.107,85 2.167,67 114,45 
 

 5.434,51  

2 Kecamatan Baron 3.698,56 
   

 4.004,52  

3 Kecamatan Berbek 371,20 5.177,06 
  

 5.748,45  

4 Kecamatan Gondang 6.962,72 
 

4.078,97 235,44  11.418,18  

5 Kecamatan Jatikalen 3.724,22 
 

1.104,16 
 

 4.828,39  

6 
Kecamatan 
Kertosono 

2.492,97 
   

 2.479,44  

7 
Kecamatan 
Lengkong 

3.009,78 
 

2.148,18 2.041,40 
 7.199,36 

8 Kecamatan Loceret 1.773,47 5.070,37 
  

 6.865,27  

9 Kecamatan Nganjuk 2.445,23 
   

 2.348,67  

10 Kecamatan Ngetos 
 

8.012,31 
  

 7.840,74  

11 Kecamatan Ngluyu 
  

947,94 7.633,03  8.977,29  

12 
Kecamatan 
Ngronggot 

5.317,31 
   

 5.294,03  

13 Kecamatan Pace 1.651,85 3.549,11 
  

 5.104,62  

14 
Kecamatan 
Patianrowo 

3.513,80 
   

 3.513,80 

15 Kecamatan Prambon 4.410,32 
   

 4.494,18  

16 Kecamatan Rejoso 7.023,31 
 

7.485,34 1.795,33  15.682,30  

17 Kecamatan Sawahan 
 

11.029,57 
  

 11.138,19  

18 
Kecamatan 

Sukomoro 
3.739,95 

   

 3.752,74  

19 
Kecamatan 
Tanjunganom 

7.740,81 
   

 7.553,79  

20 
Kecamatan 
Wilangan 

1.210,19 3.385,47 628,46 
 

 5.143,54  

Jumlah 62.227,48 38.391,56 16.474,18 11.728,78 128.822,00 

Sumber : Materi Teknis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 
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Dari tabel diatas jenis tanah di Kabupaten Nganjuk didominasi 

oleh jenis tanah endoquerts endoaquaepts atau jenis tanah 

campuran rigosol dan litosol  yaitu sebesar 48 % atau seluas 

62.227,48 Ha. Jenis tanah endoquerts endoaquaepts termasuk 

kategori jenis tanah subur karena mengandung vuklanik dan 

cocok untuk pertanian. 

4. Iklim  

Secara umum dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi 

Jawa Timur curah hujan di Kabupaten Nganjuk tidak terlalu jauh 

berbeda. Di Kabupaten Nganjuk pada bulan Mei sampai dengan 

November terjadi musim kemarau dan pada bulan Desember 

sampai bulan April terjadi musim penghujan. Pada bulan-bulan 

tertentu pada musim kemarau yaitu bulan Juli - September 

berhembus angin kencang dari Gunung Wilis menuju Kota 

Nganjuk, karena itu pula Kota Nganjuk dikenal dengan sebutan 

kota angin. 
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Tabel 2.7 Kondisi Iklim Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 
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Sumber : BMKG Stasiun Sawahan, 2025 

5. Hidrologi 

Secara hidrologis, Kabupaten Nganjuk terdiri atas 41 sungai. 

Sungai-sungai tersebut menyebabkan kondisi dan struktur tanah 

Kabupaten Nganjuk cukup produktif. 

Tabel 2.8 Kondisi Sungai Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 

Nama Sungai 
Name of River 

Panjang 
Length (Km) 

Luas Daerah 
Debit Air (Meter 

Kubik) 
Pengaliran 

Watering Area 

(Km 2) Terendah Tertinggi 

(2) (3) (4) (5) 

Widas 91,000 430.150 550 260.871 

Sopang 4,700 6.562 - - 

Butuh 4,200 2.000 - 25 

Manyung 8,300 19.240 25 38.489 

Ngumpul 12,000 15.750 30 15.848 

Mencaro 6,750 16.200 15 1.409 

Kedungmaron 7,500 15.000 17 1.573 
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Nama Sungai 
Name of River 

Panjang 
Length (Km) 

Luas Daerah 
Debit Air (Meter 

Kubik) 
Pengaliran 

Watering Area 

(Km 2) Terendah Tertinggi 

Rejoso 23,500 27.000 15 2.840 

Wedekan 6,100 7.000 19 1.663 

Wengkal 12,000 24.000 14 1.617 

Kedungpadang 11,000 122.845 10 1.992 

Senggowar 22,000 76.600 53 4.466 

Babadan 7,000 1.400 12,5 1.175 

Tretes 15,000 30.000 30 2.362 

Kedungsengon 7,200 14.400 32 2.381 

Jarakan 4,250 8.500 14 2.192 

Jaan 5,100 10.200 15,5 1.581 

Nglempoh 5,120 4.500 8,9 710 

Jurangdandang 2,750 19.700 6,75 660 

Logawe 3,000 2.450 100 1.215 

Sumberkepuh 5,600 34.300 100 1.215 

Sumbersono 5,000 3.250 1,53 1.500 

Perning 3,500 36.770 4,24 420 

Kedungsoko 6,500 80.850 20.951 151.452 

Kedungpedet/Primer 5,250 70.710 513 5.043 

Puh Salak 12,600 14.624 47 5.226 

Kedung Galih 18,200 24.375 56 4.585 

Logo 11,500 4.500 - - 

Konang 31,700 28.050 48 5.783 

Tunggak 15,200 18.562 7 3.770 

Gandu 4,900 7.875 1.633 4.585 

Kuncir Kanan 27,246 18.085 33,74 10.281 

Kuncir Kiri 9,550 26.050 56,45 18.347 

Bodor 16,000 21.800 14.862 23.605 

Watulanang 7,000 14.600 9,17 6.844 

Sumber Kemiri 5,000 3.750 7 500 

Sumber Doko 3,000 1.500 - - 

Sumberklampok 3,000 1.250 7 300 

Beng 20,000 14.000 1,52 1.400 

Sematok   39,81 8.078 

Margomulyo   23,5 4.877 

KedungGupit   100 2.401 

Sumber: Dinas PUPR, 2024 

 Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sungai 

yang berada di Kabupaten Nganjuk terdiri atas 43 sungai dengan 

panjang antara 2,75 Km (Sungai Jurangdandang) sampai 91 Km 

(Sungai Widas). Sedangkan, Kabupaten Nganjuk memiliki debit air 

tertinggi 260,87 meter3. Sungai yang memiliki daerah pengairan 

terluas yaitu Sungai Widas dengan luas 430.150 Km2, sedangkan 
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sungai yang memiliki daerah pengairan tersempit yaitu Sungai 

Kedung Gupit dengan luas 1 Km2. 

B.  Potensi Pengembangan Wilayah 

Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan dalam 

mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan pelayanan 

bagi masyarakat, meliputi: 

1. menetapkan sistem pusat pelayanan kegiatan skala wilayah 

kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan yaitu: 

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan pusat pelayanan 

skala kecamatan atau sekelompok desa/kelurahan yang 

berfungsi melayani kebutuhan masyarakat di sekitarnya. 

Sebuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 pasal 15 dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2021-2041 pasal 8, ditetapkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal 

berada di Perkotaan Tanjunganom, Perkotaan Nganjuk, 

Perkotaan Kertosono, dan Perkotaan Rejoso. 

b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat 

pelayanan dengan skala yang lebih kecil dibanding PKL, 

yang melayani kebutuhan penduduk pada lingkup beberapa 

desa atau kelurahan dalam satu kawasan. Mengacu pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2021-2041 pasal 8 berada di Perkotaan Pace, Perkotaan 

Berbek, dan Perkotaan Lengkong. 

c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat 

pelayanan skala paling kecil dalam hierarki pusat kegiatan. 

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 

2 Tahun 2021 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
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Nganjuk Tahun 2021-2041 pasal 8 berada di Perkotaan 

Sawahan di Kecamatan Sawahan, Perkotaan Ngetos, 

Perkotaan Prambon, Perkotaan Ngronggot, Perkotaan 

Loceret, Perkotaan Baron, Perkotaan Sukomoro,Perkotaan 

Bagor, Perkotaan Wilangan, Perkotaan Patianrowo, 

Perkotaan Gondang, Perkotaan Jatikalen, dan Perkotaan 

Ngluyu.   

Gambar 2.3 Peta Rencana Struktur Ruang 

Sumber: Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2021 

 

1. Sistem Jaringan Jalan 

 Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 huruf a, terdiri atas: 
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a. jalan umum; 

b. jalan tol; 

c. terminal penumpang; dan 

d. jembatan timbang 

Jalan umum terdiri atas: 

a. jalan arteri primer terdiri atas: 

1) ruas jalan batas Kabupaten Madiun-Batas Kota Nganjuk; 

2) jalan Gatot Subroto; 

3) jalan Lingkar Nganjuk; 

4) ruas jalan batas Kota Nganjuk-Kertosono; dan 

5) ruas jalan Kertosono-Batas Kabupaten Jombang. 

b. jalan kolektor primer terdiri atas: 

1) ruas jalan Batas Kabupaten Nganjuk (Simpang 4 Candi) – 

Batas Kabupaten Kediri; 

2) ruas jalan Guyangan – Simpang Empat Candi;  

3) ruas jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng) – 

Nganjuk (Guyangan); 

4) ruas batas kabupaten Kediri – Magersari; 

5) ruas jalan Magersari – Pogoh; 

6) ruas jalan Pogoh - Selopuro; 

7) ruas jalan Selopuro – Kepel; 

8) ruas jalan Kepel - Bulak; 

9) ruas jalan Bulak– Sidorejo;  

10) ruas jalan Sidorejo – Proliman; 

11) ruas jalan Proliman - Bendolo – Bendolo (Batas 

Kab.Madiun). 

12) ruas jalan Jetis – Watudandang; 

13) ruas jalan Tanjungtani-Gondanglegi; 

14) ruas jalan Warujayeng – Jetis; dan 

15) ruas jalan Waung – Warujayeng. 

16) ruas jalan Gondang Kulon-Ngujung; 

17) ruas jalan Ngangkatan-Gondang Kulon; 
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18) ruas jalan Ngujung – Lengkong;  

19) ruas jalan Lengkong-Ngasem; 

20) ruas jalan Ngasem-Munung; 

21) ruas jalan Kemaduh-Lengkong; 

22) ruas jalan Banaran-Kemaduh; 

23) jalan Gatot Subroto (Kecamatan Kertosono); 

24) jalan A Yani (Kecamatan Kertosono); 

25) ruas jalan Rejoso – Ngangkatan;  

26) ruas jalan Tamanan - Rondokuning - Klangon (batas  

Kabupaten Madiun). 

27) ruas batas kabupaten Kediri – Magersari. 

28) ruas jalan Magersari – Pogoh; 

29) ruas jalan Pogoh - Selopuro; 

30) ruas jalan Selopuro – Kepel; 

31) ruas jalan Kepel - Bulak; 

32) ruas jalan Bulak– Sidorejo;  

33) ruas jalan Sidorejo – Proliman;dan 

34) ruas jalan Proliman - Bendolo – Bendolo (Batas 

Kab.Madiun). 

c. jalan lokal primer terdiri atas: 

1) ruas jalan Banjarsari – Kurungrejo; 

2) ruas jalan Banjarsari –Kelutan; 

3) ruas jalan Baron – Kwajon; 

4) ruas jalan Berbek – Kuncir; 

5) ruas jalan Berbek – Nglajer; 

6) ruas jalan Cerme – Berbek; 

7) ruas jalan Gajahbelur – Jetis; 

8) ruas jalan Gareman-Babadan; 

9) ruas jalan Gebangkerep-Kaloran; 

10) ruas jalan Gondangkulon-Ngluyu; 

11) ruas jalan Jekek – Kemaduh; 

12) ruas jalan Kandeg – Jekek; 
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13) ruas jalan Kandeg-Kandangan; 

14) ruas jalan Kudu-Tambak; 

15) ruas jalan Kuncir – Sidorejo; 

16) ruas jalan Loceret-Berbek; 

17) ruas jalan Mungkung – Berbek; 

18) ruas jalan Ngluyu – Bajang; 

19) ruas jalan Ngrami – Gondangkulon; 

20) ruas jalan Ngrombot – Tirobinangun; 

21) ruas jalan Patihan-Gajah Belur; 

22) ruas jalan Semanding – Berbek; 

23) ruas jalan Sidorejo-Ngliman; 

24) ruas jalan Siwalan – Sawahan; 

25) ruas jalan Tirtobinangun – Begendeng; 

26) ruas jalan Trayang –Kelutan; 

27) ruas jalan Warujayeng – Jetis; 

28) ruas jalan Warujayeng – Trayang;  

29) ruas jalan Watudandang-Kelutan;  

30) ruas jalan Wilangan - Bomo (Proliman); 

31) ruas jalan Baron – Gareman; 

32) ruas jalan Gajahbelor – Watudandang; 

33) Jalan Supriadi; 

34) ruas jalan Kandeg-Demangan; 

35) ruas jalan Kandeg-Jekek; 

36) ruas jalan Kedunglo –Tanjungtani; 

37) ruas jalan Kelutan – Jabon; 

38) ruas jalan Kudu – Ngrombot; 

39) ruas jalan Kuncir – Pogoh; 

40) ruas jalan Loceret-Ngepeh; 

41) ruas jalan Mangunsari – Bajulan; 

42) ruas jalan Ngepung-Babadan; 

43) ruas jalan Ngrajeg – Ngujung; 

44) ruas jalan Sekaran-Patihan; 
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45) ruas jalan Tamanan – Sambikerep;  

46) ruas jalan Tanjungrejo-Sekaran;  

47) ruas jalan Dukuhan-Tambak;  

48) ruas jalan Bukur-Pakucen; dan 

49) ruas jalan Kedung Ingas-Kedung Mlaten. 

d. Jalan tol, terdiri atas: 

1) ruas jalan Tol Ngawi-Kertosono;  

2) ruas jalan Kertosono-Kediri; dan 

3) ruas jalan Kertosono- Babat. 

e. Terminal penumpang terdiri atas: 

1) Terminal penumpang tipe B Anjuk Ladang di Kecamatan 

Nganjuk. 

2) Terminal penumpang tipe C terdapat di Kecamatan 

Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sawahan, 

Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ketosono, 

Kecamatan Lengkong, Kecamatan Pace, Kecamatan 

Rejoso dan Kecamatan Nganjuk,  

f. Jembatan timbang, terdapat di Kecamatan Bagor. 

2. Sistem Jaringan Kereta Api 

Sistem jaringan kereta api terdiri atas: 

a. jaringan jalur kereta api; dan 

b. stasiun kereta api. 

Jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta 

api antar kota jalur ganda Surabaya-Jember-Banyuwangi dan 

Bangil-Malang-Blitar-Kertosono yang melintasi di Kecamatan 

Wilangan-Kecamatan Bagor-Kecamatan Nganjuk-

Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Tanjunganom -Kecamatan 

Baron-Kecamatan Kertosono. 

Stasiun kereta api berupa stasiun penumpang yang terdapat 

di Kecamatan Nganjuk, di perbatasan Kecamatan Baron dan 

Kecamatan Tanjunganom; Kecamatan Kertosono, Kecamatan 

Bagor, Kecamatan Sukomoro dan di Kecamatan Wilangan. 
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3. Sistem Jaringan Energi 

Sistem jaringan energi meliputi: 

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan 

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. 

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan 

yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-

kilang pengolahan yaitu yaitu jalur minyak dan gas bumi yang 

melalui Kecamatan Kertosono-Kecamatan Baron-Kecamatan 

Tanjunganom-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Nganjuk-

Kecamatan Bagor-Kecamatan Wilangan-Kecamatan Rejoso-

Kecamatan Gondang-Kecamatan Lengkong-Kecamatan Jatikalen  

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas: 

a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, 

terdiri atas: 

1) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat di 

Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Loceret. 

2) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal 

(PLTP) terdapat di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan 

Rejoso. 

b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana 

pendukung, terdiri atas: 

1) jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem terdiri atas: 

a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 

terdapat di Kecamatan Ngronggot Kecamatan 

Tanjunganom, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan 

Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Bagor dan 

Kecamatan Wilangan; dan 
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b) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terdapat di 

Kecamatan Prambon, Kecamatan Pace, Kecamatan 

Loceret, Kecamatan Berbek dan Kecamatan Sawahan. 

2) jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas: 

a) Saluran Udara Tengangan Menengah (SUTM) 

terdapat di seluruh kecamatan; dan 

b) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di 

seluruh kecamatan. 

3) gardu induk terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan 

Kertosono dan Kecamatan Nganjuk. 

4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

a. Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber 

daya air meliputi: 

1) sistem jaringan irigasi; 

2) sistem pengendalian banjir; dan 

3) bangunan sumber daya air. 

b. Sistem jaringan terdiri atas: 

1) jaringan irigasi primer terdiri atas: 

a) saluran primer Widas Utara di Daerah Irigasi (D.I) 

Waduk Bening; 

b) saluran primer Warujayeng-Kertosono (W-K) di 

Daerah Irigasi (D.I) Mrican Kiri; 

c) saluran primer Ngudikan Kiri dan Ngudikan Kanan di 

Daerah Irigasi (D.I) Waduk Bening; dan 

d) saluran primer Bulakmojo di Daerah Irigasi (D.I) 

Bulakmojo. 

2) jaringan irigasi sekunder dan tersier tersebar di seluruh 

kecamatan.  

c. sistem pengendali banjir berupa bangunan pengendali banjir 

di Bendungan Semantok Kecamatan Rejoso, Bendungan 

Margopatut Kecamatan Sawahan, Dam Kuncir Kecamatan 

Ngetos dan Dam Malangsari Kecamatan Tanjunganom. 
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d. Bangunan sumber daya terdiri atas: 

1) bendungan, terdiri atas: 

a) bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso; dan 

b) bendungan Margopatut di Kecamatan Sawahan. 

2) embung terdiri atas: 

a) embung Kulak Secang, embung Gondang (Pojok Dua) 

dan embung Joho, di Kecamatan Pace; 

b) embung Oro-oro Ombo, embung Suru dan embung 

Sekarlangit di Kecamatan Ngetos; 

c) embung Bajulan di Kecamatan Loceret; 

d) embung Estu Mulyo, embung Suwaru dan embung 

Klonggean di Kecamatan Sawahan. 

e) embung Tempuran dan embung Bajang di Kecamatan 

Ngluyu;  

f) embung Bangle di Kecamatan Lengkong; dan 

g) embung Sumber Urip di Kecamatan Berbek. 

3) waduk, terdiri atas: 

a) waduk Mbah Irun atau Puhsalak, waduk Sumber 

Suko di Kecamatan Bagor; 

b) waduk Sumberkepuh, waduk Sumbersono dan 

waduk Logawe di Kecamatan Lengkong; 

c) waduk Kedung Sengon dan waduk Sumberagung di 

Kecamatan Gondang; 

d) waduk Perning di Kecamatan Jatikalen; dan 

e) waduk Manggarejo di Kecamatan Wilangan 

5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

a. Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi: 

1) sistem penyediaan air minum (SPAM);  

2) sistem pengelolaan air limbah (SPAL); 

3) sistem jaringan persampahan; dan 

4) sistem jaringan evakuasi bencana. 

44



 
 

b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi Sistem 

Penyediaan Air Minum regional lintas kabupaten/kota dan 

Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten. 

1) Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas 

kabupaten/kota terdiri atas: 

a) Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Besar 

merupakan SPAM Regional Lintas Tengah 

memanfaatkan Sungai Brantas meliputi 

Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan 

Kabupaten Jombang;  

b) Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Kecil 

terdiri atas: 

(1) Kabupaten Madiun - Kabupaten Nganjuk; dan 

(2) Kabupaten Kediri - Kabupaten Nganjuk - 

Kabupaten Jombang. 

2) Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten terdiri 

atas: 

a) jaringan perpipaan meliputi: 

(1) unit air baku terdapat di Kecamatan Wilangan, 

Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan 

Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, 

Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan 

Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, 

Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan 

Kecamatan Nganjuk; 

(2) unit produksi terdapat di Kecamatan Wilangan, 

Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan 

Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, 

Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan 

Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, 

Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan 

Kecamatan Nganjuk; 
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(3) unit distribusi terdapat di Kecamatan Wilangan, 

Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan 

Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, 

Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan 

Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, 

Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan 

Kecamatan Nganjuk; dan  

(4) unit pelayanan terdapat di Kecamatan Wilangan, 

Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan 

Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, 

Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan 

Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, 

Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan 

Kecamatan Nganjuk. 

(5) bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa 

terdapat di Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, 

Kecamatan Berbek, Kecamatan Tanjunganom, 

Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Baron, Kecamatan 

Kertosono, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, 

Kecamatan Jatikalen dan Kecamatan Lengkong. 

c. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa sistem 

pengelolaan air limbah domestik yaitu Instalasi Pengelolaan 

Air Limbah (IPAL) terdapat di Kecamatan Pace. 

d. Sistem jaringan persampahan terdiri atas: 

1) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di 

Kecamatan Prambon. 

2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdapat di Kecamatan 

Nganjuk, Kecamatan Pace, Kecamatan Berbek dan 

Kecamatan Kertosono 

e. Sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi: 
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1) jalur evakuasi bencana banjir dari titik lokasi banjir 

melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi 

bencana; 

2) jalur evakuasi bencana bahaya cuaca ekstrem terdiri 

atas: 

a) jalur evakuasi bencana puting beliung dari titik lokasi 

puting beliung melalui jalan utama menuju ke tempat 

evakuasi bencana; 

b) jalur evakuasi bencana angin dari titik lokasi angin 

melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi 

bencana;  

3) jalur evakuasi bencana longsor dari titik lokasi longsor 

melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi 

bencana; 

4) jalur evakuasi bahaya bencana letusan gunung berapi 

dari titik lokasi melalui jalan utama menuju ke tempat 

evakuasi bencana  

5) tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, b dan c terdapat di Kecamatan Bagor, 

Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan 

Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, 

Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Pace dan Kecamatan 

Prambon; dan 

6) tempat evakuasi bencana sebagaimana tertulis pada 

point 4) terdapat di fasilitas umum kecuali sarana 

pendidikan 
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Gambar 2.4 Peta Rencana Pola Ruang 
Sumber: Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2021 

6. Sistem Pusat Permukiman 

a.  Rencana sistem pusat permukiman di daerah meliputi : 

1) PKL 

2) PPK 

3) PPL 

b. PKL sebagaimana dimaksud meliputi Perkotaan Nganjuk; 

Perkotaan Tanjunganom;  Perkotaan Kertosono; dan 

Perkotaan Rejoso. 

c. PPK sebagaimana dimaksud meliputi Perkotaan Pace di 

Kecamatan Pace; Perkotaan Berbek di Kecamatan Berbek; 

dan  Perkotaan Lengkong di Kecamatan Lengkong. 

d. PPL sebagaimana dimaksud meliputi  Perkotaan Sawahan di 

Kecamatan Sawahan; Perkotaan Ngetos di Kecamatan 

Ngetos; Perkotaan Prambon di Kecamatan Prambon; 

Perkotaan Ngronggot di Kecamatan Ngronggot;  Perkotaan 
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Loceret di Kecamatan Loceret;  Perkotaan Baron di 

Kecamatan Baron;  Perkotaan Sukomoro di Kecamatan 

Sukomoro;  Perkotaan Bagor di Kecamatan Bagor; Perkotaan 

Wilangan di Kecamatan Wilangan;  Perkotaan Patianrowo di 

Kecamatan Patianrowo;  Perkotaan Gondang di Kecamatan 

Gondang;  Perkotaan Jatikalen di Kecamatan Jatikalen; dan 

Perkotaan Ngluyu di Kecamatan Nguluyu. 

7. Kawasan Budidaya 

a. Kawasan hutan produksi meliputi: 

1) kawasan hutan produksi tetap; dan 

2) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. 

b. kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Bagor, 

Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan 

Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, 

Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Pace, 

Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan 

Wilangan dengan luasan kurang lebih 42.324 Ha.  

c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di 

Kecamatan Rejoso dengan luasan kurang lebih 428 Ha. 

Kawasan perkebunan rakyat terdapat di Kecamatan Berbek, 

Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, 

Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Sawahan 

dengan luasan kurang lebih 5.000 Ha (lima ribu hektar). 

a. Kawasan pertanian terdiri atas: 

1) kawasan tanaman pangan; dan 

2) kawasan peternakan.  

b. Kawasan tanaman pangan terdapat di seluruh kecamatan 

dengan luasan kurang lebih 37.781 Ha dengan kawasan 

yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (KP2B) terdapat di Kecamatan Bagor, 

Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, 
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Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan 

Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, 

Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Pace, 

Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Prambon, Kecamatan 

Rejoso, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Sukomoro, 

Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngluyu dan 

Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 27.542 

Ha. 

c. Kawasan peternakan terdapat di Kecamatan Berbek, 

Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, 

Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Patianrowo dengan 

luasan kurang lebih 151 Ha. 

Kawasan pertambangan dan energi, berupa kawasan 

pertambangan mineral terdiri atas: 

a. kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di 

Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos 

dan Kecamatan Sawahan dengan luasan kurang lebih 50 

Ha; dan 

b. kawasan peruntukan pertambangan batuan terdapat di 

Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Jatikalen, 

Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace 

dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 104 

Ha. 

Kawasan peruntukan industri terdapat di Kecamatan Bagor, 

Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, 

Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan 

Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan 

Ngronggot, Kecamatan Pace, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan 

Prambon, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan 

Tanjunganom dan Kecamatan Wilangan.dengan luasan kurang 

lebih 1.918 Ha. 
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a. Kawasan pariwisata terdiri atas: 

1) lokasi pariwisata alam; 

2) lokasi pariwisata budaya; 

3) lokasi pariwisata buatan. 

b. Lokasi pariwisata alam, terdiri atas: 

1) Air terjun Sedudo, wisata Watu Lawang, agrowisata 

lingkar Gunung Wilis, air terjun Watu Lumbung, air 

terjun Banyu Anjlok, air terjun Selo Leter, wisata 

agroforestry, wisata alam Watu Belah, air terjun 

Singokromo, air terjun Gedangan, kebun mawar 

(Agrowisata Ganter), embung estumulyo, Bukit 

Persinggahan Jend. Sudirman (BPJS), wisata hutan 

Bambu, bukit batu Songgong, Petungulung Tubing 

Adventure dan Gua Ndalem Kebonagung di Kecamatan 

Sawahan; 

2) Air Merambat Roro Kuning, air terjun Pring Jowo, 

pendakian Sekartaji, air terjun Coban Unut, pemandian 

Sri Tanjung Wisata Tirta, wisata Jolotundo, Gua Alap-alap 

dan Bukit Gua Dali Sumber Klampok di Kecamatan 

Loceret; 

3) Air Terjun Ngebleng di Kecamatan Jatikalen;  

4) Grojogan Dhuwur Sumbermiri di Kecamatan Lengkong. 

5) Wisata bukit Salju, sumber mata air Banyu Towo, air 

terjun Coban Tretes dan air terjun Sumber Manik di 

Kecamatan Ngetos; 

6) Gua Margo Tresno dan wisata watu Gandul di Kecamatan 

Ngluyu;  

7) Gua dan Grojogan Putri ayu di Kecamatan Rejoso; dan 

8) Lokasi pariwisata wisata alam lainnya yang terdapat di 

seluruh kecamatan. 

c. Lokasi pariwisata budaya terdiri atas: 
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1) Makam Kanjeng Djimat dan Masjid Al-Arfiyyah di 

Kecamatan Berbek; 

2) Petilasan Gajah Mada di Kecamatan Kertosono; 

3) Candi Lor, monumen DR. Soetomo, pura Kerta Bhuwana 

Giri Wilis, monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman 

dan Gua Romusha di Kecamatan Loceret; 

4) Gedung Juang 45, klenteng Hok Yoe Kiong dan museum 

Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk; 

5) Makam Kyai Poleng, pertapaan Argojali, makam Sunan 

Ngatas Angin, kampung Mangga, candi Ngetos dan 

Makam Para Aulia Ngetos di Kecamatan Ngetos; 

6) Makam Sono Gedong dan makam Rajeg Wesi di 

Kecamatan Ngluyu; 

7) Makam Nyi Ageng Sepet dan makam Sentono Kacek di 

Kecamatan Pace; 

8) Petilasan Kadipaten Posono, makam Tumenggung Kopek 

dan Masjid Pakuncen Kecamatan Patianrowo; 

9) Situs Condrogeni, makam Ki Ageng Ngaliman, makam 

Gedhong Wetan, petilasan Watu Banteng, makam Eyang 

Kabul Misuwur, pertapaan Sadepok dan Makam Menteri 

Supeno di Kecamatan Sawahan; 

10) Makam Keniten dan Padepokan Langen Tayub di 

Kecamatan Tanjunganom; dan 

11) Makam Syech Sulukhi di Kecamatan Wilangan. 

d. Lokasi pariwisata buatan terdapat di seluruh kecamatan. 

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 huruf g terdiri atas: 

a. kawasan permukiman perkotaan; dan  

b. kawasan permukiman pedesaan. 

(1) Kawasan permukiman perkotaan terdapat di seluruh 

kecamatan dengan luasan kurang lebih 12.010 Ha. 
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(2) Kawasan permukiman pedesaan terdapat di seluruh 

kecamatan direncanakan dengan luasan kurang lebih 17.888 

Ha. 

8. Kawasan Strategis 

a. Kawasan Strategis yaitu kawasan strategis dari sudut 

kepentingan ekonomi terdiri atas: 

b. Kawasan Agropolitan Selingkar Wilis meliputi Kecamatan 

Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan 

Kecamatan Berbek;  

c. Kawasan agropolitan meliputi Kecamatan Sukomoro, 

Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan 

Gondang; 

d. Kawasan industri meliputi Kecamatan Jatikalen, Kecamatan 

Lengkong, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Nganjuk dan 

Kecamatan Sukomoro; 

e. Kawasan pariwisata Bendungan Semantok di Kecamatan 

Rejoso; 

f. Kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Tanjunganom, 

Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan 

Sawahan; dan  

g. Kawasan ekonomi cepat tumbuh di Kecamatan Pace. 

9. Pemanfaatan Ruang 

Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk mengacu 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 tahun 2021 

tentang RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041. Kondisi 

pemanfaatan ruang tersebut mengalami perubahan seiring 

perkembangan waktu sejalan dengan kegiatan/aktivitas 

masyarakat. Secara detail, perubahan pemanfaatan ruang 

Kabupaten Nganjuk dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat 

dilihat pada tabel 2.2. Adapun pemanfaatan ruang Kabupaten 
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Nganjuk tahun 2020-2024 disajikan pada tabel dan diagram 

berikut : 

Tabel 2.9 Pemanfaatan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-
2024 

Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 

Luas lahan  153.058,8 153.058,8 153.058,8 153.058,8 395.884 

m2 

Luas lahan 

sesuai 

Rencana Tata 

Ruang 

124.523,018 

m2 

(81,36 %) 

124.658,263 

m2 

(81,44 %) 

125.408,794 

m2 

(81,94 %) 

125.666.698 

m2 

(82,10 %) 

395.884 

m2 

(100 %) 

Sumber : Dinas PUPR tahun,2025 

10. Tata Guna Lahan 

Penggunaan lahan merupakan informasi yang 

menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan di Kabupaten 

Nganjuk. Luas wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2021-2041 adalah 1.288,22 Km2 / 128.822 Ha 

yang terbagi menjadi 20 kecamatan, 264 desa, dan 20 kelurahan.  

Dalam perkembangannya pemanfaatan lahan tersebut 

mengalami perubahan, salah satunya pada jenis tanah sawah. 

Alih fungsi lahan sawah tidak hanya pada daerah suburban, akan 

tetapi telah masuk ke daerah pedesaan. Jika ditinjau dari aspek 

pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah 

namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk 

mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat 

Kabupaten Nganjuk, namun demikian alih fungsi lahan tersebut 

harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi 

pertanian dan ketersediaan bahan pangan. 

Perubahan tata guna lahan berdasarkan data Konfirmasi 

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah diterbitkan. 
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Sehingga pada tahun 2024 diperoleh data penggunaan lahan 

Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut 

Tabel 2.10 Tata Guna Lahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-
2024 

Penggunaan 
Lahan 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) 

Hutan 28,831.79 28,831.79 28,403.79 28,403.79 28,403.79 28,393.87 

Industri Dan 
Pergudangan 

337.25 383.48 383.78 409.75 421.02 457.872571 

Ladang/ 

Tegalan 
27,539.05 27,411.90 27,400.20 27,400.20 27,400.20 27,400.20 

Permukiman 19,374.52 19,392.36 19,394.59 19,415.34 19,419.19 19,429.84 

Pertambangan 120.08 241.39 252.46 252.46 252.46 252.46 

Peternakan  96.53 97.66 97.66 112.03 112.03 112.03 

Sawah 51,452.77 51,393.40 51,391.51 51,330.43 51,315.30 51,277.72 

Sungai 941.21 941.21 941.21 941.21 941.21 941.21 

Waduk 128.8 128.8 556.8 556.8 556.8 556.8 

TOTAL  128,822.00 128,822.00 128,822.00 128,822.00 128,822.00 128,822.00 

Sumber: Materi Teknis Perda Kabupaten Nganjuk No. 2 Tahun 2021 dan 
Dinas PUPR 

Dari data yang disajikan terkait pemanfaatan lahan dalam 

beberapa waktu terakhir, dapat diketahui tren peralihan fungsi 

lahan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, hal tersebut dapat 

dijadikan sebagai dasar dalam menentukan luas dan persentase 

alih fungsi lahan yang telah terjadi dan akan terjadi di masa 

mendatang. Pemanfaatan lahan sebagian besar merupakan 

perubahan dari lahan existing berupa sawah. Untuk 

mengantisipasi terus berkurangnya lahan sawah yang akan 

berpotensi mengganggu ketahanan pangan, maka Pemerintah 

Kabupaten Nganjuk telah mengantisipasi dengan menyusun 

peraturan daerah tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan.  

Pemanfaatan lahan di Kabupaten Nganjuk, kawasan 

perkotaan berpusat di sekitar Alun-Alun dan Pendopo Kabupaten 

Nganjuk, kemudian berkembang ke semua arah. Penggunaan 

lahan berupa tegalan masih cukup luas berlokasi di sebelah 
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selatan dan barat Kabupaten Nganjuk. Penggunaan lahan berupa 

sawah yang tidak begitu luas, terdapat di sekitar Kaliulo di sebelah 

utara kabupaten. 

Untuk kawasan terbangun didominasi oleh kawasan 

permukiman, perkantoran dan perdagangan; sedangkan untuk 

kawasan tidak terbangun didominasi oleh kebun 

campuran/tegalan, ladang, sawah di pinggiran kota. Secara lebih 

rinci penyebaran penggunaan lahan adalah sebagai berikut: 

1. Perumahan 

Kawasan perumahan umumnya menyebar mengikuti pola 

jaringan jalan utama kota. Pada kawasan pusat kota, kawasan 

perumahan ini bersifat masif (memenuhi seluruh ruang) 

bersamaan dengan penggunaan lahan intensif lainnya 

(perkantoran, perdagangan, jasa, dan fasilitas kota). Pada 

kawasan bukan pusat kota, penyebaran kawasan permukiman 

ini terlihat jelas mengikuti jaringan jalan, sehingga membentuk 

kantong-kantong kawasan tidak terbangun berupa kebun 

campuran, tegalan, dan ladang. 

2. Kawasan Perkantoran 

Kawasan perkantoran pemerintah seperti instansi pemerintah 

sektoral (Kanwil dan Kandep) serta Perangkat Daerah, 

umumnya beraglomerasi di kawasan pusat kota. 

3. Kawasan Perdagangan dan Jasa 

Kawasan perdagangan dan jasa terutama berlokasi di pusat 

kota. Penyebaran kawasan perdagangan ini tampak 

membentuk pola berbentuk pita (ribbon). 

4. Fasilitas Umum 

Untuk fasilitas kota, baik fasilitas pendidikan, kesehatan, dan 

perdagangan, lokasinya menyebar di seluruh wilayah kota, 

sesuai dengan lingkup pelayanannya. 

56



 
 

Berdasarkan analisis pemanfaatan lahan di atas, nampak 

bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Nganjuk adalah sawah 

yaitu sebesar 39,81% dari luas wilayah keseluruhan, kemudian 

hutan sebesar 22,03% dan ladang/tegalan sebesar 21,27%. 

Pemanfaatan lahan sebagai sawah mendominasi 11 kecamatan 

dari 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Wilayah kecamatan 

yang didominasi pemanfaatan lahannya oleh hutan ada 8 wilayah 

kecamatan, sedangkan kecamatan yang didominasi penggunaan 

lahan kering adalah Kecamatan Ngronggot. Maka dengan analisis 

pemanfaatan lahan di Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan 

di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pemanfaatan lahan 

Kabupaten Nganjuk memiliki core competence (unggulan) daerah 

sebagai daerah Pertanian.  

C.  Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung 

kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar 

keduanya. Daya dukung dan daya tampung dalam bertujuan agar 

pemanfaatan ruang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. 

Berikut ini merupakan penjelasan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup di Kabupaten Nganjuk. 

1. Analisis Daya Dukung Pangan 

Penentuan status daya dukung pangan dilakukan dengan 

membandingkan ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan 

penduduk. 

Tabel 2.12 merupakan data penggunaan lahan di Kabupaten 

Nganjuk tahun 2019- 2023. Data penggunaan lahan diperoleh 

melibatkan beberapa cara, baik secara manual maupun 

menggunakan teknologi berupa Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Tahapan yang dilakukan yakni pengumpulan data melalui peta 

dasar berupa peta topografi, citra satelit, atau peta yang diperoleh 

dari survei lapangan dan data pendukung berupa peta zonasi, 
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data kepemilikan lahan, data tata ruang, dan informasi terkait 

lainnya. Selanjutnya dilakukan klasifikasi penggunaan lahan 

dengan mendefinisikan kategori dan pengelompokan data dalam 

beberapa kategori yaitu lahan pertanian sawah (irigasi, tadah 

hujan, rawa pasang surut, dan rawa lebak), lahan pertanian 

bukan sawah (tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan 

rakyat, padang penggembalaan/rumput, hutan negara, dan 

pemanfaatan lainnya), serta lahan bukan pertanian. Tahapan 

selanjutnya pengukuran luas lahan yang secara efektif dapat 

dilakukan secara digital menggunakan SIG, kemudian dapat 

dilakukan tabulasi dan analisis data, serta pembuatan peta yang 

menggambarkan kondisi penggunaan lahan berdasarkan kategori 

yang telah ditentukan sebelumnya 

2. Daya Dukung Pangan Eksisting 

Indikator ketersediaan dicerminkan oleh luas lahan pertanian 

dan produktivitasnya. Sebagaimana produktivitas yang dimaksud 

adalah produktivitas dalam bentuk pangan pokok khususnya 

beras.Perhitungan daya dukung wilayah untuk pertanian 

menggunakan formulasi sebagai berikut : 

𝑡 =  𝐿𝑝/𝑃𝑑 

𝐾𝐹𝑀/𝑃𝑟 

Dimana : 

t        = Daya Dukung Wilayah Pertanian 
Lp   = Luas Panen (Ha) 

Pd     = Jumlah Penduduk (jiwa) 
KFM  = Kebutuhan Fisik Minimum (kg/kapita/tahun) 
Pr   = Produksi lahan rata – rata per hektar (Kg/Ha) 

  

Kelestarian ekosistem tergantung pada ketersediaan 

sumberdaya yang cukup merata dan berkelanjutan. Sumber daya 

yag dimaksud adalah sumberdaya yang dapat diperbaharui dan 

sebagai indikatornya adalah ketersediaan bahan makanan utama 

58



 
 

yaitu beras. Dengan asumsi dari perhitungan daya dukung 

pertanian di atas, jika: 

a. t>1 

Terlampaui, wilayah tersebut mampu melaksanakan 

swasembada pangan, dalam arti jumlah penduduknya di 

bawah jumlah penduduk optimal. 

b. t<1 

Belum terlampaui, wilayah tersebut tidak mampu 

melaksanakan swasembada pangan atau dapat diartikan 

bahwa jumlah penduduknya telah melebihi jumlah 

penduduk optimal. 

c. t=1 

Wilayah tersebut memiliki daya dukung lingkungan optimal. 

Jadi nilai 1 (satu) merupakan batas ambang daya dukung 

lingkungan. 

Parameter yang digunakan : (1) luas panen; (2) jumlah 

penduduk; (3) kebutuhan fisik minimum (KFM); dan (4) 

produktivitas lahan/ ha. Kebutuhan fisik minimum yang 

diperlukan untuk menentukan besarnya daya dukung wilayah 

lahan pertanian sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan 

kondisi wilayah. KFM (Kebutuhan Fisik Minimum) didasarkan atas 

nilai sebesar 265 kg beras/org/tahun yang setara dengan 2600 

Kilo kalori/kapita/tahun. Untuk mengetahui informasi lebih jelas 

terkait daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Nganjuk dapat 

dilihat pada tabel dan peta di bawah ini.
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Tabel 2.11 Daya Dukung Lahan Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 

Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Luas 

Panen 
(Ha) 

Produksi 
Padi (ton) 

X (Luas 

Panen/ 
Jumlah 

Penduduk) 

Produktivitas 
Beras (ton) 

KFM 

K 

(KFM/Produktifitas 
Tanaman Pangan 

(Beras)) 

Daya Dukung Keterangan 

Sawahan 40072 2055 11500,97 0,051282691 6,172936 0,265 0,042929329 1,194584039 Terlampaui 

Ngetos 39665 2050 11843,21 0,051682844 6,3713518 0,265 0,041592429 1,242602189 Terlampaui 

Berbek 60668 3762 24178,82 0,062009626 7,0878533 0,265 0,037387907 1,658547673 Terlampaui 

Loceret 78396 4785 31893,06 0,061036277 7,3524077 0,265 0,036042615 1,693447531 Terlampaui 

Pace 68896 4868 32384,26 0,070657222 7,3303615 0,265 0,036151014 1,954501824 Terlampaui 

Tanjunganom 121513 9609 66028,14 0,079077959 7,5728697 0,265 0,034993339 2,259800293 Terlampaui 

Prambon 75461 6763 45762,86 0,089622454 7,4626387 0,265 0,035510228 2,523849032 Terlampaui 

Ngronggot 86810 3692 24696,41 0,042529662 7,3744539 0,265 0,035934864 1,183520888 Terlampaui 

Kertosono 57176 1557 9960,82 0,027231706 7,054784 0,265 0,037563163 0,72495774 Belum Terlampaui 

Patianrowo 46204 4758 29119,81 0,102978097 6,7461372 0,265 0,039281739 2,621525932 Terlampaui 

Baron 56460 5395 33240,55 0,095554375 6,7902296 0,265 0,039026663 2,448438279 Terlampaui 

Gondang 57651 4584 29077,63 0,079512931 6,9886454 0,265 0,03791865 2,096934646 Terlampaui 

Sukomoro 48580 3670 23188,09 0,075545492 6,9665992 0,265 0,038038646 1,986019487 Terlampaui 

Nganjuk 71067 1915 12347,65 0,026946403 7,1098995 0,265 0,037271976 0,722966849 Belum Terlampaui 

Bagor 63867 3325 21226,68 0,052061315 7,0327378 0,265 0,037680916 1,381636141 Terlampaui 

Wilangan 31592 1510 10097,31 0,047796911 7,3744539 0,265 0,035934864 1,330098543 Terlampaui 

Rejoso 74266 6228 39880,78 0,083860717 7,054784 0,265 0,037563163 2,232525448 Terlampaui 

Ngluyu 14518 1159 6631,83 0,079831933 6,3052132 0,265 0,042028714 1,899461722 Terlampaui 

Lengkong 34507 2194 12475,58 0,063581302 6,2721439 0,265 0,042250306 1,504871991 Terlampaui 

Jatikalen 21242 1627 8843,86 0,076593541 5,9965664 0,265 0,044191956 1,733200962 Terlampaui 
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Berdasarkan data pada tabel diatas mengenai daya dukung 

lahan pertanian pangan di Kabupaten Nganjuk tahun 2024, dapat 

diketahui bahwa sebagian besar kecamatan memiliki daya dukung 

yang mencukupi, sementara beberapa kecamatan lainnya 

mengalami kondisi yang melampaui batas daya dukung. Hal ini 

tercermin dalam diagram pada Gambar 3.31, yang menunjukkan 

bahwa 85% wilayah masih dalam kategori "Terlampaui", 

sedangkan 15% sisanya tergolong "Belum Terlampaui". 

Kecamatan- kecamatan yang memiliki daya dukung terlampaui 

menunjukkan rasio KFM yang lebih rendah, menandakan bahwa 

lahan pertanian di wilayah tersebut belum mampu mencukupi 

kebutuhan pangan penduduknya. Sebaliknya, kecamatan yang 

belum terlampaui memiliki keseimbangan antara luas panen, 

produksi padi, serta kebutuhan pangan penduduknya. Hal ini 

menjadi indikator penting dalam perencanaan ketahanan pangan 

daerah untuk memastikan ketersediaan pangan yang lebih merata 

di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. 

3. Daya Dukung Pangan Proyeksi Tahun 2029 

Proyeksi ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti 

kapasitas produksi pangan lokal, termasuk luas dan produktivitas 

lahan pertanian, serta teknologi yang digunakan. Selain itu, peran 

impor dan ekspor pangan diperhitungkan untuk memahami 

dinamika perdagangan dan ketersediaan pasar yang berpengaruh 

pada suplai pangan daerah Ketersediaan sumber daya alam yang 

diperlukan untuk produksi pangan, seperti air, tanah, dan iklim, 

juga dievaluasi secara mendalam untuk menilai sejauh mana 

lingkungan alam dapat mendukung produksi pangan secara 

berkelanjutan. Proyeksi jumlah penduduk selama periode RPJMD 

tahun 2025 - 2029 dihitung untuk menentukan kebutuhan 

pangan yang harus dipenuhi. Analisis ini mencakup evaluasi 

kapasitas produksi pangan lokal, termasuk luas dan produktivitas 
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lahan pertanian, serta teknologi yang digunakan. Berikut adalah 

proyeksi dan peta sebaran daya dukung pangan di Kabupaten 

Nganjuk pada periode 5 tahun yang akan datang yaitu Tahun 

2025 - 2029 : 

Tabel 2.12 Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Nganjuk 
Tahun 2025 - 2029 

No Kecamatan 
Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun 
2029 

Status 
tahun 
2029 

1 Sawahan 1,365 1,359 1,354 1,348 1,342 Terlampaui 

2 Ngetos 1,049 1,049 1,049 1,049 1,049 Terlampaui 

3 Berbek 1,438 1,435 1,432 1,429 1,426 Terlampaui 

4 Loceret 1,167 1,163 1,160 1,156 1,153 Terlampaui 

5 Pace 1,456 1,449 1,442 1,434 1,427 Terlampaui 

6 Tanjunganom 1,239 1,224 1,209 1,194 1,179 Terlampaui 

7 Prambon 1,311 1,301 1,291 1,282 1,272 Terlampaui 

8 Ngronggot 0,509 0,482 0,456 0,431 0,408 
Belum 

Terlampaui 

9 Kertosono 0,598 0,602 0,606 0,610 0,613 
Belum 

Terlampaui 

10 Patianrowo 2,048 2,041 2,034 2,027 2,020 Terlampaui 

11 Baron 1,713 1,704 1,695 1,686 1,677 Terlampaui 

12 Gondang 1,993 1,982 1,971 1,960 1,950 Terlampaui 

13 Sukomoro 1,455 1,429 1,404 1,380 1,356 Terlampaui 

14 Nganjuk 0,434 0,429 0,424 0,420 0,415 
Belum 

Terlampaui 

15 Bagor 1,113 1,105 1,096 1,088 1,080 Terlampaui 

16 Wilangan 0,459 0,444 0,428 0,413 0,399 
Belum 

Terlampaui 

17 Rejoso 1,637 1,624 1,610 1,596 1,583 Terlampaui 

18 Ngluyu 1,983 1,970 1,956 1,943 1,929 Terlampaui 

19 Lengkong 1,549 1,545 1,541 1,537 1,533 Terlampaui 

20 Jatikalen 1,844 1,839 1,835 1,830 1,826 Terlampaui 

  

Berdasarkan Tabel Proyeksi Daya Dukung Pangan di 

Kabupaten Nganjuk, terlihat adanya variasi dalam kemampuan 

setiap kecamatan dalam mendukung kebutuhan pangan 

penduduknya hingga tahun 2029. Sebagian besar kecamatan 

menunjukkan rasio daya dukung pangan yang melebihi angka 1, 

yang berarti sumber daya pangan di wilayah tersebut telah 

terlampaui oleh kebutuhan penduduknya. Kecamatan Sawahan 

62



 
 

memiliki rasio 1,342, Ngetos 1,429, Berbek 1,423, Loceret 1,153, 

Pace 1,327, Tanjunganom 1,274, Prambon 1,272, Patianrowo 

2,016, Baron 1,677, Gondang 1,560, Sukomoro 1,356, Rejoso 

1,553, Ngluyu 1,531, Lengkong 1,523, dan Jatikalen 1,820. Hal ini 

menunjukkan bahwa di kecamatan-kecamatan tersebut, 

kebutuhan pangan sudah melampaui kapasitas daya dukung yang 

tersedia, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan 

ketahanan pangan jika tidak diimbangi dengan strategi 

peningkatan produksi atau efisiensi distribusi. Sementara itu, 

terdapat beberapa kecamatan yang memiliki rasio di bawah atau 

mendekati angka 1, yang menunjukkan bahwa daya dukung 

pangan mereka belum sepenuhnya terlampaui. Kecamatan 

Ngronggot memiliki rasio 0,408, Kertosono 0,613, Nganjuk 0,415, 

dan Wilangan 0,399. Wilayah-wilayah ini masih memiliki daya 

dukung yang relatif lebih baik dibandingkan kecamatan lain yang 

sudah terlampaui, namun tetap memerlukan perhatian agar tidak 

mengalami defisit di masa depan. Ketimpangan ini kemungkinan 

besar dipengaruhi oleh faktor seperti jumlah penduduk, luas lahan 

pertanian, serta efisiensi dalam distribusi dan konsumsi pangan. 

Dari data ini menunjukkan sebagian besar kecamatan di 

Kabupaten Nganjuk berada dalam kondisi daya dukung pangan 

yang sudah terlampaui, sehingga diperlukan strategi khusus dari 

pemerintah daerah dalam mengelola ketahanan pangan. 
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Gambar 2.5 Daya Dukung Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 

2024 

Gambar 2.6 Daya Dukung Pangan Tahun 2029 
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4. Analisis Daya Dukung Air 

Analisis daya dukung air dilakukan dengan menggunakan 

metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air. Metode ini 

menunjukkan cara perhitungan daya dukung air di suatu wilayah, 

dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan 

sumber daya air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. 

Dengan metode ini dapat diketahui secara umum apakah sumber 

daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. 

Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu 

wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan 

bahwa suatu wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan 

akan air. Untuk memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang 

terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan. 

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode 

koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta 

data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung 

dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Ketersediaan 

(Supply) air di suatu wilayah dapat dihitung menggunakan metode 

koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional berikut 

ini. 

Rumus : 

𝐶 = S(𝐶𝑖 𝑥 𝐴𝑖) 
𝐴𝑖 

𝑅 = S𝑅𝑖 
S𝑚 

𝑆𝐴 = 10 × 𝐶 × 𝑅 × 𝐴 

  

Keterangan : 
SA          = ketersediaan air (m3/ tahun) 
C            = koefisien limpasan tertimbang 

Ci           = koefisien limpasan penggunaan lahan 
Ai                  = luas penggunaan lahan (ha) 
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R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/ 
tahunan) 

Ri                   = curah hujan tahunan pada stasiun (mm) 
m      = jumlah stasiun pengamatan curah hujan 
A       = luas wilayah (ha) 

10     = faktor konversi dari mm. Ha menjadi m3 

Sedangkan untuk kebutuhan (Demand) air dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut 

Rumus DA air minum : 

𝐷𝐴 = 𝑁 × 𝐾𝐻𝐿𝐴 

Keterangan : 

Dair minum        = total kebutuhan air (m3/ tahun) 

N     = jumlah penduduk (orang) 
KHLA = kebutuhan air untuk hidup layak 

Rumus DA irigasi : 

𝐴 

𝐷𝐴 = 𝑇 × 𝐻 

Keterangan : 

DAir minum  = total kebutuhan air untuk irigasi (m3/ tahun) 
A          = luas area (Ha) 
H  = ketebalan air/ tinggi genangan (m3/ hari) 

T  = lama pemberian air (hari) 

Penentuan status daya dukung air diperoleh dari 

perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA). 

Nilai SA > DA, daya dukung air dinyatakan surplus 

Nilai SA < DA, daya dukung air dinyatakan defisit atau 

terlampaui air di wilayah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2029 

dapat dilihat dalam Tabel berikut. Berdasarkan perhitungan 

diatas, maka dapat diperkirakan daya dukung 
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Tabel 2.13 Daya Dukung Air Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 

No Kecamatan 
SA = ketersediaan 

air 
(m3/ tahun) 

DA = total kebutuhan air (m3/ tahun) 
Tahun 2024 

1 Sawahan 151.604.279,97 40.847.880,66 Belum terlampaui 

2 Ngetos 106.479.652,10 42.467.289,17 Belum terlampaui 

3 Berbek 80.896.629,65 55.887.616,93 Belum terlampaui 

4 Loceret 91.334.149,28 73.096.596,24 Belum terlampaui 

5 Pace 67.889.182,72 71.453.995,08 Terlampaui 

6 Tanjunganom 84.427.525,67 117.444.828,91 Terlampaui 

7 Prambon 57.645.864,72 69.130.838,46 Terlampaui 

8 Ngronggot 53.388.010,52 66.089.159,34 Terlampaui 

9 Kertosono 27.156.412,45 38.660.405,29 Terlampaui 

10 Patianrowo 35.790.645,70 48.756.432,90 Terlampaui 

11 Baron 41.556.931,44 65.795.221,09 Terlampaui 

12 Gondang 82.720.110,80 112.064.772,82 Terlampaui 

13 Sukomoro 50.848.100,16 70.721.919,79 Terlampaui 

14 Nganjuk 30.556.743,75 36.671.443,22 Terlampaui 

15 Bagor 71.891.640,38 60.644.342,93 Belum terlampaui 

16 Wilangan 62.056.326,92 27.727.409,54 Belum terlampaui 

17 Rejoso 109.847.515,93 115.376.799,00 Terlampaui 

18 Ngluyu 85.076.916,00 49.342.543,70 Belum terlampaui 

19 Lengkong 64.118.465,86 57.788.897,59 Belum terlampaui 

20 Jatikalen 47.228.753,67 26.352.340,71 Belum terlampaui 

  Jumlah 1.402.513.857,67 1.246.320.733,37 Terlampaui 

Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025 

Berdasarkan tabel diatas mengenai daya dukung air di 

Kabupaten Nganjuk tahun 2024, dapat diketahui bahwa total 

ketersediaan air di seluruh kecamatan mencapai 1.402.513.857,67 

m³ per tahun, sedangkan total kebutuhan air yang untuk tahun 

2024 adalah 1.246.320.733,37 m³ per tahun. Dari data tersebut, 

sebagian besar kecamatan memiliki ketersediaan air yang 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tahun 2024, seperti 

Berbek, Loceret, Pace, Tanjunganom, Prambon, Ngronggot, 

Kertosono, Patianrowo, Baron, Gondang, Sukomoro, Nganjuk, 

Bagor, Rejoso, Ngluyu, Lengkong, dan Jatikalen, yang ditandai 

dengan status "terlampaui." Namun, terdapat beberapa kecamatan 

yang mengalami defisit air, yaitu Sawahan, Ngetos, dan Wilangan, 

yang ditandai dengan status "belum terlampaui," menandakan 

bahwa kebutuhan air di wilayah ini belum sepenuhnya tercukupi 

berdasarkan tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan perlunya 

strategi pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif, termasuk 
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optimalisasi pemanfaatan air, peningkatan infrastruktur 

penyediaan air, serta penerapan kebijakan konservasi air guna 

menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan di Kabupaten 

Nganjuk. 

Tabel 2.14 Daya Dukung Air Kabupaten Nganjuk Tahun 2029 

No Kecamatan 

SA = ketersediaan 

air 

(m3/ tahun) 

DA = total kebutuhan air (m3/ 

tahun) 

Tahun 2029 

1 Sawahan 151.604.279,97 61.634.502 Belum terlampaui 

2 Ngetos 106.479.652,10 57.164.423 Belum terlampaui 

3 Berbek 80.896.629,65 90.132.738 Terlampaui 

4 Loceret 91.334.149,28 115.149.913 Terlampaui 

5 Pace 67.889.182,72 99.296.156 Terlampaui 

6 Tanjunganom 84.427.525,67 196.723.499 Terlampaui 

7 Prambon 57.645.864,72 121.337.086 Terlampaui 

8 Ngronggot 53.388.010,52 184.091.672 Terlampaui 

9 Kertosono 27.156.412,45 87.609.051 Terlampaui 

10 Patianrowo 35.790.645,70 69.598.777 Terlampaui 

11 Baron 41.556.931,44 82.567.672 Terlampaui 

12 Gondang 82.720.110,80 84.293.129 Terlampaui 

13 Sukomoro 50.848.100,16 79.768.349 Terlampaui 

14 Nganjuk 30.556.743,75 118.559.173 Terlampaui 

15 Bagor 71.891.640,38 99.440.308 Terlampaui 

16 Wilangan 62.056.326,92 45.359.025 Belum terlampaui 

17 Rejoso 109.847.515,93 116.048.600 Terlampaui 

18 Ngluyu 85.076.916,00 20.923.855 Belum terlampaui 

19 Lengkong 64.118.465,86 52.793.545 Belum terlampaui 

20 Jatikalen 47.228.753,67 33.495.471 Belum terlampaui 

Jumlah 1.402.513.857,67 1.815.986.945 Terlampaui 

Sumber : Hasil Analisis 2024 

Berdasarkan Tabel diatas mengenai daya dukung air di 

Kabupaten Nganjuk tahun 2029, total ketersediaan air di seluruh 

kecamatan tercatat sebesar 1.402.513.857,67 m³ per tahun, 

sementara total kebutuhan air yang diproyeksikan mencapai 

1.815.986.945 m³ per tahun. Dari data tersebut, terlihat bahwa 

beberapa kecamatan masih memiliki ketersediaan air yang 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, seperti Berbek, Loceret, 

Pace, Tanjunganom, Prambon, Ngronggot, Kertosono, Patianrowo, 

Baron, Gondang, Sukomoro, Nganjuk, Bagor, dan Rejoso, yang 

ditandai dengan status "terlampaui." Namun, beberapa kecamatan 
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lainnya diperkirakan mengalami defisit air karena kebutuhan 

airnya melebihi ketersediaan yang ada. Kecamatan-kecamatan 

yang mengalami kondisi ini, seperti Sawahan, Ngetos, Wilangan, 

Ngluyu, Lengkong, dan Jatikalen, ditandai dengan status "belum 

terlampaui." Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2029, 

tekanan terhadap sumber daya air di Kabupaten Nganjuk semakin 

meningkat, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat 

kebutuhan air yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi 

pengelolaan air yang lebih baik, termasuk efisiensi penggunaan 

air, optimalisasi infrastruktur penyediaan air, serta kebijakan 

konservasi air yang berkelanjutan guna memastikan ketersediaan 

air bagi masyarakat di masa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Daya Dukung Air Tahun 2024 Kabupaten Nganjuk 

(Eksisting) 

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Nganjuk 
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Gambar 2.8 Peta Daya Dukung Air Tahun 2029 

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Nganjuk 

D.  Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 

1. Indeks Ketahanan Pangan 

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya 

pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin 

dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta 

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi 

dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. 

Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan 

pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan 

perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses 

pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas 

(keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi 

pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk 
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mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan 

ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi 

menjamin stabitas pasokan dan harga pangan. 

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu 

wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan 

suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan 

(IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan 

subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. IKP 

merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk 

menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu 

wilayah (kab/kota). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian 

ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota) dimana 

semakin tinggi nilainya maka ketahanan pangan di wilayah 

tersebut semakin tinggi. Adapun nilai IKP oleh Badan Pangan 

nasional dikelompokkan menjadi 6 katergori, yaitu Prioritas 1 

(Sangat Rentan), Prioritas 2 (Rentan), Prioritas 3 (Agak Rentan), 

Prioritas 4 (Agak Tahan), Prioritas 5 (Tahan), Prioritas 6 (Sangat 

Tahan).  

Tabel 2.15 Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan 
Expert Judgement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Bapanas, 2025 
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Tabel 2.16 Kategorisasi Nilai IKP 

 
Sumber: Bapanas, 2024 
 

Adapun Nilai IKP dirilis secara periodik tahunan oleh Direktorat 

Pengendalian Kerawanan Pangan, Badan Pangan Nasional, 

dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan 

gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan 

gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan 

wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan 

wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun 

diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan 

intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran. 

Tabel 2.17 Indeks Ketahan Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 

2020-2024 dengan perhitungan 9 Indikator 

Data 2020 2021 2022 2023 2024 

Nilai 81.98 82.17 81.82 83.68 84.88 

Ketegori 
6 (Sangat 

Tahan) 

6 (Sangat 

Tahan) 

6 (Sangat 

Tahan) 

6 (Sangat 

Tahan) 

6 (Sangat 

Tahan) 

Sumber : Badan Pangan Nasional 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI 

Nomor 223.1 tahun 2025 tentang Peta kerentanan dan Ketahanan 

Pangan nasional, terdapat perubahan indikator yang digunakan 

pada perhitungan Indeks Ketahanan Pangan Daerah, dimana 

semula IKP dihitung berdasarkan Komposit 3 (tiga) aspek dan 9 

(sembilan) indikator menjadi 3 (tiga) aspek 11 (sebelas) indikator 

untuk perhitungan IPK Kabupaten/kota. Adapun berdasarkan 

72



 
 

data pehitungan IKP dengan 11 (Sebelas) indikator oleh Bapanas, 

didapatkan nilai IKP Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sebesar 

71,42 (Prioritas 5 atau kategori tahan). Data IKP dengan 11 

(sebelas) indikator tersebut, sesuai dengan arahan dalam 

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 223.1 tahun 

2025 menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

kebijakan di bidang Pangan. 

2. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum 

perpipaan 

Rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air 

minum melalui SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) jaringan 

perpipaan dan non perpipaan terlindungi adalah rumah tangga 

yang memiliki akses air minum yang aman dan sehat dari saluran 

terkelola yang sesuai dengan standar kesehatan. Jaringan 

perpipaan mengacu pada sistem distribusi air melalui pipa, 

sedangkan non-perpipaan melibatkan akses langsung ke sumber 

terlindungi seperti sumur pompa, bak penampung air hujan, atau 

bangunan penangkap mata air.  

Penyediaan air minum melalui SPAM bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan air sehat dan bersih, yang 

mendukung kehidupan yang sehat dan produktif 

Tabel 2.18 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air 
Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan 

Terlindungi 

Indikator 2021 2022 2023 2024 

Persentase jumlah 

rumah tangga 

yang 

mendapatkan 

akses terhadap 

air minum melalui 

SPAM jaringan 

perpipaan dan 

non perpipaan 

terlindungi 

95,37% 

(14,15% JP 

dan 81,22% 

BJP 

terlindungi) 

95,52% 

(15,20% JP 

dan 80,32% 

BJP 

terlindungi) 

99,34% 

(16,58% JP 

dan 82,76% 

BJP 

terlindungi) 

99,53 % 

(17,79% 

aman/JP 

Dan 81,74% 

BJP 

terlindungi) 

Sumber : Dinas PUPR, 2024 
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Akses rumah tangga perkotaan di Kabupaten Nganjuk  

terhadap air siap minum perpipaan masih terbatas, meskipun 

telah ada upaya signifikan dari pemerintah daerah untuk 

meningkatkan infrastruktur dan distribusi air bersih. 

E.  Lingkungan Hidup Berkualitas 

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang 

menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah. 

IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup 

yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan 

terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas 

lingkungan hidup Kabupaten Nganjuk cenderung dinamis namun 

masih berada di dalam kategori sedang (50<IKLH<70) sampai 

dengan baik (70<IKLH<90), sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 

berikut : 

Gambar 2.9 Nilai IKLH Kabupaten Nganjuk 2020-2024 

Sumber : Dinas LH Kabupaten Nganjuk, 2025 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nganjuk 

dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan tren yang 
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cenderung meningkat. Pada tahun 2020 nilai IKLH tercatat 

sebesar 62,04 dan sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 

61,44. Namun, setelah itu terjadi perbaikan yang cukup 

signifikan, di mana nilai IKLH meningkat menjadi 67,37 pada 

tahun 2022, 68,38 pada tahun 2023, dan mencapai 69,07 pada 

tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya 

perbaikan dalam pengelolaan lingkungan, khususnya terkait 

dengan pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta 

pemulihan kualitas air dan udara. Meski demikian, capaian nilai 

IKLH yang berada pada kisaran 60–69 masih menunjukkan bahwa 

kualitas lingkungan di Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya 

optimal dan memerlukan penguatan intervensi kebijakan 

berkelanjutan. Dengan tren positif yang ditunjukkan, Kabupaten 

Nganjuk memiliki peluang untuk terus meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup melalui strategi penguatan kelembagaan, 

peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi 

ramah lingkungan dalam pembangunan daerah. 

Kualitas air diukur pada sungai yang melewati Kabupaten 

Nganjuk yaitu Sungai Widas dan Kuncir pengukuran dilakukan 

pada 3 (tiga) titik yaitu hulu, tengah, dan hilir dan diukur 2 (dua) 

kali dalam 1 (satu) tahun yang diharapkan dapat mewakili 2 (dua) 

musim, yaitu kemarau dan penghujan. Adapun parameter yang 

diukur ada 8 (delapan), yaitu DO, BOD, COD, TSS, pH, NO3-N, 

Total Phosphat dan Fecal Coli. Kualitas udara diukur pada lokasi 

yang mewakili kawasan perumahan, transportasi, industri dan 

perkantoran di Kabupaten Nganjuk, untuk parameter yang diukur 

adalah NO2 dan SO2. Sedangkan kualitas tutupan lahan dihitung 

berdasarkan tutupan hutan, RTH, dan tutupan vegetasi lainnya 

yang ditampilkan dalam peta deliniasi yang dilengkapi dengan 

luasan dan titik koordinat Semakin tinggi IKLH, Kondisi Kualitas 

Lingkungan Hidup di Kabupaten Nganjuk semakin Baik 

75



 
 

Tabel 2.19 Indeks Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk Tahun 2020--
2024 

Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Nilai Indeks Kualitas Air 

(IKA) 
56 53.33 61.61 60.67 56.25 

Nilai Indeks Kualitas Udara 

(IKU) 
68.03 78.84 79.45 80.28 88.18 

Nilai Indeks Kualitas Lahan 

(IKL) 
62.08 54.46 54.91 55.31 55.74 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2024 

Berdasarkan data Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten 

Nganjuk tahun 2020–2024, kondisi kualitas lingkungan 

memperlihatkan variasi antar indikator. Pada aspek Indeks 

Kualitas Air (IKA), nilainya cenderung fluktuatif dengan tren 

menurun. Dari angka 56 pada tahun 2020, terjadi penurunan 

menjadi 53,33 pada 2021, meskipun sempat meningkat menjadi 

61,61 pada 2022. Namun, pada tahun 2024 kembali menurun 

menjadi 56,25. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di 

Kabupaten Nganjuk masih menghadapi tantangan serius, 

terutama terkait pencemaran dan keterbatasan upaya pemulihan. 

Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan 

tren yang positif dan relatif stabil meningkat. Dari 68,03 pada 

2020, nilai IKU terus membaik hingga mencapai 88,18 pada 2024. 

Capaian ini mengindikasikan adanya keberhasilan dalam 

pengendalian pencemaran udara, baik melalui regulasi emisi, 

peningkatan ruang terbuka hijau, maupun faktor eksternal seperti 

berkurangnya aktivitas industri pencemar. 

Adapun Indeks Kualitas Lahan (IKL) mengalami dinamika 

dengan kecenderungan perbaikan secara bertahap. Pada 2020 

nilai IKL tercatat 62,08, turun menjadi 54,46 pada 2021, namun 

meningkat kembali hingga 55,74 pada 2024. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemanfaatan lahan di Kabupaten Nganjuk masih 

menghadapi tekanan, terutama akibat alih fungsi lahan dan 
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degradasi lingkungan, meskipun upaya pemulihan dan 

pengendalian telah mulai menunjukkan hasil positif. 

Secara keseluruhan, capaian indeks lingkungan hidup 

Kabupaten Nganjuk 2020–2024 menggambarkan bahwa kualitas 

udara berada pada kategori baik dan terus membaik, sedangkan 

kualitas air dan lahan masih memerlukan perhatian khusus. Oleh 

karena itu, ke depan diperlukan strategi yang lebih terintegrasi 

dalam pengelolaan sumber daya air dan tata kelola lahan, disertai 

penguatan regulasi serta partisipasi masyarakat agar kualitas 

lingkungan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di 

Kabupaten Nganjuk. 

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten 

Nganjuk mengalami progres kenaikan. Nilai IKLH yang merupakan 

gambaran pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantara adalah sebagai berikut : 

Faktor Pendorong  

Faktor pendorong kenaikan nilai IKLH adalah semakin 

meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup di 

Kabupaten Nganjuk. Adapun bentuk pengelolaan lingkungan 

hidup yang telah dilakukan antara lain :  

1. Meningkatnya pengelolaan sampah yang dilakukan dengan 

upaya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang 

pentingnya pengurangan sampah. Selain itu juga didukung 

oleh beroperasinya fasilitas pengurangan sampah, diantaranya 

bank sampah, TPS3R serta pelaksanaan program sedekah 

sampah oleh masyarakat yang berjalan dengan baik. 
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Tabel 2.20 Data Bank Sampah di Kabupaten Nganjuk 

NO NAMA BANK SAMPAH 
JUMLAH 

SAMPAH MASUK  
(Ton/Hari) 

1 Bank Sampah Induk SALEPOK OMAHE NGANJUK 1,04074 

2 Bank Sampah Unit Bank Sampah ANGGREK 0,00844 

3 Bank Sampah Unit Bank Sampah BAROKAH 0,00822 

4 Bank Sampah Unit Bank Sampah BERINGIN HIJAU 0,00623 

5 Bank Sampah Unit Bank Sampah BUKUR 0,00742 

6 Bank Sampah Unit Bank Sampah BUNGUR MAKMUR 0,00881 

7 Bank Sampah Unit Bank Sampah CENGKOK 0,00779 

8 Bank Sampah Unit Bank Sampah DAHLIA 0,00735 

9 Bank Sampah Unit Bank Sampah DESA BLONGKO 0,00693 

10 Bank Sampah Unit Bank Sampah DESA GETAS 0,00535 

11 Bank Sampah Unit Bank Sampah DESA JEGREG 0,00735 

12 Bank Sampah Unit Bank Sampah DESA NGANGKATAN 0,00671 

13 Bank Sampah Unit Bank Sampah ESTU SAE 0,00892 

14 Bank Sampah Unit Bank Sampah FLAMBOYAN 0,0086 

15 Bank Sampah Unit Bank Sampah KEDONDONG 0,00813 

16 Bank Sampah Unit Bank Sampah KELURAHAN CANGKRINGAN 0,0086 

17 Bank Sampah Unit Bank Sampah KELURAHAN KAUMAN (BSK) 0,00752 

18 Bank Sampah Unit Bank Sampah KRAMAT BERSIH 0,00773 

19 Bank Sampah Unit Bank Sampah MAJU BAHAGIA 0,00714 

20 Bank Sampah Unit Bank Sampah MARGO UTOMO 0,00755 

21 Bank Sampah Unit Bank Sampah MBEJAJI 0,00924 

22 Bank Sampah Unit Bank Sampah MELATI 0,0073 

23 Bank Sampah Unit Bank Sampah MULYO AGUNG 0,00614 

24 Bank Sampah Unit Bank Sampah MUSIRKIDUL 0,00656 

25 Bank Sampah Unit Bank Sampah NGUDI SARIRO 0,00752 

26 Bank Sampah Unit Bank Sampah PELITA 0,00995 

27 Bank Sampah Unit Bank Sampah PLOSO 0,00923 

28 Bank Sampah Unit Bank Sampah SEGER WARAS 0,0073 

29 Bank Sampah Unit Bank Sampah SEJAHTERA 0,00673 

30 Bank Sampah Unit Bank Sampah SINAR TERANG 0,00892 

31 Bank Sampah Unit Bank Sampah SUMBER REJEKI 0,00676 

32 Bank Sampah Unit Bank Sampah TANJUNG 0,00671 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk, 2025 
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Tabel 2.21 TPS3R di Kabupaten Nganjuk 

NO 
NAMA FASILITAS PENGELOLA 

SAMPAH 

JUMLAH SAMPAH MASUK 

(ton/hari) 

1 TPS 3R Ganungkidul 1,53867 

2 TPS 3R Kartoharjo 4,99798 

3 TPS 3R Kedondong 6,11369 

4 TPS 3R Kertosono 8,67455 

5 TPS 3R Mastrip 8,04699 

6 TPS 3R Pasar Berbek 8,67455 

7 TPS 3R Pasar Loceret 6,75137 

8 TPS 3R Pasar Wage 9,49444 

9 TPS 3R Payaman 1,32502 

10 TPS 3R Perdana 6,49378 

11 TPS 3R Petak 5,23307 

12 TPS 3R Tanjunganom 8,57333 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk, 2025 

2. Pembinaan di sekolah melalui kegiatan sosialisasi serta 

pemberian penghargaan diantaranya, Sekolah Adiwiyata serta 

Ecopesantren. Selain itu di lingkungan masyarakat juga 

dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemberian 

penghargaan,diantaranya melalui kegiatan lomba Berseri, RT 

Cantik dan Kampung Iklim 

3. Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup 

terutama pengelolaan limbah industri, selain itu juga 

peningkatan layanan pengaduan masyarakat dengan 

pemberian fasilitasi penanganan akan permasalahan 

lingkungan 

4. Peningkatan tutupan lahan, dilakukan dengan penambahan 

luas serta pemeliharaan RTH serta penanaman pohon tepi 

jalan 

Faktor Penghambat  

1. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan semakin 

meningkatnya timbulan sampah yang dihasilkan  
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2. Berkembangnya sektor industri di Kabupaten Nganjuk perlu 

mendapatkan perhatian, karena diikuti oleh meningkatnya 

kegiatan ekonomi masyarakat, terutama sektor jasa dan 

perdagangan sebagai penunjang aktivitas industri. Hal ini jika 

tidak dikelola akan berkontribusi pada penurunan 

lingkungan hidup 

3. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor akan 

berkontribusi pada penurunan kualitas udara 

4. Meski sudah dilakukan langkah persuasif terhadap 

pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat, namun 

kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan hidup 

masih kurang 

Selain indeks kualitas lingkungan hidup, capaian lingkungan 

hidup berkualitas di Kabupaten Nganjuk juga diukur berdasarkan 

pengelolaan Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengolahan 

Sampah dan Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh 

pengumpulan sampah, seperti 2 tabel Berikut: 

Tabel 2.22 Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 

Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Sampah Terolah di 

Fasilitas Pengelolaan 

Sampah 

(Ton/Tahun) 

N/A 55435,46 40895,07 41443,51 41733,37 

Timbulan Sampah 

(Ton/Tahun) 

N/A 162013,72 162107,74 163086,82 167098,17 

Persentase  Sampah 

Terolah di Fasilitas 

Pengelolaan Sampah 

(%) 

N/A 34,22 25,23 25,41 24,98 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2025 

Berdasarkan data pengelolaan sampah Kabupaten Nganjuk 

pada periode 2021–2024, volume sampah yang berhasil diolah 

melalui fasilitas pengolahan sampah menunjukkan tren fluktuatif. 
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Pada tahun 2021 jumlah sampah terolah mencapai 55.435,46 ton, 

namun menurun cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 

40.895,07 ton. Pada tahun 2023 dan 2024 volume sampah terolah 

relatif stabil, masing-masing sebesar 41.443,51 ton dan 41.733,37 

ton. Sementara itu, timbulan sampah cenderung meningkat dari 

162.013,72 ton pada tahun 2021 menjadi 167.098,17 ton pada 

tahun 2024. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya efektivitas 

pengolahan sampah, tercermin dari penurunan persentase 

sampah terolah terhadap timbulan sampah, dari 34,22 persen 

pada tahun 2021 menjadi 24,98 persen pada tahun 2024. Fakta 

ini mengindikasikan bahwa meskipun kapasitas pengolahan 

sampah masih berlangsung, pertumbuhan timbulan sampah yang 

lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan kapasitas 

pengolahan menyebabkan proporsi sampah terolah semakin 

menurun. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sistem 

pengelolaan sampah, baik melalui peningkatan kapasitas fasilitas 

pengolahan, perluasan cakupan layanan, maupun penguatan 

kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan timbulan 

sampah di sumber. 

Tabel 2.23 Rumah Tangga Terlayani Penuh Pengumpulan Sampah 

TAHUN 
JUMLAH 
RUMAH 

TANGGA 

TIMBULAN 
SAMPAH 

(ton/tahun) 

TIMBULAN 
SAMPAH 

PER RT 
(ton/tahun) 

SAMPAH 
TEROLAH 

TPS3R 
(ton/hari) 

SAMPAH 
MASUK 

TPS3R 
(ton/thn) 

SAMPAH 
MASUK 

TPA 
(ton/thn) 

RT TERLAYANI 

TPS3R dan TPA 

2021 387.453 162.013,72 0,42 51,77 18.896,05 27.375,00 110.656 28,56% 

2022 397.016 162.107,74 0,41 50,91 18.582,15 27.499,10 112.857 28,43% 

2023 403.928 163.086,82 0,40 50,99 18.611,35 27.845,85 115.064 28,49% 

2024 411.550 167.098,17 0,41 51,17 18.678,71 28.225,45 115.521 28,07% 

Sumber Dinas Lingkungan Hidup, 2025 

Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan pelayanan 

kebersihan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat 

dalam pengelolaan sampah dengan cara meningkatkan cakupan 
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permukiman yang dilayani pengangkutan sampah. Sampai dengan 

Tahun 2024 baru sekitar 28,07% Rumah Tangga yang terlayani 

pengangkutan sampah maupun masyarakat yang mengangkut 

mandiri ke TPA. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Kewajiban Pemerintah 

Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi: 

a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; 

b. menyediakan TPS, TPST dan/atau TPA di tempat yang telah 

ditentukan; 

c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh 

masyarakat dari TPS ke TPA; 

d. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan 

tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS; 

e. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-

jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS 

ke TPA; dan 

f. memroses sampah di TPA. 

Prinsip pengolahan sampah orang pribadi atau badan wajib 

melakukan pengurangan dan penanganan sampah di daerah 

dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Sedangkan 

penanganan sampah di TPA secara terpadu dilakukan dengan 

system control landfill atau sanitary landfill. 

Berdasarkan masterplan persampahan Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa ada tiga 

skenario yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan 

sampah di Kabupaten nganjuk. Skenario tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Skenario pertama: pengolahan eksisting dengan kenaikan 

penanganan sesuai kemampuan APBN dan kenaikan reduksi 

di sumber 
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2. Skenario kedua: pengolahan eksisting dengan kenaikan 

penanganan sesuai kemampuan APBN serta kenaikan reduksi 

di sumber dan di TPS 3R 

3. Skenario ketiga: pengolahan dengan kenaikan reduksi dan 

kenaikan penanganan sesuai dengan Jakstrada. 

Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Nganjuk dan jangkauan 

pelayanan saat ini berjumlah 3 (tiga) unit, yaitu:  

1. TPA Kedungdowo terletak di desa Kedungdowo Kecamatan 

Kota Nganjuk dengan cakupan wilayah perkotaan Kecamatan 

Nganjuk, Rejoso, Gondang, Bagor dan Sukomoro, dengan luas 

lahan 4,90 Ha dan sistem pengolahan sampah control landfill 

dengan kapasitas sebesar 12.072,38 m3. 

2. TPA Pandantoyo terletak di desa Pandantoyo Kecamatan 

Kertosono dengan cakupan wilayah perkotaan kecamatan 

Kertosono, Tanjunganom, Ngronggot, Patianrowo, dengan luas 

lahan 1,20 Ha dan sistem pengolahan sampah control landfill 

dengan kapasitas sebesar 2.956,50 m3. 

3. TPA Bendil terletak di desa Berbek Kecamatan Berbek dengan 

cakupan wilayah perkotaan Kecamatan Sawahan, Pace, 

Berbek, dengan luas lahan 1,2 Ha dan sistem pengolahan 

sampah control landfill dengan kapasitas sebesar 1.463,75 m3. 

F.  Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 

Upaya meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan 

perubahan iklim ditunjukkan dengan indikator penurunan emisi 

Gas Rumah Kaca (GRK) serta Indeks Risiko bencana (IRB) dan 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD).  

1. Indeks Risiko Bencana 

Indeks risiko bencana adalah alat yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman 

bencana, serta kemampuan daerah tersebut untuk 

menanggulanginya. Indeks ini memberikan gambaran tentang 
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seberapa besar risiko yang dihadapi suatu daerah akibat bencana, 

dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk 

meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. 

Tabel 2.24 IRB Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 

Uraian 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kabupaten Nganjuk n/a 119,20 117,22 114,69 112,14 

Sumber:BNPB, 2025 

Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Nganjuk 

mengalami tren menurun, dimana hal ini menggambarkan 

pengelolaan bencana yang semakin baik. Nilai IRB tersebut 

didasarkan pada perhitungan dengan menggunakan nilai Bahaya 

(H) serta Kerentanan (V) Tahun 2021. Nilai IRB Kabupaten 

Nganjuk tahun 2024 adalah sebesar 112,14 dan masuk dalam 

kelas sedang (klasifikasi Indeks Risiko Bencana adalah: 

Tinggi >144; Sedang 13 – 144; Rendah <13). Hal ini 

mengindikasikan bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki tingkat 

kesiapan yang baik dalam menghadapi bencana. 

2. Indeks Ketahanan Daerah 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen 

dalam penghitungan Indeks Risiko Bencana (IRB). IKD merupakan 

upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di 

wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. 

Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur 

penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Capaian 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Nganjuk terus 

mengalami kenaikan hingga Tahun 2024 sebesar 0,63 dan masuk 

dalam kategori sedang. Nilai IKD Kabupaten Nganjuk tahun 2023 

lebih tinggi dari nilai IKD Provinsi Jawa Timur. Data nilai IKD 

Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 

2020 sampai dengan tahun 2024) disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 2.25 IKD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 

Uraian 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kabupaten Nganjuk 0,54 0,54 0,56 0,64 0,63 

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur, 2024 

Ancaman bahaya merupakan pemicu eksternal maupun 

internal yang bisa menimbulkan bencana di Kabupaten Nganjuk. 

Untuk ancaman, terdapat dua komponen penting yang dihadapi 

yaitu: 1) jumlah masyarakat terpapar yaitu komposisi kelompok 

masyarakat yang berpotensi terkena bencana, dan 2) ancaman 

yang berasal dari peta ancaman. 

Kajian Risiko Bencana Kabupaten Nganjuk tahun 2024 

memperlihatkan bahwa penyebaran wilayah rawan bencana 

sangat luas dan mencakup ragam kondisi topografi. Sekitar 

seratus desa/kelurahan di dua puluh kecamatan, seperti Rejoso, 

Loceret, Sawahan, Pace, dan Ngetos, masuk kategori prioritas 

mitigasi. Untuk memperkuat tanggap darurat, beberapa desa di 

Ngluyu, Lengkong, Jatikalen, dan Patianrowo telah menjadi 

wilayah pilot Desa Tangguh Bencana. Kawasan dataran tinggi di 

Sawahan, Ngetos, dan Berbek berisiko tinggi terhadap tanah 

longsor dan banjir lokal saat musim hujan, sementara dataran 

rendah dan area pesawah—terutama di wilayah dekat sungai—

rentan terhadap genangan air. Contoh nyata peristiwa banjir dan 

pohon tumbang di Kecamatan Pace menegaskan kerawanan 

tersebut. Selain itu, peta risiko angin puting beliung menunjukkan 

bahwa 11 % wilayah kabupaten, terutama permukiman padat 

dengan topografi datar, berada pada tingkat risiko tinggi. Hal ini 

berdampak signifikan terhadap populasi yang rentan dan potensi 

kerugian ekonomi. 
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Tabel 2.26 Potensi Bencana Berdasarkan Kajian Resiko Bencana 

Kecamatan Kapasitas 
Banjir Tanah Longsor 

Kebakaran 

Gedung dan 

Permukiman 

Kekeringan 
Kebakaran Lahan 

dan Hutan 

Cuaca Ekstrim 

(Puting Beliung) 

SKOR INDEKS SKOR INDEKS SKOR INDEKS SKOR INDEKS SKOR INDEKS SKOR INDEKS 

Sawahan 2 18 TINGGI 22.5 TINGGI 3 RENDAH 4 RENDAH 13.5 TINGGI 4 RENDAH 

Ngetos 2 18 TINGGI 22.5 TINGGI 8 SEDANG 18 TINGGI 13.5 TINGGI 18 TINGGI 

Berbek 2 18 TINGGI 5 RENDAH 8 SEDANG 10 SEDANG 3 RENDAH 4 RENDAH 

Loceret 2 12 SEDANG 10 SEDANG 8 SEDANG 10 SEDANG 3 RENDAH 4 RENDAH 

Pace 2 18 TINGGI 10 SEDANG 3 RENDAH 4 RENDAH 3 RENDAH 8 SEDANG 

Tanjunganom 2 4 RENDAH 5 RENDAH 3 RENDAH 4 RENDAH 3 RENDAH 4 RENDAH 

Prambon 2 4 RENDAH 5 RENDAH 10 SEDANG 4 RENDAH 3 RENDAH 4 RENDAH 

Ngronggot 2 4 RENDAH 5 RENDAH 8 SEDANG 4 RENDAH 3 RENDAH 8 SEDANG 

Kertosono 2 4 RENDAH 5 RENDAH 8 SEDANG 4 RENDAH 3 RENDAH 10 SEDANG 

Patianrowo 2 4 RENDAH 5 RENDAH 3 RENDAH 4 RENDAH 3 RENDAH 8 SEDANG 

Baron 2 4 RENDAH 5 RENDAH 3 RENDAH 4 RENDAH 3 RENDAH 8 SEDANG 

Gondang 2 4 RENDAH 5 RENDAH 13.5 TINGGI 18 TINGGI 3 RENDAH 4 RENDAH 

Sukomoro 2 12 SEDANG 5 RENDAH 12 SEDANG 12 SEDANG 5 REBDAH 12 SEDANG 

Nganjuk 2 18 TINGGI 5 RENDAH 13.5 TINGGI 8 SEDANG 3 RENDAH 18 TINGGI 

Bagor 2 18 TINGGI 5 RENDAH 3 RENDAH 4 RENDAH 10 SEDANG 8 SEDANG 

Wilangan 2 4 RENDAH 5 RENDAH 3 RENDAH 4 RENDAH 10 SEDANG 4 RENDAH 

Rejoso 2 18 TINGGI 5 RENDAH 3 RENDAH 18.5 TINGGI 3 RENDAH 18 TINGGI 

Ngluyu 2 4 RENDAH 5 RENDAH 3 RENDAH 18.5 TINGGI 3 RENDAH 8 SEDANG 

Lengkong 2 4 RENDAH 5 RENDAH 3 RENDAH 18.5 TINGGI 3 RENDAH 8 SEDANG 

Jatikalen 2 18 TINGGI 5 RENDAH 10 SEDANG 8 SEDANG 3 RENDAH 4 RENDAH 

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2023
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Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD 

Kabupaten Nganjuk menyebutkan bahwa potensi ancaman risiko 

bencana di Kabupaten Nganjuk ada 6 yaitu banjir, tanah longsor, 

kebakaran gedung dan pemukiman, kebakaran hutan dan lahan, 

kekeringan serta cuaca ekstrem (sesuai tabel ancaman bencana di 

atas). 

Potensi ancaman bencana yang diperkirakan atau 

kemungkinan terjadi sebagai berikut: 

1) Bencana alam banjir bandang, bencana ini rutin setiap tahun 

terjadi akibat hujan lebat di hulu sungai pada Sungai 

Semantok, Sungai Kuncir, Sungai Widas, Sungai Kledungsuko, 

Sungai Bodor, Dan Sungai Konang yang menimbulkan erosi 

dasar dan tanggul sungai yang berdampak kerusakan tanggul, 

badan jalan, permukiman di daerah aliran sungai dan 

bangunan pengairan/ bangunan sungai lainnya 

2) Bencana alam genangan banjir, bencana ini merupakan akibat 

dari meluapnya sungai akibat curah hujan merata di atas 

normal yang berlangsung lama, sehingga menggenangi 

permukiman dan areal persawahan yang berdampak 

banyaknya tanaman puso dan gagal panen. 

3) Bencana alam angin kencang dan puting beliung, bencana ini 

terjadi pada awal musim penghujan dan akhir musim 

kemarau, yang rutin sebagai dampak angin turun gunung dan 

perubahan suhu yang mendadak sehingga terjadi peningkatan 

kecepatan angin. Bencana ini sering berdampak rumah 

permukiman roboh, pohon roboh dan gangguan penyakit 

akibat debu yang menyertainya. 

4) Bencana alam kekeringan, bencana rutin di musim kemarau 

ini terjadi akibat ketidakseimbangan kawasan resapan air 

dengan kapasitas curah hujan yang secara umum cukup 

tinggi, sehingga di musim kemarau selalu kekurangan air 

irigasi sekitar 300 juta m3 sementara kandungan air tanah 

kurang mendukung kebutuhan air bersih. 
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5) Bencana kebakaran hutan dan lahan, lokasi yang kerap terjadi 

yaitu di Kecamatan Berbek, Bagor, Rejoso, Wilangan, Ngetos, 

Sawahan, Lengkong dan Loceret. Untuk kebakaran rumah 

lebih cenderung terjadi di daerah padat penduduk seperti 

Kecamatan Wilangan, Nganjuk dan Tanjunganom yang 

disebabkan hubungan arus pendek listrik ataupun api kompor 

dapur 

Gambar 2.10 Peta Kawasan Rawan Bencana 
Sumber: Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2021-2041 

 

Klasifikasi bencana serta lokasi rawan bencana pada masing-

masing jenis bencana berdasarkan dokumen Kajian risiko bencana 

(KRB) kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana 

tabel dibawah. 
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Tabel 2.27 Hasil Kajian Risiko Kabupaten Nganjuk 

No Jenis Bencana 
Tingkat 

Bahaya 

Tingkat 

Kerentanan 

Tingkat 

Kapasitas 

Tingkat 

Risiko 

1 Banjir Tinggi Tinggi Sedang Sedang 

2 Tanah Longsor Tinggi Tinggi Sedang Sedang 

3 Kekeringan Sedang Rendah Tinggi Tinggi 

4 Cuaca Ekstrem Tinggi Rendah Sedang Sedang 

5 Letusan Gunung Api Rendah Rendah Sedang Rendah 

6 Gempa Bumi Sedang Tinggi Sedang Sedang 

7 Epidemi Wabah 

Penyakit 

Tinggi Rendah Sedang Sedang 

8 Kegagalan Teknologi Tinggi Tinggi Sedang Sedang 

9 Kebakaran Hutan 

dan Lahan 

Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

10 Likuifaksi  Sedang Tinggi Sedang Sedang 

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025 

Adapun rincian lokasi rawan bencana berdasarkan jenis risiko 

bencana disajikan pada tabel dibawah 

Tabel 2.28 Risiko Bencana Tanah Longsor 

KECAMATAN Luas Risiko (ha) Kelas Risiko 

Bagor 3.065,67 Sedang 

Baron 3.543,03 Sedang 

Berbek 1.433,43 Sedang 

Gondang 3.796,20 Sedang 

Jatikalen 1.217,34 Sedang 

Kertosono 2.466,18 Sedang 

Lengkong 1.004,58 Sedang 

Loceret 2.991,33 Sedang 

Nganjuk 2.350,44 Sedang 

Ngetos 141,66 Sedang 

Ngluyu 0,00 - 

Ngronggot 5.264,19 Sedang 

Pace 3.772,80 Sedang 

Patianrowo 2.674,17 Sedang 

Prambon 4.441,23 Sedang 

Rejoso 5.477,13 Sedang 

Sawahan 0,00 - 

Sukomoro 3.751,02 Sedang 

Tanjunganom 7.486,74 Sedang 

Wilangan 597,60 Sedang 

Kabupaten Nganjuk 55.474,74 Sedang 

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025 
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Tabel 2.29 Risiko Bencana Banjir 

KECAMATAN Luas Risiko (ha) Kelas Risiko 

Bagor 3.861,81 Sedang 

Baron 4.074,57 Sedang 

Berbek 1.785,24 Sedang 

Gondang 7.136,28 Sedang 

Jatikalen 2.263,23 Sedang 

Kertosono 2.456,37 Sedang 

Lengkong 3.307,86 Sedang 

Loceret 2.950,02 Sedang 

Nganjuk 2.304,90 Sedang 

Ngetos 0,18 Rendah 

Ngluyu 1.597,68 Sedang 

Ngronggot 5.281,56 Sedang 

Pace 3.776,58 Sedang 

Patianrowo 3.538,44 Sedang 

Prambon 4.452,75 Sedang 

Rejoso 7.957,80 Sedang 

Sawahan 0,00 - 

Sukomoro 3.576,24 Sedang 

Tanjunganom 7.654,86 Sedang 

Wilangan 1.766,97 Sedang 

Kabupaten Nganjuk 69.743,34 Sedang 

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025 

Tabel 2.30 Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 

KECAMATAN Luas Risiko (ha) Kelas Risiko 

Bagor 4.478,67 Sedang 

Baron 2.850,84 Sedang 

Berbek 4.853,97 Sedang 

Gondang 10.463,49 Sedang 

Jatikalen 4.403,88 Sedang 

Kertosono 1.539,99 Sedang 

Lengkong 4.877,37 Tinggi 

Loceret 5.663,79 Sedang 

Nganjuk 1.286,28 Sedang 

Ngetos 7.274,70 Sedang 

Ngluyu 8.679,06 Sedang 

Ngronggot 3.418,11 Sedang 

Pace 3.941,01 Sedang 

Patianrowo 2.724,30 Sedang 

Prambon 3.078,36 Sedang 

Rejoso 14.568,66 Sedang 

Sawahan 10.399,14 Sedang 

Sukomoro 2.940,30 Sedang 

Tanjunganom 5.129,46 Sedang 

Wilangan 4.618,35 Sedang 

Kabupaten Nganjuk 107.189,73 Tinggi 

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025 
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Tabel 2.31 Risiko Bencana Cuaca Ekestrem 

KECAMATAN Luas Risiko (ha) Kelas Risiko 

Bagor 5.430,24 Sedang 

Baron 4.004,19 Sedang 

Berbek 5.747,40 Sedang 

Gondang 11.420,19 Sedang 

Jatikalen 4.757,31 Sedang 

Kertosono 2.469,51 Sedang 

Lengkong 7.149,51 Sedang 

Loceret 6.512,49 Sedang 

Nganjuk 2.350,17 Sedang 

Ngetos 4.274,55 Sedang 

Ngluyu 8.878,86 Sedang 

Ngronggot 5.267,34 Sedang 

Pace 5.079,87 Sedang 

Patianrowo 3.491,19 Sedang 

Prambon 4.448,25 Sedang 

Rejoso 15.602,04 Sedang 

Sawahan 7.409,61 Sedang 

Sukomoro 3.751,29 Sedang 

Tanjunganom 7.543,08 Sedang 

Wilangan 5.046,93 Sedang 

Kabupaten Nganjuk 120.634,02 Sedang 

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025 

Tabel 2.32 Risiko Bencana Kekeringan 

KECAMATAN Luas Risiko (ha) Kelas Risiko 

Bagor 5.529,33 Sedang 

Baron 4.076,64 Sedang 

Berbek 5.856,21 Sedang 

Gondang 11.622,78 Sedang 

Jatikalen 4.865,76 Sedang 

Kertosono 2.512,80 Sedang 

Lengkong 7.289,28 Sedang 

Loceret 6.974,37 Sedang 

Nganjuk 2.391,48 Sedang 

Ngetos 7.973,55 Sedang 

Ngluyu 9.079,11 Sedang 

Ngronggot 5.368,77 Sedang 

Pace 5.171,04 Sedang 

Patianrowo 3.555,72 Sedang 

Prambon 4.530,60 Sedang 

Rejoso 15.894,81 Sedang 

Sawahan 11.256,84 Sedang 

Sukomoro 3.820,23 Sedang 

Tanjunganom 7.681,50 Sedang 

Wilangan 5.156,10 Sedang 

Kabupaten Nganjuk 130.606,92 Sedang 

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025 
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Tabel 2.33 Risiko Bencana Kegagalan Teknologi 

KECAMATAN Luas Risiko (Ha) Kelas Risiko 

Bagor 5.427,09 Sedang 

Baron 3.994,92 Sedang 

Berbek 5.715,99 Sedang 

Gondang 11.414,52 Sedang 

Jatikalen 4.754,16 Sedang 

Kertosono 2.466,90 Sedang 

Lengkong 7.107,21 Sedang 

Loceret 6.844,23 Sedang 

Nganjuk 2.348,73 Sedang 

Ngetos 7.825,32 Sedang 

Ngluyu 8.877,24 Sedang 

Ngronggot 5.260,68 Sedang 

Pace 5.075,55 Sedang 

Patianrowo 3.485,07 Sedang 

Prambon 4.446,54 Sedang 

Rejoso 15.601,32 Sedang 

Sawahan 11.025,99 Sedang 

Sukomoro 3.747,78 Sedang 

Tanjunganom 7.529,13 Sedang 

Wilangan 5.046,48 Sedang 

Kabupaten Nganjuk 127.994,85 Sedang 

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025 

Tabel 2.34 Risiko Bencana Gempa Bumi 

KECAMATAN Luas Risiko (ha) Kelas Risiko 

Bagor 5.429,97 Sedang 

Baron 3.997,89 Sedang 

Berbek 5.746,68 Sedang 

Gondang 11.419,74 Sedang 

Jatikalen 4.756,95 Sedang 

Kertosono 2.463,03 Sedang 

Lengkong 7.149,96 Sedang 

Loceret 6.844,86 Sedang 

Nganjuk 2.346,30 Sedang 

Ngetos 7.829,10 Rendah 

Ngluyu 8.877,06 Rendah 

Ngronggot 5.261,49 Sedang 

Pace 5.077,26 Sedang 

Patianrowo 3.489,84 Sedang 

Prambon 4.446,72 Sedang 

Rejoso 15.601,32 Sedang 

Sawahan 11.034,09 Rendah 

Sukomoro 3.742,92 Sedang 

Tanjunganom 7.526,88 Sedang 

Wilangan 5.044,77 Sedang 

Kabupaten Nganjuk 128.086,83 Sedang 

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025 
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Tabel 2.35 Risiko Bencana Likuifaksi 

KECAMATAN Luas Risiko (ha) Kelas Risiko 

Bagor 3.065,67 Sedang 

Baron 3.543,03 Sedang 

Berbek 1.433,43 Sedang 

Gondang 3.796,20 Sedang 

Jatikalen 1.217,34 Sedang 

Kertosono 2.466,18 Sedang 

Lengkong 1.004,58 Sedang 

Loceret 2.991,33 Sedang 

Nganjuk 2.350,44 Sedang 

Ngetos 141,66 Sedang 

Ngluyu 0,00 - 

Ngronggot 5.264,19 Sedang 

Pace 3.772,80 Sedang 

Patianrowo 2.674,17 Sedang 

Prambon 4.441,23 Sedang 

Rejoso 5.477,13 Sedang 

Sawahan 0,00 - 

Sukomoro 3.751,02 Sedang 

Tanjunganom 7.486,74 Sedang 

Wilangan 597,60 Sedang 

Kabupaten Nganjuk 55.474,74 Sedang 

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025 

Tabel 2.36 Risiko Bencana Wabah Penyakit 

KECAMATAN Luas Risiko (Ha) Kelas Risiko 

Bagor 102,42 Rendah 

Baron 291,42 Rendah 

Berbek 303,93 Rendah 

Gondang 232,11 Rendah 

Jatikalen 423,90 Rendah 

Kertosono 100,53 Rendah 

Lengkong 188,55 Rendah 

Loceret 95,58 Rendah 

Nganjuk 222,39 Rendah 

Ngetos 884,34 Rendah 

Ngluyu 867,96 Rendah 

Ngronggot 582,75 Rendah 

Pace 185,94 Rendah 

Patianrowo 616,68 Rendah 

Prambon 171,45 Rendah 

Rejoso 170,64 Rendah 

Sawahan 205,83 Rendah 

Sukomoro 299,52 Rendah 

Tanjunganom 880,56 Rendah 

Wilangan 628,02 Rendah 

Kabupaten Nganjuk 7.454,52 Rendah 

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025 
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Tabel 2.37 Risiko Bencana Letusan Gunung Api 

KECAMATAN Luas Risiko (ha) Kelas Risiko 

Bagor 0,00 - 

Baron 0,00 - 

Berbek 0,00 - 

Gondang 0,00 - 

Jatikalen 0,00 - 

Kertosono 0,00 - 

Lengkong 0,00 - 

Loceret 0,00 - 

Nganjuk 0,00 - 

Ngetos 1.182,78 Rendah 

Ngluyu 0,00 - 

Ngronggot 0,00 - 

Pace 0,00 - 

Patianrowo 0,00 - 

Prambon 0,00 - 

Rejoso 0,00 - 

Sawahan 1.124,10 Rendah 

Sukomoro 0,00 - 

Tanjunganom 0,00 - 

Wilangan 0,00 - 

Kabupaten Nganjuk 2.306,88 Rendah 

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk, 2025 

 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai langkah 

Pengurangan Risiko Bencana adalah sebagai berikut : 

1. Penguatan  Aspek  Regulasi  dalam  Penanggulangan Bencana 

Rekomendasi yang dapat diterapkan di Kabupaten Nganjuk 

adalah sebagai berikut: 

a) Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian tata 

ruang   

b) Memperkuat peraturan daerah mengenai tata ruang yang 

berfokus pada pengurangan risiko bencana serta aspek 

kelembagaan dan sistem penanggulangan bencana di 

daerah. 

c) Memperkuat peraturan daerah dan peraturan turunan 

seperti peraturan bupati yang berkaitan dengan 

penanggulangan bencana. 
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d) Memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan 

bencana dengan melibatkan seluruh potensi dari 

pentahelix stakeholder, yaitu pemerintah, masyarakat, 

dunia usaha, akademisi, dan media. 

e) Memperkuat peraturan terkait penyebaran informasi 

kebencanaan untuk memastikan validitas informasi 

tersebut. 

f) Meningkatkan perbaikan, implementasi, serta monitoring 

regulasi terkait kebencanaan yang lebih rinci dan dapat 

diterapkan. 

g) Memberikan insentif dan disinsentif dalam upaya 

penyelamatan, perlindungan, dan pengawasan lingkungan 

dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 

2. Integrasi  Kebijakan Penanggulan Bencana dalam 

Perencanaan Pembangunan 

Dorongan untuk mengintegrasikan kajian risiko bencana ke 

dalam perencanaan pembangunan harus terus dilakukan 

melalui kebijakan strategis dan penyusunan berbagai 

dokumen perencanaan penanggulangan bencana, seperti: 

a) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), 

b) Dokumen  Rencana  Aksi  Daerah  Pengurangan  Risiko 

Bencana (RAD-PRB), 

c) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait 

kebencanaan, 

d) Penyusunan  Rencana  Kontinjensi  untuk  semua  jenis 

bencana. 

3. Peningkatan jumlah dan mutu infrastruktur darurat 

(Emergency Infrastructure) 

Adapun konsep penyediaan penampungan darurat dalam 

menghadapi bencana dapat dijabarkan sebagai berikut:  

a. Penyediaan  air  bersih  secara  mandiri  melalui  

inisiatifmasya rakat (PAM-BM). 
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b. Melakukan pemasangan sambungan rumah (SR) air 

minum dengan memperluas jaringan PDAM. 

c. Pengadaan sistem pembuangan sanitasi lingkungan 

komunal atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) skala 

kecil. 

d. Mengembangkan  fasilitas  dan  meningkatkan  kualitas 

permukiman yang layak huni. 

4. Penguatan Kerja Sama Multistakeholder dalam 

Penanggulangan dan Penelitian Bencana 

Adapun beberapa rekomendasi untuk peningkatan kemitraan 

ini adalah sebagai berikut: 

a) Memperkokoh    lembaga,    SDM,    jaringan,    agenda, 

pendanaan, dan elemen lainnya untuk menciptakan 

ekosistem inovasi yang kokoh dan berkesinambungan 

dalam riset dan pengembangan terkait kebencanaan. 

b) Memperluas  kemitraan  dengan  berbagai  pemangku 

kepentingan. 

c) Meningkatkan  lingkungan  investasi  dan  memperluas 

skema pendanaan untuk kebencanaan. 

5. Penerapan Mitigasi Struktural 

Mitigasi struktural adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi dampak bencana melalui pembangunan 

infrastruktur fisik yang menggunakan teknologi. 

Rekomendasi dalam penerapan mitigasi struktural yang dapat 

dilakukan: 

a) Pengadaan   mitigasi   struktural   seperti   Revitalisasi 

tanggul, embung, waduk dan taman kota. 

b) Penerapan pendekatan 3R (rewetting, revegatasi, dan 

revitalisasi) pada mata pencaharian penduduk. 

c) Pengimplementasian Vetiver Grass Tech (Penanaman 

Vetiver) sebagai bentuk konservasi tanah dan air dengan 

pendekatan bioengineering metode vegetatif. 
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d) Pemantauan berkala hulu sungai. 

6. Integrasi  Sosialisasi  dan  Edukasi  Sebagai  Bentuk Upaya 

Peningkatan Kapasitas/Tata Kelola Sumber Daya Manusia 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai 

tujuan ini antara lain meliputi : 

a) Pengadaan edukasi dengan pengintegrasian inovasi. 

b) Perluasan informasi panduan penyelamatan diri secara 

digital. 

c) Perluasan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan 

pemahaman dari masyarakat mengenai pentingnya jenis 

ancaman seluruh bencana yang terdapat di Kabupaten 

Nganjuk Penyusunan Panduan SOP/Prosedur Cara 

Penyelamatan Diri yang efektif untuk seuruh jenis 

bencana. 

d) Penyelenggaraan  sosialisasi/edukasi  terkait  bangunan 

tahan bencana. 

e) Penyederhanaan  penyampaian  tentang  kebencanaan 

agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. 

7. Peningkatan Jaminan Hidup Pasca Bencana 

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

a) Pemberian Bantuan Materi Maupun Non Materi Kepada 

Masyarakat Terdampak Secara Merata. 

b) Pemberian   Bantuan   Modal   Bagi   Masyarakat   yang 

terkena dampak paling parah. 

c) Peningkatan   Koordinasi   Dan   Pelibatan   Masyarakat 

Dalam Pendistribusian Bantuan. 

8. Peningkatan Mutu Sistem Layanan Kesehatan 

Beberapa upaya untuk meningkatkan mutu sistem layanan 

kesehatan adalah sebagai berikut: 

a) Pengintegrasian  Rasio  Jumlah  Rumah  Sakit  terhadap 

Proyeksi Jumlah Penduduk.  
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b) Penambahan kuantitas Rumah Sakit Lapangan sesuai 

standar SNI. 

c) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pendirian Rumah Sakit 

Darurat/Rumah Sakit Lapangan Dengan Mempersiapkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perlengkapan 

Kesehatan. 

d) Peningkatan Infrastruktur Digital Pelayanan Kesehatan 

(Health Information System) Berbasis Digital. 

9. Penyusunan Rencana Evakuasi dan Mekanisme Pengungsian 

Beberapa rekomendasi terkait rencana evakuasi dan 

mekanisme pengungsian adalah sebagai berikut:  

a) Melakukan survey dan pemetaan lokasi yang cukup luas 

untuk  penampungan  arus  penyintas  dan  kendaraan 

pengangkutnya.   

b) Pemanfaatan participatory mapping. untuk penentuan 

c) kesepakatan tempat dan jalur evakuasi yang diketahui 

oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana. 

d) Penambahan signage untuk tempat dan jalur evakuasi.  

e) Pemerintah   memfasilitasi  kebutuhan   tempat   posko 

siaga berupa bangunan, Gedung  permanen  milik  

pemerintah  yang  telah  ada, yang memenuhi kriteria 

penjagaan lingkungan bencana. 

f) Pengadaan Unit Ruang Pengungsian Komunal Sebagai 

Karantina Darurat Dengan Sistem Portable Melalui 

Program CSR. 

10. Peningkatan Pengetahuan Informasi Bencana dan Sistem 

Peringatan Dini Bencana 

Langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk menjalankan 

strategi ini adalah: 

a) Pengoptimalan implementasi emergency system / Early 

warning system dengan menyediakan stimulan uji coba 

EWS kepada masyarakat. 
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b) Penguatan diseminasi peringatan dan kemampuan 

kebencanaan ke masyarakat. 

c) Penyusunan Modul Pelatihan Fasilitator Desa/Kelurahan 

tangguh Bencana. 

d) Peningkatan pengawasan pengendalian tata ruang. 

e) Pembuatan website sistem informasi peringatan atau 

validitas kejadian bencana yang terintegrasi dengan 

teknologi yang tepat guna. 

11. Penyusunan  Kajian  Kerugian  akibat  dari  Dampak 

Kerusakan Bencana 

Penyusunan  kajian  kerugian  dapat  meminimalisir kerugian 

bagi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 

Strategi ini berkaitan dengan keuangan. Dua aksi yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut:   

a) Penyusunan Kajian Prediksi Kerugian Akibat Bencana. 

b) Peningkatan  iklim  investasi  dan  skema  pembiayaan 

(anggaran) untuk kerugian kebencanaan 

3. Penurunan Emisi GRK 

Upaya pengurangan GRK di Kabupaten Nganjuk selama 

periode 2011 hingga 2024 menunjukkan komitmen yang kuat 

dalam menghadapi perubahan iklim. Dengan melaksanakan aksi 

konkret dan melibatkan masyarakat secara aktif, Kabupaten 

Nganjuk tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi gas 

rumah kaca tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik 

bagi generasi mendatang. Keberhasilan ini menjadi contoh bagi 

daerah lain dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia.  

Selain itu, menciptakan kawasan yang memiliki tingkat keanekaan 

dan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar 

seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang 

lebih baik akan bermanfaat langsung pada pengurangan emisi 

karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak 
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pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan 

perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.  

Penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Nganjuk 

didukung dengan pelaksanaan kegiatan OPD terkait yang memberi 

kontribusi pada pengurangan gas rumah kaca. Kegiatan tersebut 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.38 Capaian Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 
Sampai Dengan Tahun 2024 

Sektor Sub Sektor 
Jumlah Aksi 

Kegiatan 

Penurunan Emisi 

GRK Kumulatif 
(Ton CO2Eq) 

Energi 
Energi 24 1.799,04 

Transportasi 66 37.986,80 

Pengelolaan 

Limbah 

Air Limbah 101 805,38 

Persampahan 436 41.849.94 

Lahan 
Pertanian 61 88.228,13 

Kehutanan 43 92.934,96 

TOTAL 731 263.561,09 

Sumber: https://pprk.bappenas.go.id/aksara 

Adapun kontribusi penurunan emisi GRK untuk masing-masing 

sub bidang aksi kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.39 Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

Kab. Nganjuk 

Indikator 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kontribusi penurunan 
emisi GRK Sub Bidang 
Energi 

421,87 601,43 854,97 1.035,28 1.799,04 

Kontribusi penurunan 
emisi GRK Sub Bidang 
Transportasi 

14.316,99 16.375,22 36.446,77 37.399,75 37.986,79 

Kontribusi penurunan 
emisi GRK Sub Bidang 
Air Limbah 

378,96 499,42 583,01 690,51 805,38 

Kontribusi penurunan 

emisi GRK Sub Bidang 
Persampahan 

0,00 17.992,49 23.971,16 35.297,02 41.849,94 

Kontribusi penurunan 
emisi GRK Sub Bidang 
Pertanian 

44.955,36 45949,76 87.833,46 88.175,10 88.228,13 

Kontribusi penurunan 
emisi GRK Sub Bidang 
Kehutanan 

0 0 308,86 323,44 92.934,96 

Sumber: https://pprk.bappenas.go.id/aksara 
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Tabel di atas merupakan hasil pelaporan kegiatan yang 

berkontribusi pada pengurangan GRK pada aplikasi aksara mulai 

tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 . Kontribusi penurunan 

gas rumah kaca yang dihasilkan dari aksi kegiatan Organisasi 

Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk dan disajikan pada grafik  

 

Gambar 2.11 Grafik Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

Sumber: Dinas LH, 2024 

 

G.  Demografi 

Penduduk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 sebesar 

1.148.611 jiwa, dengan perincian 577.609 jiwa penduduk laki – 

laki dan 571.002 jiwa penduduk perempuan. Dalam lima tahun 

terakhir ini, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk bertambah 

terus, dari 1.103.902 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1.148.611 

pada tahun 2024, yang berarti pertumbuhan Penduduk selama 5 

tahun rata-rata sebesar 1 persen sebagaimana tabel berikut:  
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Tabel 2.40 Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk 

Kecamatan 
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Sawahan 38,670 39,586 39,604 39,705 40,072 

Ngetos 37,574 38,909 39,123 39,200 39,665 

Berbek 58,955 60,668 60,767 60,131 60,668 

Loceret 75,315 77,218 77,420 77,914 78,396 

Pace 65,706 68,049 68,120 68,435 68,896 

Tanjunganom 117,014 120,184 120,228 120,687 121,513 

Prambon 72,788 74,202 74,381 74,725 75,461 

Ngronggot 83,038 85,870 85,975 86,066 86,810 

Kertosono 56,182 56,795 56,641 56,925 57,176 

Patianrowo 44,370 45,744 45,650 45,902 46,204 

Baron 54,068 55,392 55,540 56,024 56,460 

Gondang 55,026 56,414 56,606 57,155 57,651 

Sukomoro 45,988 47,612 47,773 48,204 48,580 

Nganjuk 69,011 69,867 69,667 70,283 71,067 

Bagor 61,181 63,073 63,052 63,497 63,867 

Wilangan 30,222 31,202 31,200 31,331 31,592 

Rejoso 71,347 73,462 73,451 73,668 74,266 

Ngluyu 14,160 14,399 14,421 14,480 14,518 

Lengkong 32,998 33,903 33,956 34,139 34,507 

Jatikalen 20,289 21,007 21,042 21,146 21,242 

Jumlah 1,103,902 1,133,556 1,134,617 1,139,617 1,148,611 

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 

 

3 (tiga) wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi 

berturut-turut adalah Kecamatan Nganjuk, Kertosono, dan Prambon. 

Sedangkan 3 (tiga) wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk 

terendah berturut-turut adalah Ngluyu, Sawahan, dan Lengkong. Data 

kepadatan penduduk per Kecamatan dapat dilihat di berikut ini: 
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Tabel 2.41 Kepadatan Penduduk per Kecamatan 

Kecamatan 
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa/km2) 

2022 2023 2024 

Sawahan 355.31 357.92 359.55 

Ngetos 498.64 502.33 505.58 

Berbek 1056.54 1052.71 1054.76 

Loceret 1127.23 1137.72 1141.44 

Pace 1333.75 1345.69 1348.94 

Tanjunganom 1590.86 1602.5 1607.83 

Prambon 1654.21 1669.11 1678.25 

Ngronggot 1623.34 1634.29 1639.01 

Kertosono 2283.38 2300.31 2304.99 

Patianrowo 1298.61 1309.7 1314.37 

Baron 1386.29 1404.26 1409.25 

Gondang 495.53 503.24 504.65 

Sukomoro 1271.93 1289.24 1293.5 

Nganjuk 2964.72 3005.57 3024.17 

Bagor 1159.5 1171.64 1174.53 

Wilangan 606.22 612.24 613.84 

Rejoso 468.1 471.03 473.3 

Ngluyu 160.55 161.21 161.64 

Lengkong 471.49 477.18 479.09 

Jatikalen 435.57 438.88 439.75 

Jumlah 880.3 887.98 891.15 

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2025 

Dilihat dari data sebaran penduduk di 20 Kecamatan 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada di 

Kecamatan Nganjuk (3.024,17), Kertosono (2.304,99), dan 

Prambon (1.678,25), sedangkan jumlah penduduk yang terkecil 

berada di Kecamatan Ngluyu (161,64), Sawahan (359,55) dan 

Lengkong (479,09). Laju pertumbuhan penduduk di setiap 

Kecamatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.42 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan 

Kecamatan 

Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut 
Kecamatan (Persen) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Sawahan 0.71 1.74 0.05 0.26 0.74 

Ngetos 0.97 2.5 0.55 0.2 1.11 

Berbek 0.93 0.34 0.16 -1.05 0.09 

Loceret 0.89 0.54 0.26 0.64 0.52 

Pace 1.09 0.61 0.1 0.46 0.46 

Tanjunganom 0.75 0.57 0.04 0.38 0.42 

Prambon 0.61 0.93 0.24 0.46 0.66 

Ngronggot 1.01 1.9 0.12 0.11 0.75 

Kertosono 0.7 -0.28 -0.27 0.5 0.1 

Patianrowo 0.82 -0.02 -0.21 0.55 0.25 

Baron 1.18 0.62 0.27 0.87 0.63 

Gondang 0.96 0.27 0.34 0.97 0.61 

Sukomoro 1.02 -0.31 0.34 0.9 0.43 

Nganjuk 0.46 -0.59 -0.29 0.88 0.28 

Bagor 0.75 -0.5 -0.03 0.71 0.19 

Wilangan 1.17 0.96 -0.01 0.42 0.55 

Rejoso 0.76 0.49 -0.01 0.3 0.4 

Ngluyu 0.34 0.8 0.15 0.41 0.41 

Lengkong 0.56 -0.36 0.16 0.54 0.35 

Jatikalen 0.43 -0.65 0.17 0.49 0.12 

Jumlah 0.82 0.5 0.09 0.44 0.45 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

 

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk 

pada tahun mendatang. Dalam proyeksi penduduk ini dibutuhkan 

data per satu tahun dan akan mendapatkan hasil hingga tahun 

2029. Perhitungan proyeksi penduduk di Kabupaten Nganjuk 

menggunakan metode geometrik. Berikut merupakan hasil 

perhitungan proyeksi penduduk berdasarkan kecamatan 

Kabupaten Nganjuk hingga tahun 2029.   
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Tabel 2.43 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten 
Nganjuk 2025-2029 

Kecamatan 
Tahun 

2025 2026 2027 2028 2029 

Sawahan 41391 42204 43032 43877 44739 

Ngetos 40417 41210 42019 42844 43686 

Berbek 63368 64612 65881 67174 68493 

Loceret 80892 82480 84100 85751 87434 

Pace 70832 72223 73641 75086 76561 

Tanjunganom 125329 127789 130298 132856 135465 

Prambon 77748 79274 80831 82418 84036 

Ngronggot 89392 91147 92936 94761 96621 

Kertosono 60118 61298 62502 63729 64980 

Patianrowo 47589 48524 49476 50448 51438 

Baron 58396 59542 60711 61903 63118 

Gondang 59174 60335 61520 62728 63959 

Sukomoro 49510 50482 51473 52484 53514 

Nganjuk 73507 74950 76421 77922 79451 

Bagor 65537 66824 68136 69473 70837 

Wilangan 32632 33272 33926 34592 35271 

Rejoso 76430 77931 79461 81021 82611 

Ngluyu 15048 15343 15644 15951 16264 

Lengkong 35214 35905 36610 37329 38062 

Jatikalen 21599 22023 22455 22896 23345 

Sumber: Hasil Perhitungan, 2024 

Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk pada 2025 

diproyeksikan sebesar 1,138 juta orang, menjadi sebanyak 1,169 

juta orang pada tahun 2030. Adapun rata-rata laju pertumbuhan 

penduduk tahun 2025-2030 sebesar 0,5 persen setiap tahunnya. 
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Tabel 2.44 Proyeksi Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2025

Klp 

Umur 

(Thn) 

Proyeksi Penduduk Laki-laki Kabupaten 

Nganjuk Menurut Kelompok Umur 

(Ribu Jiwa) 

Proyeksi Penduduk Perempuan Kabupaten 

Nganjuk Menurut Kelompok Umur 

(Ribu Jiwa) 

TOTAL (Ribu Jiwa) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-4 39.67 39.42 39.21 39.21 38.85 38.7 38.08 37.85 37.64 37.45 37.29 37.14 77.75 77.27 76.85 76.66 76.14 75.84 

5-9 38.83 38.93 39.06 39.25 39.48 39.68 36.93 37.14 37.44 37.8 38.13 38.2 75.76 76.07 76.5 77.05 77.61 77.88 

10-14 40.79 40.5 40.15 39.75 39.31 38.92 39.21 38.89 38.42 37.86 37.35 37.16 80 79.39 78.57 77.61 76.66 76.08 

15-19 41.49 41.5 41.4 41.21 40.97 40.72 39.49 39.55 39.56 39.51 39.39 39.19 80.98 81.05 80.96 80.72 80.36 79.91 

20-24 40.43 40.44 40.63 40.93 41.2 41.36 38.84 38.8 38.9 39.09 39.29 39.42 79.27 79.24 79.53 80.02 80.49 80.78 

25-29 42.03 41.85 41.46 40.96 40.54 40.31 39.77 39.78 39.55 39.18 38.83 38.63 81.8 81.63 81.01 80.14 79.37 78.94 

30-34 40.56 40.69 40.99 41.37 41.66 41.75 37.65 37.75 38.15 38.72 39.23 39.53 78.21 78.44 79.14 80.09 80.89 81.28 

35-39 42.06 41.6 41.13 40.71 40.43 40.33 40.37 39.8 39.12 38.44 37.92 37.68 82.43 81.4 80.25 79.15 78.35 78.01 

40-44 43.51 43.31 43.03 42.68 42.28 41.85 41.67 41.5 41.3 41.06 40.74 40.31 85.18 84.81 84.33 83.74 83.02 82.16 

45-49 42.54 42.83 42.99 43.04 43 42.89 41.56 41.68 41.69 41.61 41.48 41.32 84.1 84.51 84.68 84.65 84.48 84.21 

50-54 38.83 39.37 39.97 40.56 41.08 41.49 39.17 39.54 39.94 40.35 40.69 40.93 78 78.91 79.91 80.91 81.77 82.42 

55-59 35.15 35.58 36 36.42 36.87 37.36 36.6 36.96 37.28 37.59 37.91 38.24 71.75 72.54 73.28 74.01 74.78 75.6 

60-64 30.44 31.05 31.57 32.03 32.47 32.9 32.53 33.3 33.91 34.38 34.79 35.19 62.97 64.35 65.48 66.41 67.26 68.09 

65-69 23.48 24.31 25.12 25.9 26.61 27.25 24.9 26.05 27.26 28.46 29.54 30.47 48.38 50.36 52.38 54.36 56.15 57.72 

70-74 15.9 16.61 17.35 18.11 18.86 19.6 17.77 18.54 19.36 20.22 21.16 22.15 33.67 35.15 36.71 38.33 40.02 41.75 

75+ 16.15 16.91 17.7 18.53 19.41 20.35 22.23 23.17 24.19 25.28 26.45 27.72 38.38 40.08 41.89 43.81 45.86 48.07 

Total 571.85 574.88 577.75 580.47 583.02 585.42 566.76 570.28 573.69 576.99 580.19 583.27 1138.61 1145.16 1151.44 1157.46 1163.21 1168.69 
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2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

A.  Kesejahteraan Ekonomi 

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014, kebijakan otonomi daerah memberikan tanggung 

jawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sumber 

daya yang dimiliki daerah demi tujuan otonomi daerah, yaitu 

meliputi:  

(i) peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

(ii) peningkatan pelayanan umum (public service); dan  

(iii) peningkatan daya saing daerah.  

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab itu, Pemerintah 

Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya, baik urusan yang bersifat wajib maupun 

urusan pilihan. Pemerintah daerah memiliki local discretion 

(keleluasaan bertindak) yang lebih besar untuk menyusun 

kebijakan daerah guna memberikan pelayanan, meningkatkan 

peran serta, prakarsa dan memberdayakan masyarakat agar 

tujuan peningkatan kesejahteraan dapat diwujudkan. 

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di daerah dapat 

diukur antara lain dengan dua indikator penting, yaitu:  

(i) Indikator Makro Ekonomi Regional, yang antara lain meliputi 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar 

Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan 

(ADHK) tahun tertentu, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat 

perkembangan harga (inflasi), tingkat pendapatan per kapita 

(PDRB per Kapita), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, 

tingkat ketimpangan pendapatan dan lain sebagainya;  

(ii) Indikator Makro Sosial Regional, antara lain berupa indikator 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human 

Development Index (HDI), tingkat pendidikan, derajat 

kesehatan masyarakat, dan kemampuan daya beli 

masyarakat. 
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Secara makro ekonomi, indikator kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari: 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan 

jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di 

wilayah Kabupaten Nganjuk dalam waktu satu tahun. Apabila 

ditinjau dari segi pendapatan, merupakan jumlah dari semua 

pendapatan yang timbul karena ikut sertanya faktor-faktor 

produksi dalam proses produksi. Perekonomian Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 

36.270,56 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 

mencapai Rp 21.614,91 miliar. 
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Tabel 2.45 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 
2020-2024 (Juta Rp) 

Kategori PDRB 
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7767.69 7950.25 8422.27 9189.53 9761.2 

B. Pertambangan dan Penggalian 509.71 533.88 575.58 632.5 663.9 

C. Industri Pengolahan 3783.71 4188.85 4897.91 5368.78 5916.48 

D. Pengadaan Listrik dan Gas 13.02 13.78 15.02 16.57 17.55 

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 29.96 32.39 35.51 37.37 39.26 

F. Konstruksi 2742.97 2870.14 3274.8 3526.93 3822.46 

G. Perdagagan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5206.09 5636.35 6235.16 6840.49 7292.81 

H. Transportasi dan Pergudangan 407.62 450.61 552.98 682.5 773.76 

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 496.89 540.96 596.76 677.08 744.1 

J. Informasi dan Komunikasi 1254.05 1334.42 1426.8 1544.36 1696.73 

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 590.47 614.31 665.21 711.85 769.38 

L. Real Estate 461.04 473.51 505.35 527.27 545.5 

M,N. Jasa Perusahaan 86.17 88.81 95.03 106.44 116.73 

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1371.09 1374.86 1427.87 1476.93 1613.7 

P. Jasa Pendidikan 1043.12 1050.94 1075.41 1161.25 1229.19 

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 181.5 195.22 210.3 228.27 241.4 

R,S,T,U. Jasa Lainnya 656.05 704.04 807.78 918.82 1026.41 

PDRB 26601.16 28053.33 30819.75 33646.95 36270.56 

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
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Tabel 2.46 Persentase PDRB Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga 

Berlaku 2020-2024 dalam (%) 

Kategori PDRB 

Distribusi PDRB ADHB Menurut 

Lapangan Usaha (Persen) 

2020 2021 2022 2023 2024 

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 29.2 28.34 27.33 27.31 26.91 

B. Pertambangan dan Penggalian 1.92 1.9 1.87 1.88 1.83 

C. Industri Pengolahan 14.22 14.93 15.89 15.96 16.31 

D. Pengadaan Listrik dan Gas 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 

F. Konstruksi 10.31 10.23 10.63 10.48 10.54 

G. Perdagagan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 
19.57 20.09 20.23 20.33 20.11 

H. Transportasi dan Pergudangan 1.53 1.61 1.79 2.03 2.13 

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.87 1.93 1.94 2.01 2.05 

J. Informasi dan Komunikasi 4.71 4.76 4.63 4.59 4.68 

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2.22 2.19 2.16 2.12 2.12 

L. Real Estate 1.73 1.69 1.64 1.57 1.5 

M,N. Jasa Perusahaan 0.32 0.32 0.31 0.32 0.32 

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

5.15 4.9 4.63 4.39 4.45 

P. Jasa Pendidikan 3.92 3.75 3.49 3.45 3.39 

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.68 0.7 0.68 0.68 0.67 

R,S,T,U. Jasa Lainnya 2.47 2.51 2.62 2.73 2.83 

PDRB 100 100 100 100 100 

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2024 

 

Struktur perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 

masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan sebesar 26,91 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar 

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,11 

persen, Industri pengolahan sebesar 16,31 persen, Konstruksi 

sebesar 10,54 persen, serta Informasi Dan Komunikasi sebesar 

4,68 persen. Peranan enam lapangan usaha tersebut dalam 

perekonomian Kabupaten Nganjuk mencapai 78,55 persen. 

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada 

tahun 2027-2019 menunjukkan adanya kenaikan setiap tahun, 

hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah berkembang 
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semakin membaik. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 

menunjukkan pertumbuhan yang minus pada tahun 2020 

dikarenakan situasi pandemi Covid-19-19  yang melanda secara 

global dan berdampak langsung pada sektor-sektor riil ekonomi 

produktif. Pada tahun 2024 berdasarkan proyeksi BPS, 

perekonomian secara umum mengalami perlambatan bila 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2023. 
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Tabel 2.47 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk Menurut Harga Konstan 2020-2024 
(juta Rp) 

Kategori PDRB 
PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5031.96 5115.75 5090.06 5326.24 5410.04 

B. Pertambangan dan Penggalian 324.51 330.48 348.62 370.53 387.21 

C. Industri Pengolahan 2575.94 2731.33 3050.73 3209.25 3423.41 

D. Pengadaan Listrik dan Gas 9.26 9.54 10.25 11.12 11.67 

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 21.81 23.2 24.66 25.55 26.49 

F. Konstruksi 1764.06 1816.23 1954.9 2069.21 2207.35 

G. Perdagagan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3606.88 3799.33 3999.52 4230.39 4437.79 

H. Transportasi dan Pergudangan 276.17 303.22 351.15 393.85 438.14 

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 343.73 360.52 386.82 421.05 454.1 

J. Informasi dan Komunikasi 1071.74 1138.12 1200.32 1284.07 1376.6 

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 427.5 429.85 442.57 459.45 480.73 

L. Real Estate 334.46 340.9 359.49 370.76 380.52 

M,N. Jasa Perusahaan 60.34 61.56 63.6 69.3 74.37 

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 847.81 852.75 865.16 864.07 918.7 

P. Jasa Pendidikan 685.04 689.42 695.32 735.23 772.32 

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 127.38 134.58 140.62 147.14 155.47 

R,S,T,U. Jasa Lainnya 481.78 503.88 559.41 611.35 660.01 

PDRB 17990.36 18640.68 19543.18 20598.57 21614.91 

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2024
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Dari PDRB pendekatan pengeluaran, struktur ekonomi 

tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT 

sebesar 73,01 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Domestik 

Bruto (PMTB) sebesar 28,67 persen, terbesar ketiga adalah 

Pengeluaran Pemerintah sebesar 6,62 persen, Pengeluaran 

Konsumsi LNPRT dan Inventori masing-masing sebesar 1,64 

persen. Sedangkan yang harus menjadi perhatian adalah net 

eksport terhadap import daerah -11,58 persen. 

Tabel 2.48 PDRB ADHB Pengeluaran Kabupaten Nganjuk Tahun 

2020-2024 

JENIS PENGELUARAN 
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga 
18618.41 19526.86 22345.72 24570.81 26481.86 

Pengeluaran Konsumsi 

LNPRT 
404.35 420.93 462.3 521.28 594.95 

Pengeluaran Konsumsi 

Pemerintah 
2317.31 2346.59 2205.35 2335.92 2402.75 

Pembentukan Modal 

Tetap Bruto 
7604.12 7960.18 8894.07 9622.88 10397.06 

Perubahan Inventori 276.24 522.98 567.94 570.56 595.28 

Net Ekspor Barang dan 

Jasa 
-2619.28 -2724.21 -3655.62 -3974.5 -4201.33 

PDRB 26601.16 28053.33 30819.75 33646.95 36270.56 

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 

Tabel 2.49 PDRB ADHK Pengeluaran Kabupaten Nganjuk Tahun 

2020-2024 

JENIS 

PENGELUARAN 

PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar 

Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga 
13050.87 13452.77 14427.75 15132.1 15906.82 

Pengeluaran Konsumsi 

LNPRT 
251.62 257.23 276.17 309.25 348.24 

Pengeluaran Konsumsi 

Pemerintah 
1440.34 1448.51 1452.59 1497.19 1568.94 

Pembentukan Modal 

Tetap Bruto 
5006.94 5094.52 5372.96 5642.4 5966.38 

Perubahan Inventori 161.41 294.41 305.21 292.52 291.48 

Net Ekspor Barang 

dan Jasa 
-1920.81 -1906.75 -2291.51 -2274.89 -2466.96 

PDRB 17990.36 18640.68 19543.18 20598.57 21614.91 

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 
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2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nganjuk 

dihitung dari perkembangan PDRB menurut harga konstan. 

Ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2024 mengalami 

pertumbuhan sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan terjadi pada 

seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami 

pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan 

yang tumbuh sebesar 11,25 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya 

tumbuh sebesar 7,96 persen, lapangan usaha Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 7,85 persen, 

lapangan usaha Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 7,32 persen, 

dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 

7,21 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya 

masih tumbuh di bawah 7 persen. 

 
Gambar 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Nganjuk Tahun 2020-2024 

Sumber: BPS Nganjuk, 2024 
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Tabel 2.50 Pertumbuhan Per sektor PDRB 

Kategori PDRB 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut 

Lapangan Usaha (Persen) 

2020 2021 2022 2023 2024 

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.57 1.67 -0.5 4.64 1.57 

B. Pertambangan dan Penggalian -6.51 1.84 5.49 6.29 4.5 

C. Industri Pengolahan -1.43 6.03 11.69 5.2 6.67 

D. Pengadaan Listrik dan Gas -1.24 3.02 7.41 8.58 4.86 

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
4.25 6.38 6.27 3.64 3.68 

F. Konstruksi -6.03 2.96 7.63 5.85 6.68 

G. Perdagagan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
-4.73 5.34 5.27 5.77 4.9 

H. Transportasi dan Pergudangan -6.41 9.8 15.81 12.16 11.25 

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
-7.2 4.88 7.29 8.85 7.85 

J. Informasi dan Komunikasi 7.61 6.19 5.47 6.98 7.21 

K. Jasa Keuangan dan Asuransi -0.95 0.55 2.96 3.81 4.63 

L. Real Estate 2.49 1.93 5.45 3.13 2.63 

M,N. Jasa Perusahaan -6.64 2.02 3.3 8.96 7.32 

O. Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
-1.86 0.58 1.46 -0.13 6.32 

P. Jasa Pendidikan 1.36 0.64 0.86 5.74 5.04 

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10.08 5.65 4.48 4.64 5.66 

R,S,T,U. Jasa Lainnya -13.45 4.59 11.02 9.28 7.96 

PDRB -1.71 3.61 4.84 5.4 4.93 

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 

Dengan melihat tren dan korelasi dari perekonomian, 

pertumbuhan ekonomi hampir diseluruh wilayah Indonesia 

mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Tahun 

2023, faktor eksternal terkait sentimen ketidakpastian ekonomi 

global dan konflik antar negara yang terjadi turut mempengaruhi  

perdagangan internasional dari sisi domestic turunnya 

permintaan,daya beli dan deflasi menjadi fokus strategi kebijakan 

fundamental  ekonomi yang harus menjadi perhatian. 

3. PDRB per Kapita 

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu 

daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang 

merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh 
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seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk di 

pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah 

penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan 

besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber 

daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah 

tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan 

nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.  Nilai PDRB 

per kapita Nganjuk atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 

hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020  

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Nganjuk 

tercatat sebesar 24.134 ribu rupiah. Secara nominal, angka 

tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 

mencapai 32.047 ribu rupiah.  

Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini 

disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.  Selanjutnya jika 

dilihat secara riil atau atas harga konstan, PDRB per kapita 

Kabupaten Nganjuk selama periode 2020–2024 menunjukkan tren 

yang positif. Pada tahun 2020 PDRB per kapita atas dasar harga 

konstan sebesar 16.322 ribu rupiah, kemudian meningkat dari 

tahun ke tahun hingga sebesar 19.028 ribu rupiah pada tahun 

2024.   

Tabel 2.51 PDRB per Kapita Kabupaten Nganjuk 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 
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Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Nganjuk pada 

tahun 2020–2024 secara umum dapat dikatakan berfluktuasi, 

dimana tahun 2020 pertumbuhan PDRB per kapita terkontraksi 

sebesar 5,95 persen kemudian mengalami tren meningkat hingga 

tahun 2023 mencapai 4,71 persen. Pada tahun 2024 mengalami 

pertumbuhan namun melambat dengan angka sebesar 4,28 

persen. 

Ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat 

dilihat dengan menggunakan tingkat pendapatan masyarakat di 

wilayah tersebut. Sesungguhnya tingkat pendapatan dapat 

berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pendapatan yang 

rendah, tentunya mempersempit pilihan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Sehingga pada kelompok masyarakat dengan 

penghasilan terbatas, pemenuhan konsumsi yang bersifat primer 

(makanan) menjadi pilihan utama. Sulit bagi mereka untuk 

memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder seperti rekreasi atau 

membeli barang-barang penunjang hobi. Dengan keterbatasan 

penghasilan itu pula yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat 

kesehatan dan pendidikan masyarakat. 

Pada umumnya data yang menunjukkan pendapatan 

masyarakat sangat sulit untuk diperoleh. Sehingga pengeluaran, 

dalam hal ini pengeluaran rumah tangga, merupakan proxy 

(pendekatan) dari pendapatan. Pendekatan pengeluaran konsumsi 

penduduk digunakan dalam setiap survei, karena sulitnya untuk 

memperoleh data tentang penghasilan/pendapatan penduduk dan 

ada kecenderungan masyarakat memberikan jawaban yang 

kurang relevan. Sebaliknya apabila ditanyakan tentang 

pengeluaran konsumsinya penduduk/masyarakat memberikan 

jawaban dengan jujur dan relevan. 

Pola pengeluaran konsumsi penduduk merupakan informasi 

untuk melihat kesejahteraan penduduk. Besarnya nilai nominal 

(rupiah) yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun 
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bukan makanan (non makanan), secara tidak langsung dapat 

mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga, untuk 

mencukupi kebutuhan yang mencakup barang dan jasa. 

Biasanya pengeluaran makanan dapat mencapai titik jenuh, 

sementara pengeluaran untuk non makanan hampir tidak 

terbatas. Tarik-menarik antara dua pengeluaran tersebut, dapat 

mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar 

pengeluaran untuk non makanan, berarti tingkat kesejahteraan 

semakin baik. 

Argumentasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

pendapatan maka akan semakin kecil porsi pendapatan yang 

dibelanjakan untuk makanan. Menurut literatur, tingkat 

kesejahteraan dikatakan meningkat bila pengeluaran untuk non 

makanan sudah lebih dari 60 persen. Sehingga pola pengeluaran 

rumah tangga dapat mencerminkan besar dan kecilnya daya beli 

masyarakat. 

 

Gambar 2.13 Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok 

Komoditas Tahun 2020-2024 
Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024  
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Dimensi yang mewakili pada standar hidup layak yang 

direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun 

(yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita 

per tahun (yang disesuaikan) Kabupaten Nganjuk mencapai 13,78 

juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 555 ribu rupiah 

atau 4,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 

1,84 persen per tahun. 

 

Gambar 2.14 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk 
Kab.Nganjuk 

Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024 

4. Indeks Gini 

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang 

menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara 

menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. 

Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan 

pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki 

pendapatan yang sama. Indeks Gini Kabupaten Nganjuk pada 

tahun 2020 berada di angka 0,335 dan pada tahun 2024 berada di 

angka 0,289. Sejak tahun 2020 hingga 2024 terlihat bahwa Indeks 

Gini Kabupaten Nganjuk mengalami tren penurunan. Hal ini 
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menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan 

masyarakat di Kabupaten Nganjuk semakin menurun, bahkan 

semakin rendah setiap tahunnya. 

Gambar 2.15 Indeks Gini Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024 

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 

5. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan salah satu isu penting yang menjadi 

tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah baik pusat maupun 

daerah. Di masa pandemi Covid-19-19 yang dimulai pada tahun 

2019 cenderung mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di 

seluruh wilayah Indonesia karena semua sektor usaha terdampak. 

Meskipun dampak dari pandemi Covid-19-19 sangat terasa, 

namun berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah, 

khususnya pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka 

pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19-19 ini. 

Secara umum, dalam periode 2003-2014 tingkat kemiskinan 

di Kabupaten Nganjuk cenderung mengalami penurunan, baik 

jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. 

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 sebesar 241,90 ribu 

jiwa, berkurang sebesar 126,04 ribu jiwa menjadi 115,86 ribu jiwa 
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pada tahun 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin di 

Kabupaten Nganjuk pada tahun 2003 sebesar 23,53 persen, 

berkurang sebesar - 12,64 poin atau menjadi 10,89 persen pada 

tahun 2023. 

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per 

kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten 

Nganjuk pada bulan Maret 2023 mencapai 115,86 ribu jiwa. 

Jumlah ini bertambah sebesar 2,23 ribu jiwa, bila dibandingkan 

dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 113,63 ribu jiwa. 

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk juga 

mengalami peningkatan dari 10,70 persen pada bulan Maret 2022 

menjadi sebesar 10,89 persen pada bulan Maret 2023. Garis 

Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2023 sebesar 

Rp513.565,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar 

Rp39.136,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 8,25 

persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar 

Rp474.429,00. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten 

Nganjuk Maret 2023 sebesar 1,48, sama dengan kondisi Maret 

2022. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nganjuk 

Maret 2023 sebesar 0,31, sama dengan kondisi Maret 2022. 

Tabel 2.52 Kondisi Kemiskinan Kab.Nganjuk Tahun 2020-2024 

Uraian 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Garis Kemiskinan 

(Rp/Kapita/Bulan) 

428.882 446.232 474.429 513.565 539.714 

Penduduk Miskin (Ribu 

Jiwa) 

122,73 125,5 113 115,86 108,37 

Penduduk Miskin (%) 11,62 11,85 10,70 10,89 10,17 

Indeks Kedalaman 
Kemiskinan (P1) 

1,62 1,56 1,48 1,48 1,04 

Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) 

0,35 0,31 0,31 0,31 0,18 

Kemiskinan Ekstrem 

(Jiwa) 

N/A 11.810 14.400 5.690 N/A 

Kemiskinan ekstrem (%) N/A 1,11 1,36 0,53 N/A 

Sumber: BPS Kab Nganjuk,2024 
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Selama periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk 

miskin di Kabupaten Nganjuk berkurang sebanyak 7,49 ribu jiwa, 

dari 115,86 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 108,37 ribu jiwa 

pada Maret 2024 atau mengalami penurunan sebesar 6,46 persen. 

Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk 

dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami penurunan 

sebesar 0,72 persen poin, dari 10,89 persen pada Maret 2023 

menjadi 10,17 persen pada Maret 2024. 

Gambar 2.16 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nganjuk 

Sumber: BPS Kab.Nganjuk Tahun 2024 

Pada lima tahun terakhir rata-rata angka kemiskinan di 

Kabupaten Nganjuk masih relatif lebih tinggi dibanding dengan 

angka provinsi dan angka nasional. Meskipun secara umum 

persentase kemiskinan di Kabupaten Nganjuk menurun, tetapi 

penurunannya masih landai atau kurang tajam. Oleh karena itu 

perlu upaya yang lebih keras lagi dan dengan cara yang tetap 

untuk menurunkan angka kemiskinan. 

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran 

minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus 

dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin 
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adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita 

per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Secara metodologi, GK 

dibentuk berdasarkan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan 

(GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran 

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 

kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non 

Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, 

sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan 

dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, 

umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-

kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll), sementara paket 

komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis 

komoditas di perkotaan atau 47 jenis komoditas di pedesaan. 

Tetapi GK pada kabupaten/kota hanya disajikan sebagai satu 

garis kemiskinan secara total karena adanya keterbatasan jumlah 

sampel pada level kabupaten/kota. Perubahan GK dipengaruhi 

oleh pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan GK ini selain 

dipengaruhi inflasi juga dipengaruhi oleh dinamika pola konsumsi 

di kalangan penduduk yang dijadikan sebagai referensi dalam 

pengukuran seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh 

rata-rata penduduk Kabupaten Nganjuk. 
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Gambar 2.17  
Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 

Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024 

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran 

besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan 

oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak 

dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk pada 

Maret 2024 adalah sebesar Rp539.714,00 per kapita per bulan. 

Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan bertambah sebesar 

Rp26.149,00 per kapita per bulan. Dalam memaknai GK dapat 

kita analogikan dengan kebutuhan pengeluaran rumah tangga 

secara umum. Jika suatu rumah tangga terdiri dari 4 orang 

anggota rumah tangga yaitu ayah, ibu, dan dua orang anak, maka 

yang dibutuhkan rumah tangga tersebut untuk keluar dari garis 

kemiskinan pada tahun 2024 adalah 4 kali GK atau setara dengan 

Rp 2.158.856,00. 

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi 

kemiskinan di Kabupaten Nganjuk miskin selama periode Maret 

2024 antara lain adalah: 

a. Program intervensi kemiskinan yang diluncurkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk cukup efektif dalam 

intervensi kelompok sasaran pengentasan kesejahteraan 
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dikombinasikan dengan ketepatan pilihan paket komoditas 

harga bergejolak untuk program peningkatan kesejahteraan. 

b. Berbagai macam program intervensi kemiskinan terus 

dilakukan di Kabupaten Nganjuk, dimana sekitar 45,37 

persennya merupakan program kebijakan program 

pengurangan beban pengeluaran dan 37,96 persennya adalah 

program pengendalian harga kebutuhan pokok. 

c. Inflasi Maret 2024 relatif terkendali sebesar 3,05% (y-on-y), 

meskipun demikian terjadi kenaikan harga komoditas pokok 

selama periode Maret 2023-Maret 2024. Komoditas 

penyumbang kenaikan terbesar adalah beras, daging ayam 

ras, dan telur ayam ras. 

6. Indeks Pembangunan Manusia 

Indikator kesejahteraan rakyat antara lain diukur dengan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian 

kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain 

dari itu kesejahteraan masyarakat juga dapat tercermin dari faktor 

ketenagakerjaan, pengangguran, dan kemiskinan. 

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses 

perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM 

merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan 

dalam upaya membangun kualitas hidup manusia 

(masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk 

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM 

diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode 

penghitungan direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik 

(BPS) mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang 

baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 

2010.  

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang 

dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan 
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(knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). 

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan 

Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat 

dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi 

bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran 

sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator 

Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata 

Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk 

usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. 

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya 

(tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak 

pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak 

digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang 

ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.  

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks 

kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. 

Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan 

standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-

masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang 

digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam 

jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, 

terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan 

status pencapaian.  

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Nganjuk 

terus mengalami kemajuan selama periode 2020 hingga 2024. 

Pembangunan manusia di Kabupaten Nganjuk terus mengalami 

kemajuan. Selama 2020– 2024, IPM Kabupaten Nganjuk rata-rata 

meningkat sebesar 0,83 persen per tahun, dari 72,78 pada tahun 

2020 menjadi 75,24 pada tahun 2024. 
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Gambar 18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 

2020 – 2024 
Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024 

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi 

penyusunnya, terutama standar hidup layak yang mengalami 

peningkatan cukup tinggi dibanding tiga indikator lainnya yang 

direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun 

(yang disesuaikan) sebesar 4,33 persen. Tiga indikator lainnya 

yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun 

sebelumnya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata 

Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,01 persen. Sementara itu, 

pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yaitu 0,21 

persen. 

7. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan 

perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah 

angkatan kerja. Tidak seperti anggapan umum, penganggur 

bukanlah orang-orang yang tidak melakukan apa-apa selama 

periode survei, namun penduduk yang aktif mencari kerja. Oleh 
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karena itu, anak sekolah dan pengurus rumah tangga tidak 

tergolong pengangguran karena tidak aktif mencari kerja. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator 

yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap 

oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,87 

persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat 

sekitar 3 atau 4 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini 

adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan 

atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah punya 

pekerjaan/ usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa 

sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha. 

TPT pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,81 

persen poin dibandingkan Agustus 2023. 

 

Gambar 2.19 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2020-2024 (Persen) 

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 

Pola penganggur di Nganjuk menunjukkan kecenderungan 

TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki. Begitu 

pula dengan pola TPT pada Agustus 2024 yang menunjukkan 

bahwa TPT perempuan lebih tinggi dibanding TPT laki-laki, yaitu 
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3,97 persen berbanding 3,80 persen. TPT baik laki-laki pada 

Agustus 2024 menunjukkan penurunan 0,79 persen poin dan TPT 

perempuan mengalami penurunan 0,87 persen poin dibandingkan 

Agustus 2023. 

 

Gambar 2.20 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut 

Jenis Kelamin (persen), Agustus 2021–Agustus 2024 

Sumber: BPS Kab.Nganjuk,2024 

B.  Kesehatan Untuk Semua 

1. Umur Harapan Hidup 

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang 

merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 

2024, UHH telah meningkat sebesar 0,79 tahun atau rata-rata 

tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH 

Kabupaten Nganjuk adalah 73,85 tahun dan pada tahun 2024 

mencapai 74,64 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,21 tahun 

atau 0,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 

0,26 persen per tahun. 
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Gambar 2.21 Perkembangan Rata-Rata Usia Harapan Hidup    

Kab. Nganjuk 

Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024 

C.  Pendidikan Berkualitas dan Merata 

1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah 

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, 

yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke 

atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun 

ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kabupaten Nganjuk rata -

rata meningkat 0,61 persen per tahun. 

Gambar 2.22 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS) Kab. Nganjuk, 2020-2024 

Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024 
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Sementara RLS meningkat 1,93 persen per tahun. HLS tahun 

2024 meningkat 0,01 tahun atau 0,07 persen dibandingkan tahun 

2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020- 

2023 yang sebesar 0,78 persen. Sementara itu, RLS tahun 2024 

meningkat 0,01 tahun atau 0,12 persen dibandingkan tahun 

2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-

2023 yang sebesar 2,50 persen 

D.  Perlindungan Sosial yang Adaptif 

Sebagai upaya melindungi tenaga kerja secara menyeluruh 

dalam berbagai situasi, termasuk ketika mengalami kecelakaan 

kerja, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting 

bagi tenaga kerja. Di bawah ini disajikan cakupan kepesertaan 

jaminan sosial ketenagakerjaan mulai Tahun 2020 sampai dengan 

Tahun 2024. 

Tabel 2.53 Data Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 

DATA 
TAHUN 

2020 2021 2022 2023 2024 

Cakupan kepesertaan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

Kabupaten (%) 

78,41% 92,93% 81,42% 73,21% 22,94% 

Sumber: BPS Kab. Nganjuk, 2024 

 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk (2024), capaian 

cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 

Kabupaten Nganjuk menunjukkan dinamika yang cukup 

signifikan dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020, tingkat 

cakupan tercatat sebesar 78,41% dan mengalami peningkatan 

substansial menjadi 92,93% pada tahun 2021, yang 

mengindikasikan optimalisasi upaya pendaftaran tenaga kerja ke 

dalam program jaminan sosial. Namun, capaian tersebut menurun 

pada tahun 2022 menjadi 81,42% dan kembali mengalami 

penurunan pada tahun 2023 sebesar 73,21%. Penurunan paling 

tajam terjadi pada tahun 2024, dengan capaian hanya 22,94%, 
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yang berpotensi mencerminkan adanya kendala struktural 

maupun administratif dalam mempertahankan kepesertaan. Tren 

ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat keberhasilan pada 

awal periode, konsistensi capaian belum terjaga, sehingga 

diperlukan strategi intervensi kebijakan yang lebih komprehensif 

untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan cakupan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara merata di seluruh sektor 

ekonomi. 

E.  Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 

Capaian ini menjelaskan kondisi peran agama sebagai 

landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar membangun 

serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat 

karakter serta memperteguh jati diri bangsa. 

Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan 

Kebudayaan merupakan indikator baru dalam RPJMD Kabupaten 

Nganjuk tahun 2025-2029. Hal ini merupakan tindaklanjut dari 

Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2025-2045, sehingga data capaian historisnya belum ada. 

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah indikator 

yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan antar 

pemeluk agama di suatu wilayah, yang mencakup dimensi 

toleransi, kesetaraan, dan kerja sama di antara umat beragama. 

IKUB umumnya disusun berdasarkan survei persepsi 

masyarakat terkait hubungan antar umat beragama, penerimaan 

terhadap perbedaan keyakinan, kebebasan menjalankan ibadah, 

serta tingkat interaksi sosial lintas agama. Nilai indeks ini 

menggambarkan kondisi harmonisasi sosial-keagamaan: semakin 

tinggi skor indeks, semakin tinggi pula tingkat kerukunan yang 

terwujud. 

Sementara Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah 

indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat 
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kemajuan pembangunan kebudayaan suatu daerah atau negara 

secara kuantitatif dan terstandar. 

F.  Keluarga  Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat 

Inklusif 

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam 

mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan 

masyarakat inklusif maka diukur beberapa indeks pendukung 

seperti Indeks Pembangunan Gender. 

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang 

menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM 

Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG digunakan untuk mengukur 

pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator 

yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk 

mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. 

Kondisi pada saat Pandemi Covid-19 (2020-2021) sangat 

mempengaruhi aspek kerentanan ekonomi perempuan. Pasca 

pandemi, perbaikan dan pemulihan ekonomi juga berpengaruh 

besar terhadap perempuan, yang ditunjukkan dengan kenaikan 

IPG dan IDG.  

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin 

tinggi maka kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan 

perempuan semakin rendah. IPG digunakan untuk mengetahui 

tingkat kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan 

gender terjadi apabila nilai IPM laki laki dan IPM perempuan sama 

seimbang. 
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Gambar 2.23 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nganjuk 
Tahun 2020-2024 

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks 

komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan 

ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan 

ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi 

ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber 

daya ekonomi. 

Gambar 2.24 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nganjuk 
Tahun 2020– 2024 

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 
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Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan 

Gender adalah salah satu ukuran untuk melihat tingkat 

kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang signifikan 

antara tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan di 

Kabupaten Nganjuk ditunjukkan oleh perbedaan pendapatan rata-

rata antara perempuan yang jauh lebih kecil jika dibandinkan 

dengan  pendapatan rata-rata laki-laki, serta partisipasi 

perempuan dalam lembaga parlemen/DPRD serta jabatan-jabatan 

lain dalam pengambilan keputusan masih kurang. 

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya 

potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya 

kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, 

pemberdayaan dan pasar tenaga kerja; 

Variabel pembentuk IKG antara lain : 

a) Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 

tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus 

kelahiran 2 tahun terakhir; 

b) Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 

tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 

20 tahun; 

c) Persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang 

berijazah terakhir minimal SMA/sederajat menurut jenis 

kelamin; 

d) Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin; 

e) Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin. 

 
Tabel 2.54 Indeks Ketimpangan Gender 

No 
Provinsi/ 

Kabupaten 

Indeks Ketimpangan Gerder (IKG) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 INDONESIA 0,472 0.465 0.459 0.447 0,421 

2 JAWA TIMUR 0,449 0.46 0.44 0.423 0.347 

3 Nganjuk 0,357 0.402 0.382 0.427 0.351 

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk,2025 
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Berdasarkan tabel diatas, ketimpangan gender di Kabupaten 

Nganjuk menunjukkan penurunan pada tahun 2024 dibandingkan 

tahun 2023. Meski demikian, masih perlu perluasan peran serta 

perempuan dan peningkatan pemberdayaan perempuan. 

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 

Aspek daya saing daerah merinci kondisi umumnya sebagai 

satu elemen integral dalam rangka indikator kinerja pembangunan 

secara menyeluruh. 

Dalam kerangka aspek daya saing ini, terdapat tujuh fokus 

utama yang diklasifikasikan, yaitu daya saing sumber daya 

manusia, iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, penerapan 

ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi 

domestik dan digital, perkotaan dan pedesaan sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. 

A.  Daya Saing Sumber Daya Manusia 

Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor 

kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa 

konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah 

ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya 

mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku 

kepentingan. 

Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul 

memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas 

kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-

perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi 

politik dan budaya. 

Salah satu daya saing daerah terkait pembangunan SDM 

adalah pada ketenagakerjaan sebagai faktor dan salah satu modal 

utama perekonomian. 
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Tabel 2.55 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 

No Indikator 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 Angkatan Kerja 379.262 248.135 627.397 

Bekerja 364.832 238.268 603.100 

Pengeangguran 
Terbuka 

14.430 9.867 24.297 

2 Bukan Angkatan Kerja 70.359 201.190 271.549 

Jumlah 449.621 449.325 898.946 

Sumber: sakernas,2024 

Jumlah penduduk angkatan kerja usia 15 tahun ke atas di 

Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sebesar 627.397 jiwa dan naik 

sebesar dengan komposisi penduduk laki-laki lebih tinggi 

dibanding perempuan. Sementara untuk penduduk bukan 

angkatan kerja didominasi oleh penduduk perempuan. 

Menurut status pekerjaan utama penduduk Kabupaten 

Nganjuk tahun 2024 berumur 15 tahun ke atas yang bekerja 

selama seminggu yang lalu, pekerjaan utama tertinggi berada 

pada status buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 28,45 

persen, disusul oleh status berusaha dibantu buruh tidak 

tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 22,25 persen, dan 

yang paling rendah berada pada status berusaha dibantu buruh 

tetap dan dibayar sebesar 2,31 persen. 

Tabel 2.56 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan 

Pendidikan 

tertinggi 
yang 

ditamatkan 

Angkatan Kerja 
Persentase 

Bekerja terhadap 

Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran 

Jumlah 

Angkatan 

Kerja 

0 230.804 5.592 236.396 97,63 

1 114.993 2.341 117.334 98,00 

2 206.676 14.923 221.559 93,27 

3 50.627 1.441 52.068 97,23 

Jumlah 603.100 24.297 627.397 96,13 

Sumber: Kabupaten Nganjuk dalam Angka, 2025 
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Jumlah pencari kerja menurut pendidikan tahun 2024 

sebesar 6.487 orang. Selain itu, faktor UMK yang relatif lebih 

murah dibandingkan dengan kabupaten lain yang berbatasan 

langsung menjadi daya saing tersendiri. 

Tabel 2.57 Pencari Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 

Pendidikan 
Pencari Kerja 

Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase 

Tidak tamat SD     

SD 29 40 69 1,06 

SLTP 85 175 260 4,01 

SMA 2.572 1.981 4.553 70,19 

Sarjana Muda 113 170 283 4,36 

Sarjana 512 802 1.314 20,26 

S-2 3 5 8 0,12 

Total 3.314 3.173 6.487 100,00 

Sumber: Kabupaten Nganjuk dalam Angka, 2025 

 

B.  Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 

Penguatan serta pemajuan riset dan inovasi merupakan salah 

satu bentuk terjemahan atas upaya untuk meningkatkan peran 

riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan pembangunan 

daerah dan pengembangan produk unggulan daerah. Saat ini, 

Kabupaten Nganjuk telah melakukan berbagai upaya pemajuan 

riset dan inovasi melalui berbagai kebijakan yang ada. Pemerintah 

Kabupaten Nganjuk sangat memahami bahwa tantangan 

pembangunan daerah ke depan sangat terkait erat dengan pilihan 

kebijakan yang tepat di tengah ketidakpastian yang tinggi, baik 

dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena 

itu, peran dari penelitian dan pengembangan (litbang) menjadi 

sangat krusial, terutama dalam mendorong lahirnya inovasi di 

berbagai bidang yang dapat meningkatkan daya saing daerah. 

Inovasi yang dihasilkan harus mampu menjawab permasalahan 
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yang ada, baik dalam hal peningkatan efisiensi birokrasi, 

optimalisasi sumber daya, maupun penyediaan layanan publik 

yang lebih baik. 

Untuk memperkuat dan memajukan Iptek dalam konteks inovasi 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan kebijakan 

diantaranya: 

1. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2024 Tentang 

Pemberdayaan Talenta Digital Melalui Layanan Rumah 

Talenta Digital Anjuk Ladang. Kebijakan ini ditetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai upaya untuk 

mendorong transformasi digital dengan cara  percepatan 

penguasaan teknologi digital oleh aparatur sipil negara dan 

masyarakat melalui pengelolaan sumber daya manusia. 

Dalam Pengelolaan sumber daya manusia digital di 

Kabupaten Nganjuk, diselenggarakan layanan 

pemberdayaan melalui Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang 

atau disebut ―Omah Tandang‖. Tujuan dari pembentukan 

Omah Tandang ini adalah sarana pemberdayaan talenta 

digital. Layanan melalui Omah Tandang ini meliputi a. 

peningkatan literasi dan keterampilan digital, b. fasilitasi 

produksi,  c. fasilitasi perizinan usaha dan sertifikasi 

produk, dan d. fasilitasi promosi dan pemasaran. 

2. Walaupun terdapat beberapa kebijakan terkait riset dan 

inovasi di Kabupaten Nganjuk namun demikian, upaya 

penguatan serta pemajuan riset dan inovasi di Kabupaten 

Nganjuk belum dilaksanakan secara terintegrasi dan 

dilandasi dengan regulasi sehingga belum berjalan secara 

optimal. Belum ada regulasi yang secara khusus mengatur 

terkait tatakelola riset dan inovasi di Kabupaten Nganjuk 

yang menyinergikan semua pemangku kepentingan riset dan 

inovasi agar dapat mendukung pencapain program 

pembangunan daerah. Dari sisi organisasi penyelenggara 
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riset dan inovasi, saat ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk 

belum melakukan transformasi organisasi perangkat daerah 

riset dan inovasi sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2023 tentang 

Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan 

Inovasi Daerah. Saat ini, fungsi riset dan inovasi di 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih dijalankan oleh satu 

bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Nganjuk. Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk belum membentuk perangkat daerah dengan 

nomenklatur Badan Riset dan Inovasi daerah (BRIDA) atau 

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 

Daerah. Dalam konteks penyelenggaraan riset dan inovasi 

secara terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Nganjuk saat ini 

belum memiliki regulasi yang mengatur terkait 

penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah secara 

terintegrasi yang mengkoordinasi semua elemen riset dan 

inovasi di kabupaten Nganjuk; 

3. Mengacu pada UU No 11 tahun 2019 tentang Sistem 

Nasional IPTEK, terdapat amanat terkait urusan penataan 

repository data riset dan inovasi. Amanat regulasi ini 

diharapkan dapat mewujudkan tata kelola data riset dan 

inovasi yang baik baik terkait prinsip-prinsip pengelolaan, 

penyimpanan, akses, dan pemanfaatan data riset dan 

inovasi, termasuk metadata, yang selaras dengan kebijakan 

tatakelola data riset dan inovasi secara nasional. Pada saat 

ini, kondisi penataan basis data riset dan inovasi di 

Kabupaten Nganjuk belum berjalan optimal. Data riset dan 

inovasi di Kabupaten Nganjuk masih tersebar di masing-

masing perangkat daerah atau di masing-masing lembaga 

riset yang ada dan data-data tersebut belum sepenuhnya 
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termanfaatkan secara optimal untuk penyusunan kebijakan 

pembangunan daerah. 

Upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan 

iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi daerah diukur dalam 

beberapa indikator sebagai berikut: 

Tabel 2.58 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 

No Uraian 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Persentase Kontribusi PDRB 

Sektor Industri Pengolahan 
14,22 14,93 15,89 15,96 16,31 

2 

Persentase Kontribusi PDRB 

Sektor Penyediaan 

Akomodasi dan Makan 

Minum 

1,87 1,93 1,94 2,01 2,05 

3 
Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja 

65,75 62,24 66,79 66,89 69,79 

4 Indeks Inovasi Daerah N/A 17,60 54,73 49,67 57,28 

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk,2025 

Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Nganjuk pada 

periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang relatif 

positif ditinjau dari aspek kontribusi sektor ekonomi, tingkat 

partisipasi angkatan kerja, serta capaian indeks inovasi daerah. 

Pada sektor industri pengolahan, kontribusi terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan 

signifikan dari 14,2 persen pada tahun 2020 menjadi 16,31 persen 

pada tahun 2024. Hal ini menegaskan peran strategis sektor 

industri pengolahan sebagai motor penggerak perekonomian 

daerah, seiring dengan berkembangnya basis agroindustri dan 

peningkatan investasi sektor manufaktur. 

PDRB adalah ukuran total nilai tambah barang dan jasa yang 

dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode waktu 

tertentu. Peningkatan PDRB sektor makanan dan minuman 

menunjukkan pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut, yang 

dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata.  
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Tabel 2.59 kontribusi PDRB penyediaan akomodasi dan makan 
minum 

 

Kategori PDRB 

PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

I. Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 
496.89 540.96 596.76 677.08 744.1 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor akomodasi,  

makanan,  dan  minuman  memberikan kontribusi signifikan 

terhadap perekonomian daerah melalui penerimaan pajak, 

pendapatan tenaga kerja, dan daya tarik pariwisata. Selain itu, 

sektor ini juga mencerminkan tingkat konsumsi masyarakat 

dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. PDRB (Produk   

Domestik   Regional   Bruto)   sektor   akomodasi   makanan   

dan minuman dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan 

penghambat. Faktor pendorong termasuk peningkatan 

pendapatan masyarakat, pertumbuhan pariwisata. Sementara 

itu, faktor penghambat meliputi fluktuasi harga bahan baku, 

persaingan usaha yang ketat, serta perubahan kebijakan 

pemerintah terkait pariwisata dan perizinan. 

 

Gambar 2.25 Kontribusi PDRB akomodasi dan makan minum 
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Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga 

menunjukkan tren kenaikan meskipun relatif lambat, dari 1,87 

persen pada tahun 2020 menjadi 2,05 persen pada tahun 2024. 

Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya dinamika positif pada 

sektor pariwisata dan jasa pendukung, meskipun kontribusinya 

terhadap PDRB masih relatif kecil dan memerlukan penguatan 

kebijakan   pengembangan   ekonomi   kreatif   serta   pariwisata 

berbasis lokal. 

Pada aspek ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan 

kerja (TPAK) meningkat konsisten dari 65,75 persen pada tahun 

2020 menjadi 69,79 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini 

mencerminkan semakin luasnya kesempatan kerja serta 

perbaikan kondisi pasar tenaga kerja, meskipun tetap dibutuhkan 

peningkatan kualitas SDM agar daya saing tenaga kerja lebih 

optimal. 

Salah satu tujuan pemajuan Iptek bagi daerah adalah 

untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk mengukur daya 

saing tiap-tiap daerah secara nasional, Badan Riset dan Inovasi 

Nasional (BRIN) melakukan pengukuran Indeks Daya Saing 

Daerah atau disingkat IDSD, adalah instrumen pengukuran daya 

saing daerah di Indonesia sebagai bentuk representasi dari 

produktifitas dan pelaksanaan pembangunan daerah provinsi, 

kabupaten dan kota. Pada tahun 2024  pengukuran IDSD 

didasarkan atas 4 komponen, 12 pilar dengan jumlah indikator 64 

untuk provinsi dan 51 untuk kabupaten/kota. Pengukuran IDSD  

ini merujuk pada Global Competitiveness Index (GCI) 2019, dengan 

penyesuaian indikator dan metodologi agar lebih relevan.  

Selain sebagai alat mendeteksi kekuatan, IDSD juga 

diperlukan oleh daerah sebagai sarana penentuan sektor produk 

unggulan daerah adalah proses identifikasi dan pemilihan sektor 

ekonomi yang memiliki potensi paling besar untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu 
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